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ABSTRAK

Nama : Edwin
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : EIGENDOM SEBAGAI ALAT BUKTI YANG

KUAT DALAM PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN TANAH PADA HUKUM
TANAH INDONESIA “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 588
PK/Pdt./2002"

Nilai kegunaan tanah yang banyak menyimpan poteagt{ dari segi kegunaan
langsung maupun sebagai sebuah investasi yangtgaegggiurkan bagi kehidupan
manusia menempatkan tanah sebagai primadona yangdn®ahan rebutan bagi
seluruh manusia. Karena bernilai tinggi inilah mabanyak sekali kasus-kasus
mengenai perebutan dan penyerobotan terhadap tsunatin. Apalagi terhadap tanah-
tanah bekas hak barat seperti taBadendomyang dari sisi luas tanah memiliki luas
tanah yang sangat besar tentunya makin dianggapgiekan semua orang. Tanah-
tanahEigendomini merupakan warisan dari penjajah Belanda yatght menjajah
selama 350 tahun di Indonesia. Sebagai hak militgy@rkuat yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakiendomsampai saat ini masih diakui
sebagai alat bukti yang kuat dalam pembuktian kdpem tanah di Indonesia.

Kata kunci:
Eigendom, Hak Barat, Tanah, Konversi.

Eigendom sebagai..., Edwin\,/i\/lagister Kenotariatan, 2012



ABSTRACT

Name : Edwin
The Course Of Study : Magister Kenotariatan
Title : EIGENDOM IS A STRONG PROOF TOOL TO

PROVE LAND OWNERSHIP IN INDONESIA LAND LAW: “The Le gal
Analysis On The Decision Of The Supreme Court Of Té Republic Of Indonesia
No. 588 PK/Pdt./2002”

The value of land uses that many stores potensiafulness in terms of both direct
and as an investment very tempting for human Igehe belle of the land put into

material for the whole human struggle. Becauséigf ltigh value the many cases of
seizure and annexation of the land. Especiallyrejahe former land rights such as
land west of the Eigendom the land area has alaegg area of land would be more
appealing to everyone. Eigendom lands is a legadyudch colonial that has been
colonized for 350 years in Indonesia. As the stestigoroperty rights set forth in the
Book of the Law of Civil Law, Rights Eigendom islistecognized as a powerful tool

in the proof of evidence of land ownership in Indsia.

Key Word:
Eigendom, West Right, Land, Conversion.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada waktu diproklamasikannya kemerdekaan padggahri7 Agustus
1945, kita mewarisi dari pemerintah jajahan tarsatah yang sebagian besar
berada di tangan orang-orang dan badan-badan hagng, yaitu tanah-tanah:

1. Hak Erfpacht untuk perusahaan kebun besar sellds ¢k&ari satu juta
hektar;

2. Hak Konsesi untuk perusahaan kebun besar seluds digli satu juta
hektar pula;

3. Hak Eigendom, hak opstal dan hak erfpacht untukmehan atas kurang
lebih 200.000 bidang.

Selain itu, kita mewarisi tanah-tanah hak eigend@amg dikenal dengan
sebutan tanah partikelir, yaitu tanah hak eigendamg mempunyai sifat dan
corak istimewa. Yang membedakan dari tanah-tan&relggendom lainnya ialah
adanya hak-hak pada pemiliknya, yang bersifat kamaag, yang dahulu disebut
landheerlijke rechterkemudian diindonesiakan menjdhiak-hak pertuanan”?!

Selanjutnya politik pertanahan di era orde lamavdiadengan adanya
tuntutan kepada pemerintah setelah proklamasi ldgkaan pada tahun 1945
untuk segera membuat produk hukum agraria nasiaral baru dan berwatak
responsif Hal ini terkait dengan kebijakan di bidang agravarisan pemerintah
kolonial tidak mengakomodasi kepentingan masyarakdbnesia dan bahkan
merugikan rakyat Indonesia sejak saat tersebut siangngan sekarang telah
terjadi banyak perubahan tentang peraturan tandhddinesia. Terjadi banyak

pergantian dan penyesuaian terhadap hukum tanbidaiesia yang merupakan

! Budi HarsonoHukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Unelandang
Pokok Agraris, Isi dan Pelaksanaannydakarta: Djambatan, 2007), hal.95.
2 Sudargo Gautamaafsiran UUPA 1960(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 110.

1 Universitas Indonesia
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sisa - sisa peninggalan peraturan dari zaman petaean kolonial Belanda

ataupun dari zaman pemerintahan Jepang. Haliiandhi dengan banyaknya
peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indanesituk menggantikan

peraturan kolonial tersebut yang dilakukan untulnyesuaikan dengan keadaan
Negara Indonesia yang terus berkembang. Salah &ghan penggantian

peraturan tersebut adalah untuk mengkonversikaahttanah kepemilikan pada
zaman penjajahan Belanda dan Jepang untuk mengaenklikan Bangsa

Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa pada rezim orde lama, bgé#rtanahan terfokus
pada pembangunan hukum pertanahan nasional sgimgabaran dari pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945: "Bumi dan air dan kekaydam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakatukusebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Pasal ini sebenarnya mau meukgkan dua hal pokok
yakni: pertama, negara ikut campur dalam mengatorber daya alam sebagai
alat produksi; dan kedua, pengaturan yang dilakukegara ditujukan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua hal pokséling terkait sehingga
pada tataran penerapannya tidak boleh mengabaikasama laif.

Salah satu undang-undang yang dikeluarkan olerepetah orde lama
untuk mengkonversi tanah hak pada zaman penjapélamda dan Jepang adalah
Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang penghaptaseai-tanah partikelir
Undang-undang ini menjadi salah satu pembuka jakgi pemerintah untuk
mengambil alih dan mengkonversikan tanah-tanah rkégfg@an zaman penjajah
tersebut menjadi milik Bangsa Indonesia. UndangdmigdNo. 1 Tahun 1958
tentang penghapusan tanah-tanah partikelir inilaigkkan pada masa jabatan
Menteri Agraria Soenarjo yang mengakibatkan bahetarsh hak-hak pemilik
tanah partikelir atas tanahnya beserta hak-halugmahnya hapus dan tanah-
tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum gelaya secara serentak menjadi
milik negara. Hal ini menyebabkan bahwa tanah laliti secara otomatis
menjadi hilang dan tidak ada lagi. Penghapusanhtpaatikelir tersebut diikuti
dengan pembayaran ganti rugi baik ganti kerugiasebait diberikan dalam

bentuk uang ataupun dalam pemberian hak baru. gghtapat dikatakan bahwa

% Bernhard LimbongKonflik Pertanahan(Jakarta: Pustaka Margaretha, 2011), hal. 101.

2 Universitas Indonesia
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hapusnya tanah partikelir tersebut terjadi dengdanya ganti rugi terhadap
pemegang hak eigendom tersebut, sehingga jika Keamajganti rugi tersebut
belum dilaksanakan maka hak eigendom tersebut thédqi dan menjadi dasar
terkuat dalam kepemilikan tanah tersebut.

Berbeda dengan orde lama, rezim orde baru menkakugembangunan
pada pertumbuhan ekonomi. Resim ini memulai kebhijakpembangunan
ekonominya dengan mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1B8f#ng Penanaman
Modal Asing untuk menarik investasi asing dalamgedolaan sumber daya alam.
Pada tahun 1967 terjadi privatisasi perusahaangagamg sebelumnya telah
dinasionalisasi oleh pemerintahan orde lama. Haldengan alasan kondisi
perekonomian yang kritis dan defisit sebagai peyaten orde lama. Bahkan
sebelumnya dilakukan negosiasi penjadwalan ulaag @tang-utang luar negeri
sekaligus mengajukan pinjaman-pinjaman Baru.

Pada zaman Orde Baru ini terjadi banyak perub&bbijakan pertanahan
yang lebih dititikberatkan kepada upaya mendukuagupnbuhan ekonomi yang
ditujukan untuk pemenuhan kepentingan dan kebutydembangunan sektoral
(pertanian dan industri). Dalam hal ini telah tdrjpergeseran fokus kebijakan
dan ditujukan untuk memfasilitasi pemodal dalanmgkamengejar pertumbuhan
ekonomi. Terutama pada tahun 1980-an, fokus kedmjakertanahan lebih
ditujukan untuk memecahkan persoalan tanah yangghaenbat pelaksanaan
kebihakan pembangunan. Dalam pemerintahan Orde Baruada upaya
pembiaran dan bahkan mengesampingkan pelaksanadreflaam. Landreform
sebagai instrumen utama dalam mencapai keadilaial scdak mendapatkan
tempat yang penting pada masa Orde Baru.

Rezim Orde Baru yang dibangun oleh Presiden Stehalah merubah
pola pembangunan yang dibangun pada zaman Orde Lyaita dengan
pendekatan sosialis menjadi pendekatan yang camgl&apitalis. Pada zaman ini
tanah dipandang sebagai suatu alat atau komoditegts yang ditujukan bagi
sektor perekonomian sehingga dapat mendorong emsiestan pertumbuhan

ekonomi yang sebesar-besarnya.

* Rikardo Simarmatdapitalisme Perkebunan: Dinamika Konsep Pemilikandh oleh Negara
(Yogyakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar, 20Q1&), 64-65.

3 Universitas Indonesia
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Alahasil, kebijakan landreform pada masa ini hasgdagai masalah
teknis, atau sebagai program rutin birokrasi pergbaan. Rezim ini menghapus
peraturan perundang-undangan yang menjadi pokokirdéorm, terutama
dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1970 yang menghapustéhtang pengadilan
Landreform dan UU No. 2 Tahun 1960 tentang PeganBagi Hasil. Dengan
penghapusan peraturan perundang-undangan ini retdsa gekali pemerintahan
Orde Baru telah bertindak tidak adil dan lebih melabkepentingan investasi
daripada mementingkan kesejahteraan rakyatnya. &adarde Baru juga terjadi
ideologisasi pengorbanan oleh rakyat pemilik tamad terwujudnya kepentingan
negara atau umum. Artinya rakyat pemilik tanah dimiberkorban dengan cara
melepaskan hak atas tanah untuk diserahkan kepadariptah dengan besaran
ganti rugi yang diinginkan pemerintah meskipun dakmya bagi kesejahteraan
pemilik tanah mengalami penurunan. Demikian senmayayag terkandung dalam
Permendagri No. 15 Tahun 1975 tentang Pembebask&nAke&s Tanah Bagi
Kepentingan Umum dan Keppres No. 55 Tahun 1993 yangnjadi
penggantinya.

Peraturan lainnya yang benar-benar menghancurksan keadilan pada
zaman Orde Baru ini adalah Keputusan Menteri Nedayaria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 yaitu ngnBeniadaan Ganti Rugi
Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nonf@hlin 1958. Dengan
kesemua peraturan perundang-undangan yang dibdatzaeman Orde Baru ini
maka telah terjadi kesewenang-wenangan pemerintal hak-hak rakyat
Indonesia.

Ada sejumlah fakta yang mengafirmasi pemberian laben dalam
menguasai dan memiliki tanah, yang mencakup; pertaidak dijalankannya
perintah Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 dalarh rhe@ngeluarkan
kebijakan pembatasan kepemilikan tanah bagi tanatkapangan; kedua,
perusahaan berbadan hukum diberi kebebasan mempiamgh seberapapun
luasnya yang diinginkan meskipun didalamnya terkagdoenguasaan spekulatif
yang bertentangan dengan prinsip pasal 6 UndanguwiénBokok Agraria; ketiga,

adanya kesengajaan mengabaikan ketentuan batasmuaakgemilikan tanah

® Bernhard LimbongQp.Cit, him. 110 — 111.

4 Universitas Indonesia
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pertanian yang sudah ditentukan dalam Undang-Undeomgor 56 Tahun 1960;
keempat, masuknya instansi pemerintah baik seaagsling atau atau melalui
badan usaha milik negara/daerah yang didirikan agenpesaing baru dalam
penguasaan dan pemanfaatan tanah melalui Hak Fstamanya atau Hak
Pengelolaan yang kemudian dikategorikan sebagagi@aMilik Negara/Instansi
Pemerintah” di luar kepentingan tempat mendirikamt&r atau di luar misi
pelayanan publik.

Lalu sampailah pada era reformasi sekarang inigyamemberikan
secercah harapan dalam pengembalian lagi semargfatmasi agraria
(landreform). Semangat pembaruanini diawali dengjaeluarkannya Ketetapan
MPR Nomor IX Tahun 2001. Pada era reformasi iniyla&nsekali pekerjaan
rumah dalam menyelesaikan kekecauan pada sistéampkan di Indonesia. Satu
hal yang menjadi sorotan adalah mengenai masalahh tgartikelir, yang
menimbulkan banyak sengketa pertanahan.

Sampai saat penelitian ini dilakukan ternyata diolmesia masih banyak
tanah-tanah partikelir yang belum diganti rugi sgga hak kepemilikannya
masih tetap pada pemegang eigendom tersebut. Adtapi tdewasa ini telah
terjadi banyaknya tumpang tindih kepemilikan tanalgendom. Hal ini
diakibatkan dengan tumpang tindinnya peraturan ydikgluarkan pada zaman
Orde Baru yang banyak menyebabkan terjadinya pehgéan atas tanah
eigendom. Permasalahan lainnya adalah banyaknyeay dnalonesia yang tidak
mengerti bahwa hak eigendom menjadi salah satur dsss&uat dalam
kepemilikan tanah di Indonesia.

Dewasa ini telah terjadi banyak kasus atas penggsobtanah eigendom
sehingga pemilik tanah eigendom tersebut tidak meatan ganti kerugian atas
kepemilikan tanah eigendom mereka. Malah pada aegami banyak ditemui
adanya eigendom palsu yang menyebabkan banyakikyhakaatas tanah yang
timbul pada suatu tanah akan tetapi tidak memdlls hak yang kuat sehingga
pada akhirnya berbuntut pemblokiran oleh pihak fikngigendom asli yang

menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

® Ibid

5 Universitas Indonesia
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Salah satu kejadian ini terjadi di daerah depokijtuy atas tanah
Verponding No. 23. No. 29. WL yang menjadi objekngleta dan telah
disengketakan dan telah diputuskan melalui pernamakembali dan telah
berkekuatan hukum tetap. Hal ini menarik karenajatkkan eigendom sebagai
dasar terkuat dalam hukum tanah Indonesia. Untullrht penulis mengambil

judul tesis sebagai berikut:
“EIGENDOM SEBAGAI ALAT BUKTI YANG KUAT DALAM

PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN TANAH PADA HUKUM
TANAH INDONESIA” “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan
Mahkamah Agung No. 588 PK/Pdt./2002”

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, bulm beberapa
permasalahan yang menjadi kajian dalam penyusuesiea ini. Adapun yang
menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini @uakbagai berikut:

1. Bagaimanakah keberlakuan tanah-tanah dengan ha&kdeign / tanah
partikelir pada masa sekarang ini?

2. Bagaimanakah Radio Republik Indonesia (RRI) dargBarap dalam hal
ini bisa sampai memperoleh kepemilikan atas taeabebut sedangkan
pada kenyataannya tanah tersebut terdapat alasfialeigendom?

3. Bagaimanakah penyelesaian atas kasus penyeroldatatanah eigendom
tersebut jika dikaitkan dengan peraturan-peratuearah di Indonesia,
dengan meninjau pada Putusan Mahkamah Agung No?E#8dt/20027?

1.3. TUJUAN PENELITIAN
Sedangkan tujuan dari dilakukan penelitian ini adal
1. Untuk mengetahui tentang keberlakuan tanah-tanagastehak eigendom
/ tanah partikelir pada masa sekarang ini.
2. Untuk memberikan gambaran terhadap kepemilikarhtgaag dilakukan
oleh RRI yang dalam hal ini kepemilikannya beradatds tanah yang

terdapat hak eigendom pada tanah tersebut.
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3. Untuk memberikan penjelasan tentang kasus penyenobatas tanah
eigendom tersebut jika dikaitkan dengan peratuematpran tanah di
Indonesia dengan meninjau pada Putusan MahkamalmgAdlo. 588
PK/Pdt/2002.

1.4. METODE PENELITIAN

Pengertian penelitian ilmiah adalah suatu usatakumenganalisa suatu
permasalahan dengan melakukan konstruksi secaredobegis, sistematis dan
konsister’. Dimana setiap penelitian iimiah idealnya harusatidui dengan usul
penelitian atau research proposal’yaitu suatu pernyataan singkat perihal
masalah yang akan ditelftiBerdasarkan hal tersebut penulis menyusun tesis
mengenai analisa keberlakuan sah atau tidaknya enangiakEigendom Pada
penulisan penelitian ini penulis menggunakan beptrkelitian yuridis-normatif,
yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis kntoenjawab permasalahan
mengenai pengaturan dan penerapan hukumnya terhaalapeli barang sita.
Tipologi penelitian yang digunakan adalah berspf@skriptif yakni memberikan
solusi atas permasalahan. Penulis mempergunakarselainder yaitu data yang
diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang tiéidkengan topik permasalahan
penelitian hukum ini. Alat pengumpulan data adalehgan melakukan metode
studi kepustakaan mengenai permasalahan tersebut.

Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengakok permasalahan yang
hendak diteliti, dimana data yang diperlukan akapad diperoleh dan bersumber
dari :

1. Bahan hukum primér yaitu mencakup peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan permasalahan di bidang hylemanahan, yang
meliputi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undandang Nomor 1
tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah PartikelidatgrUndang
Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokkkkPAgraria, dan

segala peraturan lainnya.;

" Soerjono Soekant®engantar Penelitian HukuniJakarta: Ul Press, 2010), hal. 3.
®Ibid., hal.17.

% Ibid., hal. 13
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2. Bahan hukum sekundé&t,yaitu meliputi buku-buku, artikel-artikel untuk
memberikan penjelasan dan informasi terhadap blablemm primer, yang
terdiri dari penjelasan Undang-undang dan literhteratur mengenai
tanah eigendom;

3. Bahan hukum tersiéf, yang merupakan bahan penunjang yang akan
memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primersé&aonder seperti
ensiklopedi yang merupakan bahan-bahan rujukan atwen yang
memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai gengetahuan
atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamusithulsebagai bahan
rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencatudtaa atau istilah

teknis bidang-bidang tertenté.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah reetodlisis kualitatif
yaitu analisis data dengan pemaknaan sendiri @ahls terhadap data yang
diperoleh sehubungan dengan penelitian hukumMiaka didapat hasil penelitian

berbentuk analitis-preskriptif.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN
Dalam penulisan tesis ini, Tesis ini terbagi dakaga bab, yang masing-

masing berisi tentang :
BAB | : PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dibahas tentang latdakaemg masalah, pokok

permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitim®gtodologi penelitian dan

sistematika pembahasan.

10 | bid.
1 |bid.
2 |pid., hal. 33
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BAB Il : HAK EIGENDOM DALAM SISTEM PERTANAHAN INDONESIA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai timauaum tentang hak-hak
pertanahan peninggalan zaman penjajahan. Lalu wsdlakjutnya akan dibahas
mengenai Hak Eigendom dan penerapannya sampaedaating ini. Lalu secara
komprehensif, penulis akan mencoba menganalisa enandondisi penerapan
Hak Eigendom dengan mencoba mengangkat sebuah kaisss Tanah
Verponding No. 23. No. 29. WL yaitu pada putusanhkéanah Agung Nomor
588 PK/Pdt./2002 yang dapat semakin meyakinkan parabaca bahwa Hak
Eigendom merupakan salah satu hak terkuat sebadi kepemilikan dalam

Hukum Tanah Indonesia.

BAB Il : PENUTUP

Dalam bab ini akan dicantumkan hasil akhir daringdéian yaitu

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukartesbeberapa saran.
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BAB Il
HAK EIGENDOM DALAM
SISTEM PERTANAHAN INDONESIA

2.1. LANDASAN TEORI
2.1.1.Sejarah Hak Eigendom di Indonesia

Seperti telah diketahui bahwa Indonesia telahahjajleh beberapa negara
seperti Inggris, Belanda dan Jepang. Salah sataram¢grlama yang menjajah di
Negeri Indonesia adalah Negara Belanda yang ménjsgdama hampir 350
tahun. Proses penjajahan yang dilakukan oleh Baltertitadap Bangsa Indonesia
ini terjadi dalam waktu yang sangat lama sehinggkard proses penjajahan
tersebut menyebabkan terbentuknya suatu tatanammhukang dibuat oleh
penjajah dalam rangka memuluskan proses penjajaiaabut. Penjajah dalam
hal ini Belanda banyak mengadopsi hukum negara kaesendiri ke negara
jajahannya. Hal ini dilakukan agar terciptanya kéian pada negara tersebut dan
untuk meredam konflik atas negara jajahannya taetseb

Sejumlah karakteristik yang melekat pada politikagig kolonial, antara
lain, meliputi: dominasi, eksploitasi, diskriminasian dependensi.Kekuasaan
golongan penjajah yang minoritas mendominasi pemklugribumi yang
mayoritas. Dominasi ini ditopang oleh keunggulatiteri kaum penjajah dalam
menguasai dan memerintah penduduk pribumi. Eksgloitlilakukan dengan
pemerasan sumber kekayaan tanah jajahan untuk tkegeem negara penjajah.
Keempat karakteristik tersebut sangat dipengariéh golitik hukum agraria
yang menganut prinsip dagang. Hasil bumi/bahan amemtihargai serendah
mungkin, kemudian dijual dengan harga yang setitiggginya. Praktik tersebut

13 Noer Fauzi dalam Urip Santoddyukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Kencaitdakarta:
Pustaka Pratama, 2005), him. 28
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dilakukan oleh penguasa kolonial yang merangkapagasbpengusaha demi
meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Prinsip dagang juga tercermin dalam sistem sewahtgiang diberlakukan
pada masa kolonial. Negara sebagai pemegang keémlautkanggap sebagai
pemilik tanah satu-satunya, sedangkan para petaRydt Indonesia) adalah
penggarap tanah negara. Selain itu, sebagai pemgaara petani diwajibkan
membayar sewa tanah sebagai bentuk perpajakataatds Penetapan nilai pajak
dilakukan untuk membuat nilai tanah dengan mengtéuath tiap penggarap dan
produktivitasnya. Dalam kenyataannya, pemungutgakpdilakukan berdasarkan
penilaian fiktif*

Selain itu, kebanyakan penggarap yang didaftargselj@embayar pajak
pemilik tanah dalam survei penetapan nilai pajaladalah penduduk desa kelas
atas. Dengan kata lain, para petani kelas bawalk tithkui sebagai pemegang
tanah, karena itu dikeluarkan dari sasaran pajagslang. Pemerintah kolonial
pun menetapkan bahwa sewa tanah harus dinilai $eniden keseluruhan desa
bukan berdasarkan penggarap-penggarap individysmngeng pengukuran dan
penilaian tanah yang akurat tidak bisa dilakukaalabh sistem ini , jumlah sewa
tanah yang dipungut atas suat desa harus ditetdpkadasarkan kontrak-kontrak
dengan kepala-kepala desa lokal dan tetua-tetua @engan kata lain, karena
kekurangan standar universal, maka ditetapkan @dokal setiap tahun melalui
negosiasi dengan kepala-kepala lokal tersebutld?@midan pengumpulan sewa
tanah dengan metode semacam ini dijalankan selelmerdpa dekade sejak saat
itu. Alhasil, penerimaan pemerintah dari pengumpudawa tanah sangat tidak
stabil, dan keadilan dalam perpajakan tidak petasalisasi. Hal ini disebabkan
oleh variasi lokal yang besar dalam penerapannyaidDlain, para petani juga
harus dibebani oleh sistem tanam paksa maupun deérhanis kerja bakti
(heerendiensterdleh Beland&®

Salah satu tatanan hukum yang ditinggalkan pihahkjapeh Belanda
kepada Bangsa Indonesia adalah hukum agraria yaagdal ini adalah hukum

agraria yang berdasarkan tujuan dan sendi-sendipdarerintahan Belanda itu

1 Bernhard LimbongQp Cit, hal,. 98
1> Gunawan Wiradi, Reforma Agraria (Perjalanan yaetuB Berakhit), (Jogjakarta: Pustaka
Belajar, 2000), Hal. 33
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sendiri. Hukum agraria yang dimaksud adalah hukwmah administratif
pemerintah Hindia Belanda, yang bertujuan untuk aksginakan politik
pertanahan kolonial yang dituangkan dalam suatunaat hukum yang dinamakan
Agrarische Wet 1870

Agrarische Wet 187@dalah suatu undang-undang yang dibuat di negeri
Belanda pada tahun 1870 yang bertujuan untuk nmeshaksn tertib administrasi
dalam bidang pertanahafgrarische Wet 187diundangkan dalam S 1870 — 55
sebagai tambahan ayat-ayat baru pada pasdReiferings Reglement Hindia
Belanda 1854Semula pasal 6Regerings Reglement Hindia Belanda 18&ya
terdiri dari 3 ayat akan tetapi dengan dengan aaAgyarische Wet 187@nhaka
jumlah keseluruhannya menjadi 8 ayat. PasalR@gerings Reglement Hindia
Belanda 1854emudian menjadi pasal ¥dische Staatsregelin@S) pada tahun
1925. Lengkapnya isi pasal 5idische Staatsregelirgdalah sebagai berikut:

1. De Gouverneur Generaal mag geen gronden verkoopen.

2. In dit verbod zijn niet begrepen kleine stukkenngisy bestemd tot
uitbreiding van steden en dorpen en tot het opeichtan inrichtingen
van nijverheid.

3. De Gouverneur Generaal kan gronden uitgeven in hwalgens
regels bij ordonnantie te stellen. Onder die gramd&orden niet
begrepen de zoodanige door de inlanders ontgonoieals gemeene
weide, of uit eenigen anderen hoofde tot de dorpéndessa’s

behoorende.

TambaharAgrarische Wet 1870:

4. Volgens regels bij ordonnantie te stellen, wordemngen afgestaan in
erfpacht voor niet langer dan vijfenzeventig jaren.

5. De Gouverneur Generaal zorgt, dat geenerlei afstasath grond
inbreuk maken op de rechten der inlandsche bewglkin

6. Over gronden door inlanders voor eigen gebruik ontgen, of als
gemeene weide of uit eenigen anderen hoofde totdalpen

behoorende, wordt door den Gouverneur Generaalbéetchikt dan
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ten algemeenen nutte, op de voet van artikel 138rebehoeve van de
op hoog gezag ingevoerde cultures volgens de dabetpekkelijke
verordeningen, tegen behoorlijke schadeloosstelling

7. Grond door inlanders in erfelijk individueel gebkubezeten wordt, op
aanvraag van den rechmatigen bezitter, in dezeneigendom
afgestaan onder de noodige beperkingen, bij ordatiaae stellen en
in den eigendomsbrief uit te drukken ten aanziem de verplichting
jegens den lande en de gemeente en van de bevakgotheerkoop
aan niet-inlanders.

8. Verhuur of ingebruikgeving van grond door inlandesan niet-

Inlanders geschiedt volgens regels bij ordonnatgisteller®

Jika diterjemahkan:

1. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah.

2. Dalam larangan di atas tidak termasuk tanah-taraady yidak luas,
yang diperuntukan bagi perluasan kota dan desa pernbangunan
kegiatan-kegiatan usaha kerajinan.

3. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menutgintian-
ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi. Tidakasuk yang
boleh disewakan adalah tanah-tanah kepunyaan oramg- pribumi
asal pembukaan hutan, demikian juga tanah-tana setpagai tempat

penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakanyaan desa.

TambaharAgrarische Wet 1870:

4. Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordondisrikan tanah
dengan hak erfpacht selama waktu tidak lebih dguht puluh lima
tahun.

5. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadb@eam tanah
yang melanggar hak-hak rakyat pribumi.

6. Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-takepunyaan

rakyat asal pembukaan hutan yang digunakan untoérken sendiri,

18 Budi Harsono,Loc Cit, hal.33.
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demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat pemgglaan umum
atau dasar lain merupakan kepunyaan desa, keeuak kepentingan
umum berdasarkan Pasal 133 atau untuk keperluamnperan
tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas periR@&mguasa
menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan, ssgraudengan
pemberian ganti kerugian yang layak.

7. Tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengak pakai
pribadi yang turun temurun (yang dimaksudkan addlak milik adat)
atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikepadanya
dengan hak eigendom, dengan pembatasan-pembatasag Yy
diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonadan
dicantumkan dalam surat eigendomnya vyaitu yang sTEig
kewajibannya terhadap Negara dan desa yang berdgangkiemikian
juga mengenai kewenangannya untuk menjualnya kepaola
pribumi.

8. Persewaan atau serahpakai tanah oleh orang-oramgnprkepada
non-pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatlengan

ordonanst’

Agrarische Wet 1870ni lahir karena banyaknya desakan dari para
pengusaha besar swasta. Hal ini diakibatkan bellemya landasan hukum bagi
para pengusaha swasta untuk dapat memiliki tanagméaseluruh tanah dikuasai
oleh Negara dalam hal ini aadlah Pemerintah Hifgktanda.Agrarische Wet
1870 ini muncul di tengah-tengah maraknya kegiatan rramsaksa ¢ultuur
stelse) yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belandabidang perkebunan
besar untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-gasarn

Sebelum adany&grarische Wet 1870seluruh pengusaha swasta tidak
memiliki kesempatan untuk dapat melakukan usahzdding perkebunan besar.
Pengusaha swasta tidak memiliki kemungkinan unt@knperoleh tanah yang

diperlukannya dengah hak yang kuat dan dengan ganglktu penguasaan yang

7 Ibid, hal. 34
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cukup lama?® Satu-satunya cara bagi para pengusaha swastduensetuk
menguasai tanah adalah dengan menyewa tanah daetip&ah.

Sebelum tahun 1839 memang ada tanah-tanah yanm lbkwasai dan
diusahakan oleh rakyat (tanah-tanah negara yargptigd) yang disewakan oleh
pemerintah untuk usaha-usaha perkebunan swaspa sefak tahun 1839 sejalan
dengan dilaksanakannyaultuur stelsel para pengusaha swasta tidak dapat lagi
mendapat hak sewa baru. Baru dengan adRR/d854/Pasal 62 ayat 8liatas,
secara tegas dibukia kembali kesempatan untuk mentenah dari pemerintah,
yang peraturannya, dimuat dalam Algemeene Maatregel Bestuur (AMVB)
yang diundangkan dalar®. 1856-6%° Persewaan tersebut diadakan dengan
jangka waktu antara 20 — 40 tahun.

Seiring berjalannya waktu, ternyata pengusaha swatip merasa bahwa
hak sewa yang diberikan selama 20 — 40 tahun, masthdari cukup. Hal ini
dirasakan bagi pengusaha yang melakukan penanaamahan keras yang
berumur panjang. Apalagi pengusahaan dengan targh dewa tidak
memungkinkan bagi pengusaha untuk memperoleh kkedéna tanah dengan
hak sewa bukan obyek dari hipotik. Hal ini ditegaskpada pasal 1164 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemberian hak yang lebih kuat, misalnya dengan drvfgacht tidak
mungkin karena pemberian wewenang kepada Guberemdedal untuk
menyewakan tanah dalam pasal 62 RR tersebut di@afissebagai pembatasan
kewenangannya hanya pada penyewaan, bukan pembbakapang lebih kuat.
Penjualan tanah yang luas juga tidak mungkin lkgiena tegas-tegas dilarang
oleh pasal 62 ayat 1 RR.

Menyewa tanah kepunyaan rakyat juga tidak dimurgkin karena
menurut Bijblad nomor 148 penjualan maupun persewaaah rakyat kepada
non pribumu dilarang. Satu-satunya cara untuk msanperoleh hasil tanaman
yang diinginkan dengan menggunakan tanah rakydaladkengan mengadakan
perjanjian, bahwa petani yang empunya tanah akaramaen tanaman-tanaman

yang ditentukan, yang hasilnya akan dijual kepadagpsaha (dikenal dengan

18 Ibid, hal. 35
9 |bid, hal 35
2 pid, hal. 36
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sebutan "leveringscontract”). Karena segala sesuatunya tergantung pada
kesediaan petani yang bersangkutan untuk mengadadajanjian yang
dimaksudkan dan kesungguhannya dalam memenuhisggadyperjanjikan, bagi
pengusaha tidak terdapat cukup jaminan akan metepehasil tanaman yang
diinginkan?*

Lalu sampailah di saat dimana ketika para penguda#sar Belanda
mengalami keberhasilan dalam usaha mereka yang vangara pengusaha
tersebut kelebihan banyak modal dan memerlukamgifaru untuk berinvestasi.
Para pengusaha besar tersebut menuntut kepadaimteimen hindia belanda agar
diberikan kesempatan untuk berusaha di bidang perken besar yang
berasaskan liberalisme yang mengharuskan penggasiseem monopoli yang
dilakukan oleh negara dan kerja paksa dalam metaksacultuur stelsedengan
sistem persaingan bebas dan sistem kerja bebas.

Pada tahun 1870, akhirnya perjuangan para penguBealanda tersebut
berhasil dan melahirkan suatu undang-undang, rgacewya diajukan oleh
menteri daerah jajahan de Waal yang dikenal dengamaAgrarische Wet 1870.
Sebelum itu pernah diajukan rancangan oleh MedggehanFransen van der
Putte, tetapi kemudian ditarik kembali. Rancangannyaeient dikenal dengan
sebutanOntwerp Cultuurwet Fransen van der Puttegnjadi terkenal karena
setelah ditarik kembali, diperintahkan oleh PentahrBelanda kepada Gubernur
Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1866 untuk nhggd@n suatu Maklumat
Pernyataan, yang dikenal kemudian sebd&aklamasi Gubernur Jenderal
Sloet van de Beelg¢ersebut dimuat dalam S. 1866-80. Adapun tujuaradaah
untuk mencegah jangan sampai penarikan kembali RaiJde Putte tersebut
disalahartikan, seakan-akan Pemerintah Beland& tidtan melindungi rakyat
pribumi. Maka dinyatakanlah dalam Proklamasi temsebahwa oleh Raja
Belanda diberikan jaminan kepada rakyat pribumiJdwa, bahwa hak-hak
mereka atas tanah tetap akan dihormati dan akagadgengan sungguh-sungguh
agar tidak dilanggar oleh pihak managtn.

Prinsip-prinsip yang tercantum dalafygrarische Wet 187@ntuk Jawa
dan Madura dituangkan dalaAgrarische Besluit tahun 1870. No. 1d8nana

21 |bid, hal 37
2 | pid
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pasal 1 menyatakan: "Dengan kekecualian atas temathn yang termasuk dalam
klausul 5 dan 6 pasal 51 démdisch Staatsinrichting Van Netherland Indiemua
tanah yang hak miliknya tidak dapat dibuktikan, raldianggap milik negara.
Ketentuan ini melahirkan penafsiran yang berbedapamanya, Ptof. Nalst
Trenite, mempertahankan pendapat bahwa tanah yaegurot hukum
dikecualikan dari milik negara adalah hanya tanahgymenurut kenyataan dan
biasanya digunakan oleh penduduk. Pandangan iolakitoleh sarjana lain,
seperti Van Vollenhoven, Logemann, dan Ter HaamiMat mereka, tujuan yang
sebenarnya dari pembuat undang-undang adalah tigakgecualikan tanah
apapun juga. Semua tanah hutan , jika perlu sakg@giuncak gunung, jika
penduduk mempunyai hak baik nyata maupun hak yacgra diam-diam diakui,
tanah itu bukan tanah negara. Menurut hukum a@asia dhempunyai hak untuk
menguasai tanah diluar perbatasan desa. Pendudakngempunyai hak untuk
menggarap atau mencari nafkah dari hutan dengadaji kepala desa. Menurut
penafsiran Trenite, tanah tersebut milik negarapuramenurut pandangan Van
Vollenhoven, Logeman dan Ter Haar tanah terseloak tidibawah kekuasaan
negara. Apabila mengikuti pendapat Trenite, tidakup untuk menghentikan
sewa atas tanah bebas apabila penduduk suatu dmsadesa yang lain
menyatakan bahwa tanah bersangkutan berada di b&elamsaan mereka.
Pernyataan ini tidak dapat ditolak. Namun mengilkgnyataan bahwa tanah
seperti itu selain perlu dibuktikan menjadi suaagibn yang tidak terpisahkan
dari bagian teritorial desa, harus juga terdapétitianah tersebut dimanfaatkan.
Desa dapat menggunakan tanah sedemikian rupa,sbh&gai padang rumput
penggembalaan milik bersama atau untuk maksud-rdd&s/

Teori yang disampaikan diatas dikenal dengan seblémri Domein.
Teori Domein ini menciptakan hak-hak barat tertes@perti haleigendonmyang
berasaskan asas kepemilikan individu atau pribadigydiberikan negara; Hak
Opstal yaitu hak untuk membangun atau mengusahakan tail&hamang lain;
dan HakErfpachtyaitu hak sewa turun temurun; dan hak-hak lain®gain hak-
hak yang diundangkan tersebut, hak-hak adat tetquidseperti hak milik adat,
hak untuk memungut hasil hutan, hak pakai, hakigtatahak sewa.

% Erman Rajagukguk, Hukum Agraria, Pola Penguasamaf dan Kebutuhan Hidup, (Jakarta:
Chandra Pratama, 1995), Hal. 28
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2.1.2.Agrarisch Besluit1870 Sebagai Peraturan Pelaksanaan dari
Agrarische Wetl870

Untuk mengatur pelaksanadgrarische Wet 1870Pemerintah Hindia
Belanda membuat sebuah peraturan pelaksanaan ykegald dengan nama
Agrarisch Besluit Agrarisch Besluitatau yang dikenal juga dengan sebutan
Koninklijk Besluit diundangankan dalarBtaatsblad1870-118. Dalam pasal 1
Agrarisch Besluitersebut dimuat suatu pernyataan asas yang saewjatgbagi
perkembangan dan pelaksanaan Hukum Tanah Admirfisttendia Belanda.
Asas tersebut dinilai sebagai kurang menghargaikda”’memperkosa” hak-hak
rakyat atas tanah yang bersumber pada tanalf‘adat.

Pasal 1Agrarisch Besluiadalah sebagai berikut:

"Behoudens opvolging van de tweede en derde bepdéngoormelde

wet, blijfthet beginsel gehandhaafd, dat alle gromeharop niet door

anderen regt van eigendom wordt bewezen, domeide&taat is”

Jika diterjemahkan menjadi:

"Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan daRasal 2 dan 3

Agrarisch Wettetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah yaalg pi

lain tidak dapat membuktikan sebagai eigendomnyglah domein

(milik) Negara”

Agrarisch Besluithanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Maka apa yang
dinyatakan dalam Pasal 1 tersebut, yang dikenabatersebutanDomein
Verklaring (pernyataan domein) semula juga berlaku untuk Jdava Madura
saja. Tetapi kemudian Pernyataan Domein tersebhgrlidkukan juga untuk
daerah pemerintahan langsung di luar Jawa dan Madangan surat ordonansi
yang diundangkan dalar®taatsblaad1875-119a. Sedangkan untuk daerah-
daerah tertentu dibuat juga pernyataan-pernyataargy ymenyerupai dengan
pernyataan domein, yaitu yang dicantumkan dalanalPladerbagai peraturan
tentang pemberian hakfpachtyang telah disebut di muka, yang diundangkan
dalamsS. 1875-94f, S. 1877-55 dan S. 1888-55.

21bid, hal. 41
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Sehubungan dengan itu, dalam perundang-undangaaricagdikenal
dengan Pernyataan Domein yang Um(ikigemene Domein Verklaring”fan
Pernyataan Domein yang KhusysSpeciale Domein Verklaring”). Yang
pertama adalah yang dimuat dalam pasagjdarisch Besluitsedang yang kedua
yang tercantum dalam ketiga peraturan HBKpacht tersebut. Terdapat
perbedaan rumusan antara yang pertama dan keduausBo Pernyataan
Domein Khusus adalah sebagai berikut:

"Alle Woeste gronden in de Gouvernementslanden @phdoren,
voorzoover daarop door leden der inheemsche bewplkgeene aan het
ontginningsrecht ontleende rechten worden uitgewkfeot het Staatsdomein.
Over dit tot her Staatsdomein behoorende grondestudt behoudens het
ontginningsrecht der bevolking , de Dbeschikking sluitend bij het
Gouvernement.”

Jika diterjemahkan:

"Semua tanah kosong dalam daerah pemerintahanulaggdi adalah
domein Negara, kecuali yang diusahakan oleh pamdyaik asli dengan hak-
hak yang bersumber pada hak membuka hutan. Men¢gmaih-tanah Negara
tersebut kewenangan untuk memutuskan pemberiarepadk pihak lain hanya
ada pada Pemerintah, tanpa mengurangi hak yand siygianyai oleh penduduk
untuk membukanya®®

Adapun yang dimaksud dari pernyataan diatas adakwva untuk
menegaskan dan menunjukkan bahwa satu-satunya geengang berwenang
memberikan tanah-tanah yang dimaksudkan itu kepatlak lain adalah
pemerintah yaitu dalam hal ini Pemerintah HinditaBda.

Dalam Praktek pelaksanaan perundang-undangan aeamanDomein
Verklaringini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah yang mewa&gdara
sebagai pemilik tanah, untuk memberikan tanah dehgii-hak barat
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdsgperti hak
erfpacht hak opstal dan lain-lainnya. Dalam rangkdomein

Verklaring pemberian tanah dengan hak eigendom dilakukagagen

% bid, hal. 42
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cara pemberian tanah dengan teaggendomdilakukan dengan cara
pemindahan hak milik Negara kepada penerima tanah.

b. Di bidang pembuktian pemilikan

Apa yang dinyatakan dalam Pasalgrarisch Besluitbukanlah hal
baru, karena sudah ada ketentuannya dalam Pasalabil920 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap bidang tanalusala yang
memiliki. Kalau tidak dimiliki oleh perorangan atdaadan hukum,
maka negaralah yang menjadi pemiliknya.

Pada waktu itu ada anggapan bahwa hamyanaaratau pemilik tanahlah
yang berwenang memberikan hakpacht hak opstal dan lain-lainnya. Maka
dalam rangka melaksanakan perintAgrarisch Wetuntuk memberikan hak
erfpachtkepada para pengusaha, dipandang perlu untuk naduayebahwa tanah-
tanah yang bersangkutan adatagendomatau milik negaraDengan demikian,
dalam pemberian hak-hak tersebut, negara bukan bemdak selaku
penguasa, melainkan sebagai pemilik perdata. Jugaathm hal yang diminta
hak eigendom negara tidak memberikan hak eigendomkepada pemohon,
tetapi hak eigendomnegara dipindahkan kepada pihak yang memintanya
dengan pembayaran harganya kepada negard

Perumusan Domein Verklaring yang diatur sedemikiapa sangat
menguntungkan bagi negara yang diwakili oleh pemagii Jika orang atau badan
hukum yang berperkara dengan Negara mengenai soalifan tanah, dialah
yang berkewajiban membuktikan bahwa tanah senglkeatalah miliknya
walaupun dalam hal ini yang mengajukan gugataredatgara tetapi pihak yang
berperkara tetap harus membuktikan bahwa tanabbigradalah miliknya. Hal
ini jelas sekali menguntungkan negara dalam begparkPadahal, asas umum
pembuktian adalah sebaliknya yaitu siapa yang nigkata sesuatu maka dialah
yang harus membuktikan dengan mengajukan bukti-bhddiwa dialah yang
berhak menguasai dan menggunakan tanah yang bleusamgersebut.

% pid, hal. 43
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2.1.3. Pengertian Hak Eigendom

Indonesia pernah mengalami penjajahan selama h&Bpi tahun oleh
Negara Belanda. Hal ini menyebabkan banyak pengdradi negara dan
masyarakat Indonesia. Salah satu pengaruh yanggpaksar adalah sistem
hukum di tanah air yang masih banyak menggunakatensi hukum yang
ditinggalkan oleh para penjajah kita. Salah satu gieninggalan penjajah adalah
sistem hukum pertanahan yang ada di Indonesia.

Hukum perdata barat demikian juga hukum tanahresditiflx tolak dari
pengutamaan kepentingan pribadi (individualistsedalistis), sehingga pangkal
dan pusat pengaturan terletak pad@endom-recht(hak eigendom) vyaitu
pemilikan perorangan yang penuh dan mutlak, disaghpiomein varklaring
(pernyataan domain) atas pemilikan tanah oleh aégar

Hukum tanah barat yang diterapkan di Indonesiauipgber pada Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Berhubung dengan tiigeniasas konkordasi
dalam penyusunan perundang-undangan Hindia Beland&a Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia juga konkordan pBulgerlijk Wetboek
Belanda. Sedang Burgerlijk Wetboek Belanda disusemdasarkan Code Civil
Perancis, yang merupakan pengkhitaban hukum sesBR#afolusi Perancis.
Revolusi Perancis adalah revolusinya kaliorjuis”, yang berfasalfah dan
berkonsepsi individualistik-liberal. Oleh karena, itidaklah mengherankan dan
dapat dimengerti jika Kitab Undang-Undang Hukumda& kita yang merupakan
hasil jiplakan dari Belanda isinya juga bernapaskamsepsi Individualistik.
Karena bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukunda®er maka Hukum
Tanah Barat pun landasan konsepsinya juga indiligdika Konsepsi
individualistik tersebut berpangkal dan berpusakaplaak individu atas tanah yang
bersifat pribadi semata-mata. Hal ini jelas tergerpada rumusan hak individu
yang tertinggi, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukeerdata disebut dengan
hak Eigendoni®

Pada pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdgtatddta lihat

rumusan dari hak eigendom adalah sebagai berikut:

2" Hasan WargakusumaHukum Agraria |, §akarta Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 20
% Boedi HarsonoQp Cit, him.60
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"Eigendom is het recht om van een zaak Wt genot te hebben en
daarover op devolstrekste wijzete beschikken, mits men er geen gebruik van
make, strijdende tegen de wetten of de openbamdemingen, daargesteld door
de zoodanige macht, die daartoe de bevoegheid, leeefhits men aan de rechten
van anderen geen hinder toebrengt; alles behoudédas onteigening ten
algemeene nutte tegen behoorlijke schadeloosgelimgevolge de wettelijke
bepalingen.”

Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia maka adaladgsi berikut:

"Hak eigendom adalah hak untuk dendeluasa menikmati kegunaan
sesuatu benda, dan untuk berbbabas terhadap benda yang bersangkutan
dengan kekuasaan yang sepenuhnyasal tidak bertentangan dengan undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnyay \ditetapkan oleh
Penguasa yang berwenang dan tidak mengganggu kabithek lain; semuanya
itu terkecuali pencabutan hak untuk kepentinganramiengan pemberian ganti
kerugian yang layak menurut ketentuan peraturamunoEng-undangan yang
berlaku”

Kewenangan Individu yang demikian luas dan kuatmpgambatasannya
sempit dan "legalistik”, yaitu terbatas pada hakafi lain dan ketentuan undang-
undang. Keleluasaan dan kebebasan tersebut dallksg@aannya mendapat
dukungan semangat “liberalisme” , yang menjadi @bad ke-19 lalu. Ini
membuat hak Eigendom bersifat "pribadi semata-md@alam arti bahwa dalam
pelaksanaannya kepentingan pribadilah yang mergatli-satunya tujuan dan
pedomannya. Kepentingan pribadilah yang menentuigaakah tanah yang
dimiliki akan digunakan atau tidak. Dan jika digkaa, dalam menentukan
peruntukan dan cara penggunaannya, kepentingaketmtasan pribadilah yang
menjadi tolak ukur dan penenturia.

Menurut tafsiran Pemerintah Hindia Belanda yangatisud dengan
"eigendom” dalamDomein Verklaringadalah selain hakigendomyang diatur
dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum perdatg apa yang dikenal
sebagai halagrarisch eigendonyang disebut dalam pasal 51 aydSdan diatur
lebih lanjut di dalam pasal Agrarisch BesluitsertaS. 1872 no. 117 daB. 1873

2 pid., hal 61
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no. 38. Sebenarnya dalam peraturan-peraturan tersak ini disebut dengan hak
eigendomsaja akan tetapi dalam praktek disebut den§grarisch Eigendom
untuk membedakan dengan haigendombiasa yang disebut dan diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hagkarisch eigendomatau yang sering
disebut dengan hak eigendom agraria ini berasalhddér milik adat yang atas
permohonan pemiliknya, melalui suatu prosedur méutediakui keberadaannya
oleh Pengadilan. Pengaturannya dal&oninklijk Besluit S 1872-117 dan
Ordonansi S 1873-38. Acara ini dalam peraturan diatas disethengan
"uitwijzing van erfelijk individueel gebruiksrecht’Acara "uitwijzing” tersebut
merupakan satu-satunya kemungkinan untuk di luaglsda, artinya tanpa
berperkara dengan pihak lain, meminta kepada péagaabar ia ditetapkan atau
dinyatakan sebagai pemilik suati bidang tanah led@n Untuk tanah-tanah hak
barat acardeigendom-uitwijzing” diatur secara umum dalam pasal 624, 622, dan
623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenaahtdanah hak barat
tersebut, seseorang setiap waktu, juga diluar stagitapat meminta kepada
pengadilan untuk ditetapkan sebag@enaarsuatu bidang tanah tertentu. Tetapi
tidak demikian halnya dengan hak-hak admtilik uitwizing” hanya mungkin
diberikan dalam acara permohonan hak agrariscimaeige>°

Hak agrarisch eigendondimasukkan dalam golongan hak-hak Indonesia.
Pasal 18 dars. 1872 no. 117 menyatakan, bahwa pemiliknya tetaguk pada
kewajiban-kewajiban desa dan tetap terkena pulagyian pajak bumi. Tetapi
Pemerintah Hindia Belanda menganggapnya sebaga éégendombiasa, yang
selama berada di tangan orang Indonesia pribumdutunpada ketentuan-
ketentuan hukum adat. Tetapi sewaktu-waktu jatultadgan bukan pribumi,
tanah yang bersangkutan menjadi tanah hak eigermasa, yang sepenuhnya
tunduk pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Unétarkgm Perdata.

Agrarisch eigendomini didasari oleh adanya kepentingan pemerintah
Hindia Belanda dalam memajukan pertanian yang sedeyalakkan di Indonesia
pada waktu itu. Dengan adanya hak eigendom agmairiamaka terwujudlah
kepastian hukum bagi rakyat pribumi (bumiputra) omelsia sehingga

memperkuat kedudukan ekonominya dan memajukan keonak di kalangan

% bid, hal. 136
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mereka. Akan tetapi sebenarnya kepastian hukum yakan memperkuat
kedudukan hukum bumiputra tersebut  sebenarnya nbu#talam artian
sebenarnya.

Adapun yang sebenarnya dititikberatkan oleh pertadridindia Belanda
adalah kepastian hukum dari pihak ketiga bukan$tegpahukum si pemilik tanah
yang dalam hal ini adalah seorang bumiputra. Hiabikarenakan perusahaan-
perusahaan swasta dalam bidang pertanian dimurggkimiasuk dan melakukan
kegiatan usaha di wilayah Indonesia dengan mengadadrjanjian dengan pihak
bumiputera sehingga dibutuhkan suatu kepastian rhukhagi pengusaha-
pengusaha asing tersebut. Selain itu dengan adaeryderian hak eigendom
agraria ini maka pihak bumiputra sebagai pemiliiataharus mendaftarkan tanah
dengan hak eigendom tersebut di kantor tersebujasemenyebutkan luas dan
batas-batasnya sehingga dapat memperoleh sertialaster yang memudahkan
bagi para pengusaha untuk dapat mengetahui tetd@ady yang akan mereka
jadikan tempat usaha mereka. Pada hakikatnya lggndom agraria ini tidak
banyak berbeda dengan hak milik biasa kecuali adaagat uku(meetbrief),dan
dapat dibebani dengahnypotheek.Walaupun yang dimaksubypotheekdisini
bukanlahhypoteekyang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pexdfat

Dalam praktik permintaan akan eigendom agraria tidak banyak
dilakukan oleh rakyat, karena manfaat yang diberikéeh lembaga itu tidak
cukup dirasai atau sama sekali tidak meresap daddnsanubari orang Indonesia.
Mereka tidak suka pada timbulnya formalitas yanghgharuskan untuk bagi
pemilik pergi ke kantor kadaster. Disamping kebatulakan kepasatian hukum
atau demi untuk menjalankan kerja sama dengan pp@hkgusaha asing,
masyarakat pribumi pada zaman tersebut umumnyasmetgkup dengan hanya
mendaftarkan tanah mereka ke kepala desa seterhzsyarakat pribumi
teresebut beranggapan pendaftaran tanah tersetyd dami kepentingan kaum
kapitalis saja.

Pada kenyataan yang terjadi banyak orang pribumg yaeminta hak
agrarisch eigendonianya atas desakan suatu perusahaan, yang ingyewe

tanahnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Athagai "akal-akalan,

3L A. Teluki, Perbandingan Hak Milik Atas Tanah dan Recht vareBipm (Bandung: Eresco,
1966), hal. 12
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seseorang bukan pribumi yang ingin memiliki tanehdengan hak eigendom,
sebagai akibat pendirian Pemerintah Hindia Belaraaey telah diuraikan di atas.
Yaitu bahwa jika halagrarisch eigendorsecara sah jatuh di tangan orang bukan
pribumi, dengan sendirinya menjadi heilgendom Pada asasnya, hakrarisch
eigendomtidak boleh dipindahtangankan kepada orang bukéumpi, kecuali
dengan izin. Dalam larangan itu tidak termasuk Igera karena pewarisan tanpa
wasiat, percampuran harta karena perkawinan dambalean status. Pendirian
Pemerintah Hindia Belanda tersebut banyak dipefgamadengan “sebaik-
baiknya” oleh orang-orang bukan pribumi yang ingrempunyai tanah-tanah
luas dengan hakigendom Sebagai contoh adalah sebagai berikut: mula-mula,
seorang yang bukan pribumi ini menyuruh seorangitevandonesia membeli
tanah hak milik. Kemudian wanita itu disuruhnyaukntmeminta halagrarisch
eigendomdan akhirnya diperistrilah wanita itu. Dengan pe&rken itu, wanita
tersebut menjadi bukan pribumi dan tanah yang hgksdan karena hukum
menjadi tanah hakeigendom biasa. Karena percampuran harta, tanah hak
eigendomntersebut juga menjadi kepunyaan suamifiya.

2.1.4. Pengertian Tanah Partikelir dan Perkembangamya

Secara gamblang, tanah partikelir dapat diartikdragai tanah yang yang
dialasi dengan hak eigendom yang memiliki sifat darak istimewa. Pada awal
mulanya (sebelum diadakan pengambilan tanah-tandepada Negara) luasnya
sampai sejumlah 1.150.000 ha, terutama terletakJalva Baraf® Yang
membedakan dari tanah-tanah le@aggendomlainnya ialah adanya hak-hak pada
pemiliknya, yang bersifat kenegaraan, yang dahidebditiandheerlijke rechten
yang kemudian diindonesiakan menjadi "hak-hak @eram”. Hak-hak pertuanan
tersebut adalah hak untuk mengangkat pemiliham seemberhentikan kepada-
kepala kampung/desa, hak untuk menuntut kerja pélsh) atau memungut
uang pengganti kerja paksa dari penduduk, hak untakgadakan pungutan-
pungutan, baik berupa uang atau hasil tanah dadyzhik, hak untuk mendirikan

pasar-pasar, memungut biaya pemakaian jalan dayeperangan, hak untuk

*2bid, Hal. 138
¥ penjelasan UU No.1 tahun 1958 tentang Penghafissah Partikelir
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mengharuskan penduduk tiga hari sekali memotongutirnagi keperluan tuan
tanah (si pemilik tanah partikelir), sehari dalaemgiggu menjaga rumah atau
gudang-gudangnya, dan lain-lainnya. Dengan hakgestuanan itu, tanah-tanah
partikelir seakan merupakan negara-negara di dalam negaRara tuan tanah,
yang mempunyai kekuasaan demikian besarnya, bayarak menyalahgunakan,
sehingga timbul penderitaan sangat hebat pada tralrey berdiam di tanah
partikelir. Di tanah partikelir, umumnya terdapatadmacam tanah, yaitu tanah
kongsi dan tanah usaha. Takamgsiadalah bagian tanah partikelir yang dikuasai
langsung tuan tanah. Sedang tanah usaha adalaldipamyai rakyat>*

Pada kenyataannya keberadaan tanah partikelir otkeep dan
menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah HindiaaBdh itu sendiri. Hal ini
mengkibatkan pemerintah Hindia Belanda menganggegu puntuk membeli
kembali tanah-tanah tersebut. Hal ini diakibatkaimoulnya hak-hak pertuanan
yang dianggap sudah melewati batas dan banyaknyglagunaan kekuasaan
oleh para tuan tanah. Berhubung dengan itu, mula-nsecara insidental,
kemudian sejak tahun 1910 secra teratur, tanalnt@nsebut dibeli kembali oleh
Pemerintah. Tanah-tanah partikelir tersebut, yamgpsmula luasnya lebih dari
satu juta hektar, berasal dari penjualan oleh V@g gemerintah Hindia Belanda
sendiri. Juga oleh Tussenbestuur Inggris. Tersdbdawa dan Ujungpandang,
tetapi sebagian terbesar letaknya di Jawa BarglaBedengan usaha pembelian
kembali tanah-tanah partikelir itu, dimuat suatatgan agar Gubernur Jenderal
tidak menciptakan tanah-tanah partikelir baru demgajual tanah-tanah negara
yang luas kepada perorangan atau badan-badan htdainmi diatur dalam Pasal
62 ayat 1 Regeringsreglement 1854 atau Pasal 51 h{&a.

Selain itu untuk memperkecil kemungkinan timbulnyanyalahgunaan
kekuasaan oleh para tuan tanah dikeluarkanlah yrarattentang tanah-tanah
partikelir di sebelah barat sungai Cimanuk padanah836. Peraturan ini, pada
tahun 1912 diganti dengan peraturan baru berberdtdonnantie, yaitu
"Reglement omtrent de particuliere landerijen bewes de Cimanuk op Java”.
Peraturan ini dimuat dalag 1912-422. Dalam peraturan itu diadakan ketentuan-

ketentuan tentang hak, kekuasaan, dan kewajiban-tha@ tanah dalam

34 bid, Hal. 96
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hubungannya dengan Negara dan penduduk. Demiki@nme&ngenai tanah-tanah
partikelir di Sulawesi ada ketentuannya dalBijblad 3909 Mengenai tanah-
tanah partikelir lainnya, yaitu yang terletak dbskah timur Cimanuk, tidak ada
peraturan yang berlaku umum karena keadaannyadzedsngan yang di sebelah
barat. Keadaannya pun berbeda satu dengan yang Damikianlah segala
sesuatu dalam tanah-tanah partikelir tersebut dma&nurut hukum adat setempat.
Hanya mengenai hubungan para tuan tanah dan pendleshgan pemerintah,
dalam S. 1880-150 diadakan peraturan sekadarnya dalam kestiatu
ordonanst®

Pemerintah Hindia Belanda menerapkan asas pembgadiaubali tanah-
tanah partikelir tersebut dengan cara yang damambil dan diusahakan untuk
meredam konflik sekecil mungkin. Tapi bukan berpeimerintah Hindia Belanda
menjadi tidak tegas dalam hal pembelian tanahkedirtitersebut. Hal ini terbukti
dengan adanya suatu acara khusus yang diaturadndafet tanggal 27 November
1910 & 1911-38)K.B. tahun 1912-548 1912-480) darkKB tahun 1912 55§
1912-481), yang merupakan suatu acara khusus untrkaksa para pemilik
tanah agar menjual kembali tanah partikelir tersddepada pemerintah Hindia
Belanda. Kesemua acara khusus itu dimuat d&agelbrecht

Pada sekitar tahun 1912 — 1931, mulailah pembealiamengalami sedikit
demi sedikit keberhasilan yaitu dengan pembeliantdadi sekitar 456.709 hektar.
Akan tetapi berhubung dengan keuangan negara yamgkin menipis pada
tahun 1931 — 1936, pemerintah Hindia Belanda tidgk melakukan pembelian
kembali. Lalu pada tahun 1935, pemerintah Hindi¢aB#a mendirikan usaha
darurat yaitu suatu perseroan terbatas dengan mwWndavasche Particuliere
Landerijen Maatschappijyaitu suatu perseroan terbatas yang memilik fungs
untuk mengusahakan pembelian kembali dan mengsas@ mengurus tanah-
tanah partikelir yang telah dibeli kembali selamamprintah belum dapat
menyelenggarakan sendiri. Perusahaan ini semuamsgha ada di tangan
pemerintah. Pada tahun 1936-1941, perusahaan lah teerhasil membeli 13
tanah partikelir seluas 80.713 hektar. Akan tetdpiam perjalanannydNV

Javasche Particuliere Landerijen Maatschappigngalami banyak kendala yaitu
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banyaknya tanah-tanah yang selama belum dibeli glemerintah, masih
berstatus tanah partikelir, bagi penduduk tidakkrasa adanya perubahan yang
berarti. Lalu pada perkembangannya pada tahun l@4@h-tanah yang telah
dibeli oleh NV Javasche Particuliere Landerijen Maatschapigjsebut dibeli
oleh pemerintah. Dan akhirnya pada tahun 13 Deserh®®l, NV Javasche
Particuliere Landerijen Maatschappifibubarkan.

Perkembangan tanah partikelir di zaman Jepang tidengalami
kemajuan apapun. Selama pendudukan Jepang, tidakaadh partikelir yang
dibeli kembali. Tanah-tanah partikelir yang adarasuoleh suatu Kantor yang
dinamakarsSiryooti Kanrikoosyaerdasarkatundang-Undang Balatentara Dai
Nippon No. 17 tanggal 1 Juni 2060 (1942) dihubungkadengan Osamu Seirei
no. 2 tahun 2603 (1943)Sebelum itu dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang
No. 17 tersebut bahwa’Sekalian tanah partikelir menjadi kepunyaan
Balatentara Dai Nippon sejak waktu undang-undanignmlai berlaku. Tetapi
tanah partikelir kepunyaan bangsa Indonesia unekentara waktu keadaannya
tetap sebagai biasa.Bagi penduduk pemilik tanah-tanah partikelir, umgla
undang tersebut tidak membawa perbaikan apa-apkabaebaliknya. Mengenai
undang-undang itu, dalam harian Asia Raya tanggair2 2602 (1942) dimuat
penjelasan yang ditujukan kepada penduduk dan ttiean-tanah. Ditegaskan
antara lain:"walaupun tanah-tanah itu diambil dari tuan tanalgnganlah
disangka bahwa tuan dalam segala hal bebas darakaw tuan tentanga tanah
itu. Terlebih dahulu hendaklah tan ketahui, bahvedupun tanah-tanah itu sudah
pindah ke bawah pengawasan Pemerintah BalatentaiaNippon hal itu sekali-
kali tidak berarti bahwa tanah-tanah itu diberikédtepada rakyat biasa yang
mendiami tanah itu...Lagipula janganlah dipikir bah tuan tidak lagi
mempunyai kewajiban sampai sekarang. Kalau adagtaerpikir seperti di atas
itu, maka pikiran itu salah sekali. Pada waktu tuan-tuan mesti juga melakukan
sekalian kewajiban tuan, seperti membayar sewahtatau melakukan pekerjaan
rodi atau kerja paksa. Cuma saja sekalian kewajilyang mesti dilakukan itu
bukan buat tuan tanah yang dahulu, tetapi untuk grertah Balatentara Dai
Nippon... Tuan-tuan hendaklah...bekerja keras uBalatentara Dai Nippon dan

menambah hasil yang tuan dapatjati dari pemaparan disini dapat disimpulkan
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secara jelas bahwa tanah partikelir itu tetap fagrsanah partikelir atau tidak
berubah sama sekali. Yang mengalami perubahan laéinyen tanahnya saja.

Pada masa sesudah kependudukan Jepang, pemerietaksanakan
kembali usaha untuk melakukan pembelian kembadetert. Berdasarkan suatu
keputusan pemerintah tanggal 8 April 1949 No. lasecdamai dapat
dikembalikan kepada Negara sejumlah 48 tanah péirtikeluas 469.506 hektar,
semuanya terletak di sebelah barat Cimanuk. Sebdilakukannya pembelian
kembali secara besar-besaran tersebut telah dikaluaVerordening CCO-
AMACAB Jawa dan Madura tanggal 8 November 1946 MXXIX yang
menentukan bahwa penggunaan hak-hak pemilik taadtkedir untuk sementara
hanya diperbolehkan dengan izin istimewa dari Resitkin tersebut hanya boleh
diberikan untuk mengusahakan kembali bagian-bag@mah kongsi yang
merupakan tanah perkebunan. Tanah partikelir isa brupa seluruhnya tanah
kongsi dan sebagian tanah usaha. Tanah usaha adajiaim tanah partikelir yang
dipunyai penduduk dengan apa yang disebut "hakalisalang sifatnya sama
dengan hak milik aadt. Dalam S. 1912 No. 442 hakastu disebut dengédhak
erfpacht” tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan lak erfpacht yang diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Juga termasuk tanah usaha
adalah bagian-bagian tanah partikelir yang menuadat setempat termasuk
tanah desa atau diatas mana penduduk mempunyaiybag sifatnya turun
temurun Yang terakhir ini mengenai tanah-tanah partikélirsebelah timur
Cimanuk. Bagian-bagian tanah partikelir yang bukanah usaha, jadi yang
dikuasai langsung oleh tuan tanah, disebut tanaigdtoTanah kongsitu ada
juga yang diusahakan oleh penduduk atau dipakaimyak tempat perumahan
dengan hak sewa.

Pemerintah Republik Indonesia pada saat pemulileawatan sekitar
tahun 1949 melakukan pembelian kembali tanah-tgvetikelir yang ada di
seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi sampai ptdain akhir tahun 1949
belum mendapat hasil yang maksimal. Untuk di dadeata saja masih memiliki

sisa tanah partikelir sebanyak:
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1. Tanah agraris (tanah perkebunan/pertanian) :l8ase 22.000 ha
2. Tanah bangungan dalam kota : 109 seluas RA@00
Total : 142 seluas  29.000 ha
Sedangkan untuk daerah Sulawesi masih tersisaas&Kittanah partikelir dengan
luas 2500 hektar!
Lalu sampai pada akhir tahun 1957, pemerintah Blépindonesia tetap

melaksanakan pembelian kembali tanah-tanah partilédtan tetapi tetap saja
usaha yang dilakukan belum mendapatkan hasil yaemguaskan. Hal ini dapat
diketahui dari jumlah pembelian yang baru menc&aatanah partikelir seluas
12.000 hektar. Hal itn disebabkan antara lain,isdidak cukup tersedia dana
untuk keperluan tersebut, juga karena para tuamhtayang bersangkutan
menuntut harga yang terlampau tinggi. Sebenarnyamd@ermasalahan yang
kedua yaitu bahwa tuan tanah menuntut harga yalsgnjeau tinggi, pemerintah
masih terbuka kemungkinan untuk mempergunakan keterketentuan dala®
1911 no. 38 jo.S 1912 no. 480 dan 481 sepanjang mengenai tanah-tan
partikelir di Jawa atau ketentuan-ketentuanteigeningsordonnantie 1920 (S.
1920 no. 574)nengenai yang di luat Jawa, sebagai yang misaknadt dalam
tahun 1953 mengenai beberapa tanah partikelirkdirtea(Undang-Undang No. 6
tahun 1953). Tetapi pencabutan hak menurut acarg khusus itu pun masih
sulit juga, lagipula memerlukan waktu yang tida#ike.

2.2. ANALISIS MENGENAI HAK EIGENDOM
2.2.1.Perkembangan Tanah-Tanah Hak Eigendom dan Tanah
Partikelir dari Terbentuk Hingga Saat Ini

Kalau kita berbicara mengenai tanah-tanah bekagadian kolonial
terutama mengenai tanah-tanah dengan Hak Eigendaka gang kita dapatkan
adalah proses penyelesaian yang berlarut-larutzdaman ke zaman. Salah satu
hal yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah yalaimmpang tindihnya
peraturan yang dilakukan dari tiap era pemerintdeaara pemerintahan lainnya.
Setiap pemerintahan yang terbentuk di Indonesiapditkan dari proses politik

yang panjang. Hal ini menyebabkan pemerintah méadam produk-produk
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politik yang akhirnya mempengaruhi pada setiap kekan tersebut dipegang
oleh siapa, maka akan mempengaruhi hukum apa yeary lzerlaku di zaman
tersebut.

Politik pertanahan dapat dipahami sebagai kebijayamg dikeluarkan
oleh pengambil kebijakan terkait pemanfaatan, peemga, dan pengelolaan tanah
di suatu negara. Sejauh mana implementasi polgitapahan bangsa kita ini,
dapat dilihat dari rezim per rezim yang ada di imeka. Kompleksitas konflik
pertanahan yang terjadi di negeri ini tidak terkejgiari politik pertanahan dan
politik hukum pertanahan yang ditelorkan para pemghbkebijakan (pemerintah
yang berkuasa). Tidak heran bila berbagai tipdtogiflik pertanahan muncul dari
merong-rong keharmonisan hidup berbangsa dan bmmme@ahkan, konflik
pertanahan telah mencapai titik kritis dan semaglalik. Politik pertanahan dan
politik hukum pertanahan (yang termanifestasi dalperaturan perundang-
undangan) bukan lagi menjadi instrumen pemecah latfagartanahan, akhirnya
malah memfasilitasi munculnya konflik pertanahan seluruh pelosok
nusantard®

Politik pertanahan di Indonesia dimulai pada erikial hingga sampai
saat ini yaitu di era reformasi. Perpindahan daai yang satu ke era lainnya
menyebabkan juga peraturan perundang-undangan manganah Hak
Eigendom berubah pula. Hal ini menimbulkan banya&ktgmyaan bagi para
pemilik tanah dengan Hak Eigendom karena terjaginkang siuran dan terjadi
tumpang tindihnya peraturan akibat dari adanya képgan politik bagi
pemerintah yang berkuasa. Sekali lagi perlu diteaanadalah produk hukum
merupakan produk politik sehingga jelas sekali ahwepentingan politiklah
yang akan mempengaruhi peraturan yang akan dilagat zaman tersebut.

Di Indonesia sendiri, perihal kepastian dari taiyang beralaskan Hak
Eigendom ini sering mendapat berbagai cobaan. Balygag paling parah di
zaman pemerintahan orde baru, pernah dibuat sePeadturan Pemerntah dan
Keputusan Presiden yang bisa membatalkan dan memnsgjen suatu Undang-
Undang yang telah lama ada. Hal ini jelas berteggandengan prinsip hukum

yaitu bahwa sesuatu hukum yang dikeluarkan tiddkhbbertentangan dengan
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hukum yang ada diatasnyBanyak keganjilan-keganjilan yang terjadi dalam
pembentukan suatu produk hukum di era tersebutirtiah yang menimbulkan
banyak terjadinya permasalahan mengenai tanah-taalaficingendom.

Untuk lebih jelasnya maka kita dapat melihat perakah sebagai berikut

dari satu orde ke orde lainnya:

1. Era Sebelum Kemerdekaan (Era Kolonialisme)

Sejumlah karakteristik yang melekat pada politikasig kolonial antara
lain, meliputi: dominasi, eksploitasi, diskriminadan dependendi. Pada zaman
ini banyak diadopsinya hukum barat yang dibawa d@gara asalnya untuk
diterapkan di Indonesia. Mengingat Belanda boléatdkan sebagai negara yang
menganut paham liberal maka hak-hak pribadilah yangamakan dalam
pembentukan hukum yang ada.

Karakteristik yang paling mendasar dari pengakudbagi itulah yang
mendasari pembentukan suatu hak terkuat yang dislEmgan Hak Eigendom.
Hak Eigendom ini pada awalnya hanya dimiliki oledgara dalam hal ini adalah
pemerintah Hindia Belanda yang pada waktu itu sgdaerkuasa. Lalu atas
desakan dari pengusaha Eropa agar mereka mendegpamnpatan untuk bisa
memperoleh hak yang kuat dalam kepemilikan tandiingga mereka dapat
memiliki kesempatan untuk melakukan usaha dalanangdperkebunan dan
pertanian dengan tanah yang cukup luas maka diklaehtAgrarische Wet 1870
sebagai peraturan yang memfasilitasi kepentingaehet.

Akan tetapi rupanya pemberian Hakgendomini semakin lama dirasa
bagi pemerintah kolonial semakin meresahkan. Haldisebabkan pemberian
tanah ini semakin tidak terkontrol dan kekuasaamgydiberikan terlalu besar.
Apalagi dengan adanya Tanah H&kgendom yang diberikan dengan Hak
Pertuanan Khusus yaitu yang sering disebut dengarall Partikelir. Dengan
adanya kekuasaan ini maka para pemilik tanah dirtiki memiliki kekuasaan
yang boleh dikatakan setara dengan raja. Sehinggg paling dikhawatirkan

adalah akan timbulnyaegara di dalam negara”.
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Tentunya timbulnya kekuasaan yang begitu besarkeé@emilikan Tanah
Eigendom ini semakin meresahkan bagi PemerintallidliBelanda dan dapat
menyebabkan ancaman bagi kelangsungan kekuasaakamitaka dari itu sejak
tahun 1910, Pemerintah Hindia Belanda mulai men&gknbali tanah-tanah
partikelir dengan berbagai macam jalan. Jalan ydiblgmpuh yaitu dengan
melakukan pembelian kembali dan membuat suatu &barsus yang dikeluarkan
dengan berbagai macam peraturan yang sesuai deagdteristik daerah-daerah

tersebut.

2. Era Setelah Kemerdekaan (Orde Lama)

Politik pertanahan di era orde lama diawali derg@enya tuntutan kepada
pemerintah setelah proklamasi kemerdekaan paden tdBd5 untuk segerea
membuat produk hukum agraria nasional yang baribdanatak responsff. Hal
ini terkait kebijakan di bidang agraria warisan geimtah kolonial yang tidak
mengakomodasi kepentingan masyarakat Indonesidataan merugikan rakyat
Indonesia. Menanggapi tuntutan tersebut, pada gerioni, pemerintah
mengeluarkan berbagai Undang-Undang secara patalam bidang agraria.
Undang-Undang yang menjadi produk dari era ordealam banyak mencabut
dan membatalkan bagian-bagian dari hukum agramenggalan kolonial yang
sangat menindas. Selain itu, pemerintah membuatangan Undang-Undang
Agraria Nasional untuk menggantikan Agrarische WA&W) 1870 melalui
beberapa panitia perancang.

Undang-undang yang pertama dikeluarkan sebagdkdangertama untuk
menghapuskan tanah-tanah dengan hak eigendom adiadimg-Undang No. 1
tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah PartikeliiUndang-undang ini
dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dengan ademymga tanah partikelir
dengan hak-hak pertuanannya di dalam wilayah Répuhtonesia, adalah
bertentangan dengan azas dasar keadilan sosial ggungung tinggi oleh
masyarakat dan Negara. Sebenarnya tanpa undangeumaiapun, pemerintah
Republik Indonesia telah melakukan pembelian kemiaalah-tanah partikelir,
akan tetapi belum mendapat hasil yang memuaskarggdi akhir tahun 1957
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saja, pemerintah baru dapat membeli kembali 25htguaatikelir seluas 12.000
hektar. Hal ini disebabkan antara lain, selainkidakup tersedia dana untuk
keperluan tersebut, juga karena para tuan tanaly pansangkutan menuntut
harga terlampau tinggt.

Berhubung dengan alasan diataslah, maka ketika paasa jabatan
Menteri Agraria Soenarjo pada permulaan tahun 188&luarkan Undang-
Undang No. 1 tahun 1958 ini. Dengan mulai berlaluagdang-undang tersebut,
sejak tanggal 24 Januari 1958, hak-hak pemilik ltapartikelir atas tanahnya
beserta hak-hak pertuanannya hapus dan tanah-bekas tanah partikelir itu
karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah reledzengan demikian,
sejak tanggal tersebut tidak ada tanah partikagjr. IUndang-undang tersebut juga
memuat ketentuan-ketentuan yang berupa jaminan @i bekas pemiliknya
dan orang-orang lainnya yang berkepentingan, tertapenduduk yang
mempunyai hak usaha. Pernyataan hapusnya tanah{anikelir dimual dalam

pasal 3 yaitu:

Pasal 3

Sejak mulai berlakunya Undang-undang ini demi képgan umum hak-
hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas setanah-tanah partikelir
hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itreka hukum seluruhnya

serentak menjadi tanah Negara.

Sedangkan untuk jaminan-jaminan tersebut terdagdatdpasal 5, 8, dan

9, yaitu:

Pasal 5
1. Tanah-tanah usaha tersebut pada pasal 1 ayaiblcsoleh Menteri Agraria
atau pejabat lain yang ditunjuknya, diberikan kepagenduduk yang

mempunyai hak usaha atas tanah itu dengan hak ,nkidkuali jika hal itu
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menurut peraturan yang ada sekarang tidak mundialam hal yang terakhir

oleh Menteri Agraria diadakan ketentuan-ketentuansus.

. Pemberian hak milik tersebut pada ayat 1 pasaldilakukan dengan Cuma

cuma dan dapat disertai syarat-syarat menurut keparn Menteri Agraria.
Hak-hak lainnya yang pada waktu Undang-undang nmulai berlaku
membebani bekas tanah partikelir tersebut pada lp8stetap berlangsung

kecuali jika kemudian ditentukan lain oleh Ment&graria.

Pasal 8

1.

Kepada pemilik tanah partikelir yang dimaksudkiatam pasal 3 diberikan
ganti-kerugian yang dapat berupa:

a. sejumlah uang, berdasarkan perhitungan hargal tkkasor setahun,
rata-rata selama lima tahun terakhir sebelum 19diRurangi 40%
sebagai biaya usaha, kemudian dikalikan angka 8delgpan
setengah),

b. hak, bantuan dan/atau keleluasaan lain.

. Atas bagian-bagian tanah partikelir yang padalanberlakunya Undang-

undang ini tidak digunakan atau diusahakan olehipknya, karena alasan-
alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh Menterigkgy, tidak diberikan
ganti-kerugian.

. Pembayaran ganti-kerugian tersebut pada ayatllapasal ini dapat

dilakukan secara berangsur, paling lama lima taldam dalam hal ini kepada

pemilik diberikan bunga menurut Undang-undang.

. Ganti kerugian tersebut diatas ditetapkan dengaoutusan Menteri Agraria

menurut ketentuanketentuan yang diatur dalam Peaati’emerintah.

. Keputusan Menteri Agraria mengenai penetaparigaarugian tersebut

mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat dirkartdoandingan kepada
badan pemerintahan yang lebih tinggi atau badangaeiian.

Pasal 9

Terhadap hypotheek atau oogstverband yang padamidiktiang-undang

ini mulai berlaku membebani seluruh atau sebagian duatu tanah partikelir
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yang dimaksud dalam pasal 3, berlaku ketentuarrked® dalam pasal 40
Onteigeningsordonnantie (S. 1920 - 574).

Hal terpenting dari Undang-Undang No. 1 tahun8lBb adalah karena
tindakan yang diadakan oleh undang-undang ini gesalaukatnya merupakan
suatu pencabutan hak, maka kepada bekas pemilililpgikan suatu bentuk
ganti kerugian yang dapat diberikan, dasar pergaanrdan cara memberikannya.
Ganti kerugian itu dapat diberikan berupa uangupeerhak baru (hak erfpacht
atau hak postal) atau pun berupa bantuan dan keban (fasilitas) lainnya.
Menurut acara yang lama, suatu tanah partikelw bapus jika pembayaran ganti
kerugiannya telah diselesaikan. Tetapi menurut dgdandang No. 1 tahun 1958
ini, semua tanah partikelir dinyatakan hapus sakepada saat mulai berlakunya,
baru kemudian ditetapkan dan diselesaikan soal gantgiannya'

Selain tanah-tanah partikelir sebagai tanah eig@ngang mengandung
hak-hak pertuanan, dengan adanya Undang-Undang 1Ntahun 1958 ini,
dihapuskan juga semua tanah eigendom biasa yasgyldebih dari 1(au.
Menurut tafsiran Menteri Agraria, tanah yang luasigbih dari 10 bau itu tidak
perlua semuanya disebut di dalam satu @ige@ndom Biarpum disebut dalam
beberapa akta, tetapi asal seluruhnya merupakanksampleks yang luasnya
lebih dari 10 bau, tanah-tanah yang bersangkutarmuaeya terkena ketentuan
undang-undang tersebut. Alasan mengapa tanah-tamggmdom biasa yang
seluas itu turur dihapuskan juga ialah bahwa tidaldah dan tidak selalu
mungkin untuk dapat membuktikan adanya hak-halupesar’

Untuk memuluskan jalannya Undang-Undang no. 1 rtal958 ini
dibuatlah beberapa peraturan pelaksanaan, yaiaigaeberikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958 tentangakBahaan
Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah PartikeMN”1058
no. 32, penjelasannya dalam TLN no. 1561), PenatBemerintah
ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah3¥olahun
1963 (LN 1963 no. 60; Penjelasannya di dalam TLN23®4);

“2bid, hal. 100
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2. Keputusan Deputi Menteri Kepala Departemen Agrawma SK
15/Depag/1966 tentang penetapan pedoman mengentiirggi

kepada bekas pemilik tanah partikelir dan peruniuikaahnya.

Selain Undang-Undang No. 1 tahun 1958 tentang Rgnian Tanah
Partikelir ini, undang-undang lainnya yang dibenp#ida masa orde lama yang
sangat mempengaruhi politik pertanahan di tanabdstahUndang-Undang No.

5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokokraga (UUPA). UUPA
dinilai sebagai undang-undang yang sangat respoiksitena merombak seluruh
system yang dianut di dalamgrarische Wet 1870dan semua peraturan
pelaksanaannya. Masalah-masalah mendasar dalammhagtaria lama yang
dihapus oleh UUPA meliputi domeinverklaring, feasiae, dan hak konversi
dalam hukum tanah, serta dualisme hukum. UUPA nesk@y adanya fungsi
sosial bagi setiap hak milik atas tarfah.

Perumusan UUPA itu sendiri berjalan alot dan melgitoses yang
panjang. Panitia perumus membutuhkan waktu seldértahun dengan lima kali
pergantian panitia perumus peraturan keagrariaa. tétsebut menunjukkan
bahwa perumusan peraturan agrarian dibuat secana san hati-hati di tengah-
tengah situasi politik yang masih penuh gejolak apaasa awal Indonesia
merdeka. UUPA 1960 dibuat bukan oleh Komisi DPRagda oleh panitia
negarayang melibatkan berbagai pihak. Hal ini menitgkan betapa sangat
pentingnya agrarian sebagai kebutuhan paling mendasi rakyat Indonesia.

Kehadiran peraturan perundang-undangan yang bajuga mengakhiri
dualisme dalam masalah-masalah agraria sekaligugajb&an hukum-hukum
adat local tunduk pada kesatuan hukum nasionakrdddal penggunaan tanah
oleh perusahaan perkebunan, disatukan ke dalanatsddmntuk hak guna usaha
baru dan hanya diberikan kepada waraga Negara @&storatau perusahaan
domestic. Pemilikan tanah komunal di desa-desaad&aJjuga diakhiri dengan

undang-undang atau peraturan yang mengikutinyabadkya, tanah desa yang

“4 Moh. Mahfud MD, Konfigurasi Politik dan Karakterd®luk Hukum, Ringkasan disertasi
penulis dipertahankan di depan Sidang Senat Terbokeersitas Gajah Mada (UGM)
Yogyakarta, 25 Juni 1993, juga tulisan ini pernahuwht dalam Majalah Prisma No. 7 — 1995,
yang diterbitkan oleh LP3ES, Jakarta, him. 18
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sebelumnya merupakan hak komunal berubah menjadh teilik yang dimiliki
oleh petani-petani secara individual. Akan tetapk milik tanah tersebut sangat
dibatasi dengan ketentuan bahwa hak milik terselapat diambil alih Negara
jika berlawanan dengan kepentingan umum.

Di dalam UUPA itu sendiri, terkandung tujuan larfdren sebagai satu
konsepsi struktur agraria yang di dalamnya terdapatan tentang perombakan
dan penggunaan tanah. Landreform bertujuan untukcapai masyarakat adil
dan makmur, meningkatkan taraf hidup penggaraphté&hasusnya, dan rakyat
jelata pada umumnya, dan bertujuan untuk memperkiaat memperluas
kepemilikan tanah bagi seluruh rakyat Indonesigjtéena kaum tani. Dengan
landasan filosofi yang disebut konsepsi tanah urdldgat, UUPA 1960 bertujuan
bukan saja demi kepastian hukum, atau jika dirumos#engan istilah yang
berbeda “unifikasi hukum’, tetapi tujuan yang halaklalah mengubah susunan
masyarakat, dari suatu struktur warisan stelsebdiksme dan kolonialisme
menjadi suatu masyarakat yang adil dan sejafitera.

Hal lain yang lebih penting dari pembentukan UUPdalah untuk
menegaskan mengenai tentang status dari tanah-thla&h Eigendom dan
ketentuan-ketentuan konversi Hak Eigendom tersdédetentuan-ketentuan yang
ada pada UUPA mengenai konversi ini semakin melgpigdndang-Undang no.
1 Tahun 1958 sehingga semakin memberikan kepastikunm bagi para pemilik
tanah Hak Eigendom.

KEDUA
KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI
Pasal |
(1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulakbeya Undang-undang ini
sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali yeag mempunyainya tidak
memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam phsal 2
(2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asmagg dipergunakan
untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilam gidung kedutaan,

sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi pakai tersebut dalam

“5Bernhard Limbongl.oc Cit, hal. 102
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pasal 41 ayat (1), yang akan berlangsung selaraanga dipergunakan untuk
keperluan tersebut diatas.

(3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorangaAraggara yang disamping
kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga@gaasing dan
badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pertarisebagai dimaksud
dalam pasal 21 ayat (2) sejak mulai berlakunya dgdadang ini menjadi
hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayatdagan jangka waktu 20
tahun.

(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasdéngan hak postal atau hak
erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht ituksepulai berlakunya
Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tetskdam pasal 35 ayat
1, yang membebani hak milik yang bersangkutan sekisa waktu hak opstal
atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapi selamarga 20 tahun.

(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pmsaidibebani dengan hak
opstal atau hak erfpahct, maka hubungan antara yaempunyai hak
eigendom tersebut dan pemegang hak-hak opstahakaerfpacht selanjutnya
diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan olefitéii Agraria.

(6) Hak-hak hypotheek, servituu, vruchtengebruikn daak-hak lain yang
membebani hak eigendom tetap membebani hak mihkhd& gunabangunan
tersebut dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, sedaighlak tersebut menjadi

suatu hak menurut Undang-undang ini.

Selain dari ketentuan konversi dari Hak Eigendoetektuan yang ada di
dalam UUPA juga mengatur mengenai konversi hakdzakt lainnya selain Hak
Eigendom. Ketentuan-ketentuan itu antara lain didalam Pasal Il — Pasal VI
pada Bagian Kedua Ketentuan Konversi UUPA. Passdlptersebut diuraikan
sebagai berikut:

Pasal Il.

(1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebaga atau mirip dengan
hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) sepang yisebut dengan nama
sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunydamngrundang ini, yaitu :
hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarberk, &as druwe, hak atas
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druwe desa, pesini, grand Sultan, landerinjbetitrealtijddurende erfpacht,
hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hakdiakdengan nama apapun
juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menggraria, sejak mulai
berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milikeéérg dalam pasal 20 ayat
(1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memensyarat sebagai yang
tersebut dalam pasal 21.

(2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan oesigg, warganegara yang
disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempungaiarga-negaraan
asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Penad sebagai yang
dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) menjadi hak gsafal atau hak guna-
bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sef@gpakan ditegaskan

lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal lll.

(1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, gdagpada mulai berlakunya
Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadgalausaha tersebut dalam
pasal 28 ayat (1) yang akan berlangsung selamawsk&u hak erfpacht
tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.

(2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang adaapauilai berlakunya Undang-
undang ini, sejak saat tersebut hapus, dan sefgmajudiselesaikan menurut

ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteriegra

Pasal IV.

(1) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahban kesar dalam jangka
waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-ugdani harus
mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agknya diubah menjadi
hak guna-usaha.

(2) Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau pé&mam itu tidak diajukan,
maka concessie dan sewa yang bersangkutan benmangsws selama sisa
waktunya. tetapi paling lama lima tahun dan sesutlatberakhir dengan

sendirinya.
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(3) Jika pemegang concessie atau sewa mengajukaninpean termaksud dalam
ayat (1) pasal ini tetapi tidak bersedia menerigaaat-syarat yang ditentukan
oleh Menteri Agraria, ataupun permintaannya ituoldk oleh Menteri
Agraria, maka concessie atau sewa itu berlangswangs tselama sisa
waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesutlatberakhir dengan

sendirinya.

Pasal V
Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yatwy @mada mulai
berlakunya Undang-undang ini, sejak saat terselanjadi hak gunabangunan
tersebut dalam pasal 35 ayat (1) yang berlangselagna sisa waktu hak opstal
dan hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanyaOn.

Pasal VI.

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimi@u mirip
dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat gErtseyang disebut dengan
nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakungang-undang ini, yaitu
: hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, ikieen, ganggam bauntuik,
anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak dangan nama apapun
juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Mengfggraria, sejak mulai
berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakaetarsdalam pasal 41 ayat (1)
yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimang wimunyai oleh
pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-unaangepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentudangaundang ini.

Dengan adanya UUPA ini maka terbentuklah suatwggak sejarah
pertanahan yang ada di Indonesia. UUPA sebagaiakebndang-undang yang
menghapuskan dualisme yang telah terjadi beratastahun yang menyebabkan
diskriminasi pengelolaan pertanahan dianggap selzegpn segar bagi seluruh
rakyat Indonesia khususnya di bidang pertanahamg&@e adanya UUPA,

ketentuan konversi diperjelas sehingga seluruhhakkkolonial yang telah terjadi
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sangat lama di Indonesia dapat dihapuskan sehindiparapkan dapat
mensejahterakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia
Pada era orde lama ini juga dibentuk beberapatysaraperaturan
pertanahan antara lain:
1. Undang-Undang No. 51 PRP Tahun 1960 dan Perpu Ndabun
1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa |zig Barhak
atau Kuasanya;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang PencaltiakrHak
Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya,;

3. Dan lain-lain.

3. Era Orde Baru

Berbeda dengan pemerintahan orde lama, rezim ade hemfokuskan
pembangunan pada pertumbuhan ekonomi. Rezim ini utaénmkebijakan
pembangunan ekonominya dengna mengeluatkadang-Undang no. 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asingntuk menarik investasi asing dalam
pengelolaan sumber daya alam. Pada tahun 196dit@niaatisasi perusahaan
asing yang sebelumnya telah dinasionalisasi olefepatahan orde lama. Hal ini
dengan alasan kondisi perekonomian yang kritis adifisit sebagai peninggalan
pemerintahan orde lama. Bahkan sebelumnya dilakmegyosiasi penjadwalan
ulang atas utang-utang luar negeri sekaligus makgaj pinjaman-pinjaman
baru®

Sejak orde baru berkuasa, kebijakan pertanahar l|dhitikberatkan
kepada upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yangjukhin untuk
pemenuhan kepentingan dan kebutuhan pembangunaoratefpertanian dan
industri). Dalam hal ini telah terjadi pergeserakus kebijakan dan ditujukan
untuk memfasilitasi pemodal dalam rangka mengeptumbuhan ekonomi.
Terutama pada tahun 1980-an, fokus kebijakan panem lebih ditujukan untuk
memecahkan persoalan pertanahan yang menghamlaksgehan kebijakan
pembangunan. Pemerintah orde baru memandang bahemngkatan

pertumbuhan ekonomi jauh lebih penting dibandingklemgan pelaksanaan

“® Rikardo Simarmata&p Cit, him. 64-65
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landreform. Landreform sebagai instrumen utamandafencapai keadilan sosial
tidak mendapatkan tempat yang penting pada massbai’

Atas alasan ekonomi ini lah banyak sekali peratyang dikeluarkan
pada zaman orde baru ini pada akhirnya menyebalkekambatnya proses ganti
rugi dan konversi tanah-tanah hak barat seperaht&#fek Eigendom Hal ini
karena pemerintah beralasan bahwa adanya kepemtyayay lebih mendesak
yaitu mengisi kas negara yang kosong akibat bamggédinya pergejolakan di
tanah air. Maka dari itu dengan pendekatan ekoryamg cenderung kapitalistik,
tanah dipandang sebagai komoditi strategis yangtaera ditujukan bagi
tersedianya tanah yang sesuai bagi setiap sektobgegunan, sehingga dapat
mendorong investasi seluas-luasnya dan sebesanpasadalam rangka
menunjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ekssi laba bagi
kepentingan kroni. Hal ini berarti bahwa tanah dgeng sebagai "barang
dagangan”, sehingga bagi siapa yang memiliki uaagati membelinya tanpa
harus dibatasi. Berarti pula para pemilik modal ,mkaenanamkan modalnya
dalam bentuk tanah, karena pada kondisi luas tym@aly semakin terbatas,
investasi berupa tanah sangat menguntungkan daggmekan.

Dalam arah kebijakan pertanahan yang berkaitangatenhukum
pertanahan ditegaskan bahwa pembangunan hukumaleata ditujukan dalam
rangka memantapkan dan mengamankan pelaksanaaraqgumian dan hasil-
hasilnya, dilaksanakan dengan mengembangkan danbimemnkelengkapan
perangkat peraturan perundang-undangan di bidamgnadan, dilaksanakan
dengan menyelenggarakan “Catur Tertib Pertanahgaitu tertib hukum
pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tgéibggunaan tanahm dan tertib
pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Dalaméeiantersebut, jelas bahwa
pembangunan hukum pertanahan pun lebih menitikmrapada pengamanan
pelaksanaan pembangunan, yang berarti bahwa tgatitmkum pertanahan akan
memudahkan pengadaan tanah untuk kepentingan pgmizmyang berorientasi
pada pembangunan ekonomi.

Pada tahun 1973, dengan dalih kepentingan umuludikkanlah oleh
Presiden Soeharto yaitinstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang

" Bernhard LimbongQp cit hal. 107
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Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan BerBlanda yang Ada di

Atasnya Dalam Konsideran Instruksi Presiden Nomor 9 Tah@i3 tentang

Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan-Benda yang Ada di

Atasnya disebutkan dua hal, yaitu:

1.

Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-bendangetsupaya
hanya dilaksanakan dengan hati-hati serta denganacesa yang
adil dan bijaksana, segala sesuatunya sesuai ddggantuan-
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pencabutan hak-hak atas tamalbetala-
benda yang ada diatasnya supaya menggunakan pegeaaaman
sebagaimana tercantum dalam lampiran instruksigeesni.

Instruksi presiden dimaksudkan sebagai aturan pafean (yang diikuti

lampiran) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 19@&ituytentang pelaksanaan

pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yandjaaglenya. Dalam Pasal 1

disebutkan empat kategori kegiatan yang mempunia lsepentingan umum,

yakni:

A

Kepentingan bangsa dan Negara, dan/atau
Kepentingan masyarakat luas, dan/atau
Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau

Kepentingan pembangun&h.

Menurut lampiran Inpres nomor. 9 tahun 1973 PasAldt 2, bentuk-

bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifarkengan umum adalah

sebagai berikut:

1.

o gk WD

Pertanahan,
Pekerjaan umum,
Perlengkapan umum,
Jasa umum,
Keagamaan,

lImu pengetahuan dan seni budaya,

“8 Achmad Rubaietukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan UpUawa Timur :
Bayumedia Publishing, , 2007), Hal. 50.
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7. Kesehatan

8. Olah raga,

9. Keselamatan umum terhadap bencana alam,
10.Kesejahteraan sosial,

11. Makam/kuburan,

12. Pariwisata dan rekreasi,

13.Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesegantemum.

Akan tetapi yang paling membingungkan pada InstrBkssiden Nomor 9
Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak4dakTanah dan Benda-
Benda yang Ada di Atasnyaadalah ketentuan yangarierm pada lampiran
Inpres ini pada Pasal 1 ayat 3 yaitu adanya kedenhahwa meskipun secara
eksplisit telah disebutkan tiga belas macam bek&giatan pembangunan yang
bersifat kepentingan umum, akan tetapi presideatdapnentukan bentuk-bentuk
kegiatan pembangunan lain yang bersifat kepentingemum. Hal ini
menempatkan Presiden pada posisi yang sangat &ndtahkan dapat dikatakan
ada kecenderungan untuk bertindak semena-mena aka@anya celah yang
begitu besar dengan dalih kepentingan umum.

Pada pasal 2 lampiran dari Instruksi Presiden Noghofahun 1973
tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak atas TandBettda-Benda yang Ada
di Atasnya, suatu proyek pembangunan dinyatakanpueyai bentuk kegiatan
pembangunan bersifat kepentingan umum, apabilawebga sudah termasuk
dalam rencana pembangunan yang telah diberitahkdada masyarakat yang
bersangkutan dan proyek tersebut sudah harus tekndelam rencana induk
pembangunan (RIP) dari daerah yang bersangkutag ryemdapat persetujuan
DPRD setempat. Yang berhak menjadi subjek atau pemantuk mengajukan
permohonan pencabutan hak atas tanah adalah iRststasisi pemerintah/badan-
badan pemerintah maupun usaha-usaha swasta yarg ¢esgan ketentuan yang
berlaku?®

Pada umumnya, pencabutan hak diadakan guna kegemtpemerintah

pusat maupun pemerintah daerah (instansi pemeyihbatdan-badan pemerintah.

% bid, hal. 52
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Akan tetapi, sebagaimana telah disebutkan bahwhaussaha swasta sebagai
pengecualian dapat dilakukan pencabutan hak. Hgklas sekali berlawanan
dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 5 td®60 yaitu tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu: "Untukpéntingan umum,
termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kegmnbersama dari rakyat,
hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan membmrikgaiugian yang layak dan
menurut cara yang diatur dengan undang-undang’.gY@atut dipertanyakan
apakah mungkin bagi usaha swasta memenuhi priegierkingan umum, karena
bagaimanapun juga, pihak swasta bersifat orangepemgan dan dalam
usahanya jelas-jelas mencari keuntungan.

Untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 9 Tahui31%entang
Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan-Benda yang Ada di
Atasnya dibentuklah sebuah peraturan menteri dalegeri yaituPermendagri
Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mgmai Tata Cara
Pembebasan TanahDalam konsiderannya dinyatakan bahwa untuk memenu
kebutuhan akan tanah dalam usaha-usaha pembandaiagang dilakukan oleh
instansi/badan pemerintah, maupun untuk kepentisgasta, khususnya untuk
keperluan pemerintah dirasa perlu adanya ketemheargenai pembebasan tanah
sekaligus menentukan besarnya ganti rugi atas tgaaly diperlukan secara
teratur, tertib, dan seragam.

Dalam peraturan ini, penegasan yang menyatakanaatianya kebijakan
bagi pemerintah untuk/dengan segala cara membasnyegdiaan tanah yang
diperlukan oleh swasta dalam membangun proyek-grogehingga dapat
memberikan dorongan kepada pihak-pihak swasta debgdagai fasilitas. Hal
inilah yang menyebabkan pertentangan peraturasheimjan pasal 33 ayat 3 UUD
1945 dan pasal 18 UUPA. Pertentangan inilah yangyeteabkan Permendagri
Nomor 15 tahun 1975 ini digolongkan menjadi caagtum dan dicabut dengan
Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Padgan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentangdél@an Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdibmentuk untuk

memenuhi kebutuhan akan tanah dalam usaha-usahlaapguman, baik yang

46 Universitas Indonesia

Eigendom sebagai..., Edwin, Magister Kenotariatan, 2012



dilakukan oleh instansi/badan pemerintah, mauputukukepentingan swasta,
khususnya untuk keperluan pemerintah dirasa peldunya ketentuan mengenai
pembebasan tanah sekaligus menentukan besarnyarggnatas tanah yang
diperlukan secara teratur, tertib dan seragam. Rmohsipnya hampir mirip
dengan tujuan dari Keppres Nomor 55 tahun 1993.amalperaturan ini
dinyatakan pengertian kepentingan umum adalah kieygam seluruh lapisan
masyarakat yang tidak dimaksudkan untuk mencamtkegan. Dengan kata lain,
dapat menimbulkan salah penafsiran terhadap ketentiersebut. Adanya
ketentuan tersebut, dengan pertimbangan terterg@siden dapat mengarahkan
kepada usaha swasta, asalkan demi menunjang kegemtimunt®

Pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkah P&eppres ini
dibatasi untuk kegiatan berikut:

1. Kegiatan pembangunan yang dilakukan, selanjutngalii pemerintah
serta tidak digunakan untuk mencari keuntungannddlaberapa bidang
berikut:

a. Jalan umum dan saluran pembangunan air;

b. Waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnyaasek
saluran irigasi;
Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan maayarak
Pelabuhan atau bandar udara atau terminal,

Peribadatan;

~ ® o o

Pendidikan atau sekolah;

Pasar umum atau pasar inpres;

= «Q

Fasilitas pemakaman umum;

Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain giang
penanggulangan bahaya banijir, lahar, dan lainbdantana;

J. Pos dan telekomunikasi;

k. Sarana olahraga;

. Stasiun  penyiaran radio, televisi, beserta sarana
pendukungnya;

m. Kantor pemerintah;

% bid, hal. 59
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n. Fasilitas angkatan bersenjata RI.
2. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sgkaig dimaksud

dalam angka 1 ditetapkan dengan keputusan presiden.

Ternyata lagi-lagi terdapat lagi pasal-pasal yarapuk yaitu bahwa
ternyata presiden tetap dapat menentukan kegitianbangunan tersebut dengan
dalih kepentingan umum. Sehingga masih terdapabgaaan dari pemimpin kita
pada saat itu dan terdapat kecenderungan atas é@seg+wenangan. Hal ini pula
yang membuka peluang terjadinya penafsiran yangagaen atas istilah
kepentingan umum. Dengan adanya peraturan ini nma&ggra dalam hal ini
dengan dalih kepentingan umum dapat mengambil paksd kepada pemegang
hak atas tanah. Memang ditegaskan dalam pasalkh &gahwa pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah akan mendapatkan gagiti dengan dasar
musyawarah. Untuk itulah dalam Keppres ini jugaedibbk Panitia Pengadaan
Tanah (PPT) yang ditunjuk untuk mengadakan musyawadengan pemegang
hak atas tanah.

Pada pasal 8 Keppres Nomor 55 tahun 1993, tugasa@®®&h menaksir
dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah ljakgya akan dilepaskan
atau diserahkan. Akan tetapi, sesuai padal 18 dan PPT berwenang
mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besgamya rugi. Berkaitan
dengan tugas PPT, tampaknya antara pasal yangdseagan yang lain saling
bertentangan sehingga posisi PPT tidak lagi sebagaliator yang netral dan
independen. Terlebih lagi, pasal 45 PMNA/Ka. BPNmdo 1 tahun 1994
menetapkan bahwa PPT mendapatkan honorarium sefe8ardari jumlah
taksiran ganti rugi yang dibebankan kepada insta@sierintah yang memerlukan
tanah>*

Satu hal lagi yang menjadi keganjilan dari Keppnes 55 tahun 1993
adalah apabila PPT telah mengeluarkan rekomendasi ganti rugi tanah
tersebut, maka rekomendasi itu diajukan kepadargubheGubernur dalam hal ini
memang diberikan kewenangan untuk menetapkan gagitiatas tanah tersebut

sehingga setelah gubernur mendengar dan mempgbajadapat dan keinginan

*1bid, hal. 63
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pemegang hak atas tanah serta pertimbangan PPTErngubmengeluarkan
keputusan yang mengukuhkan atau mengubah kepuRB&mnmengenai bentuk
dan besarnya ganti rugi (pasal 20 ayat 3). Apalgiaya yang ditempuh oleh
gubernur juga tidak diterima oleh pemegang hak datasah dan lokasi
pembangunan yang bersangkutan tidak dapat ditermaka gubernur yang
bersangkutan mengajukan usul penyelesaian denganpemcabutan hak atas
tanah sebagaimana diatur dalam UU nomor 20 tah@h E€pada Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional PusatlaBeberkonsultasi dengan
menteri dalam negeri, menteri dari instansi yangnertukan tanah, menteri
kehakiman, menteri negara agraria / kepala badatar@ahan nasional maka
permohonan pencabutan hak tanah tersebut disamgekada presiden.

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa Keppoesor 55 Tahun
1993 menempatkan posisi gubernur sebagai penendgisibn Maker) yang
sangat menentukan proses pengadaan tanah mauptagsnganti rugi. Dalam
hal ini, gubernur berwenang mengukuhkan atau meaigldeputusan Panitia
Pengadaan Tanah (PPT) dan dapat menempuh acam@bptarc hak atas tanah
berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 1961. iMekatentuan pasal 22
Keppres Nomor 55 tahun 1993 pengadaan tanah skalhuntuk kepentingan
umum yang luasnya tidak lebih dari satu hektar ddpakukan secara langsung
oleh onstansi pemerintah yang memerlukan tanahashepgra pemegang hak atas
tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar demgan cara lain yang
disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan adanya peraturan-peraturan yang telah skpatapada bagian atas
tersebut, dapat sedikit disimpulkan bahwa dengd&eluirkannya peraturan-
peraturan tersebut maka jelas membawa banyak pemsdabidang pertanahan
akibat terlalu luasnya kekuasaan pemerintah yagatliseolah-olah mendukung
kesejahteraan rakyat, akan tetapi pada kenyataameyambulkan celah bagi
penguasa untuk mengambil paksa tanah-tanah derajiéinképentingan umum.
Tidak sedikit tanah-tanah dengan Hak Eigendom yalagakhirnya diduduki oleh
pemerintah atau badan pemerintah atau badan swasig didukung oleh
pemerintah. Hal ini diakibatkan karena rata-rataaktadengan Hak Eigendom

memilik luas tanah yang luas sehingga akhirnyak&etiketahui ada tanah yang
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masih belum terpakai langsung dilakukan penganitéal oleh pemerintah
dengan dasar hukum peraturan-peraturan tersebut.

Terlebih lagi pada tahun 1997, dikeluarkan oleh @emah yaitu
Keputusan Menteri Negara Agraria (KBPN) No. 13 tahul997 tentang
Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Undabgdang Nomor 1
tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah PartikeliHal ini jelas sangat
mengherankan karena dengan Keputusan Menteri NAggsaia (KBPN) No. 13
tahun 1997 ini maka menghapuskan sebuah undangrwyy@dag secara notabene
jelas bahwa ini adalah pelanggaran hukum dimanaaseperaturan hukum yang
lebih rendah dapat bertentangan dengan peraturknmhyang secar hierarki
lebih tinggi bahkan secara terang menyatakan pguglaa. Selain itu hal ini jelas
menginjak-nginjak hak-hak dari pemegang hak ataaht&Eigendom karena hak
mendasar mereka yaitu ganti rugi atas tanah meerkabut dihapuskan. Kita
dapat melihat konsideran dari Keputusan Menteriaked\graria (KBPN) No. 13
tahun 1997 sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-giitamor 1 Tahun

1958, sejak tanggal 24 Januari 1958, sejak berigklimdang-undang
Nomor 1 Tahun 1958 semua tanah-tanah partikelirtaaah eigendom
yang luasnya lebih dari 10 bouw hapus dan tanatayana hukum
seluruhnya serentak menjadi tanah negara;

b. Bahwa ganti rugi diberikan kepada bekas pentdilah yang tanahnya
sudah berstatus tanah negara tersebut, sesuaiuatdPasal 8 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1958 hanya apabila atas bagigian tanah-
tanah pada waktu mulai berlakunya Undang-undang dddmTahun
1958, digunakan atau diusahakan oleh bekas peiyudljkhila tidak
digunakan atau diusahakan oleh bekas pemiliknyankaalasan-alasan
yang tidak dapat dibenarkan, tidak diberikan gargi;

c. Bahwa mengingat ketentuan mengenai ganti rugig yditetapkan
berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahu8 #9Sebut
perhitungannya tidak lagi dapat direalisasikan, anp&rhitungan ganti
ruginya ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi téfierKepala
Departemen Agraria Nomor SK.15/Depag/1966 tanggaM&i Tahun
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1966, yang kemudian dalam perkembangannya hinggguga sudah
tidak sesuai lagi;

d. bahwa sejak tanggal 24 Januari 1958 sejak nheldakunya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1958 hingga kini 39 tahurghtehelampaui
jangka waktu/kadaluarsa dan karenanya bagi bekaunlipganahnya
dikuasai negara tidak lagi diberikan ganti rugieker telah lampau

jangka waktu/kadaluarsa;

Dengan adanya Keputusan Menteri Negara Agraria ({)B%¥o. 13 tahun
1997 maka negara lagi-lagi membuat suatu peratymag jelas-jelas membuka
celah bagi pemerintah untuk bertindak dengan sewgenenang. Hal ini berarti
pemerintah dapat mengambil hak atas tanah eigetagpa perlu mengganti rugi
tanah-tanah tersebut. Hal ini menunjukan kearogpeamerintah dan sangat tidak
menghargai hak-hak pemegang tanah Hak Eigendongaebagian dari rakyat

Indonesia.

3. Era Reformasi

Setelah jatuhnya kepemimpinan Presiden Soehartg {@lah berkuasa
selama 32 tahun, banyak sekali tuntutan reformiasettap bidang. Hal ini tidak
lepas dari semangat reformasi yang disampzaikamuserakyat Indonesia yang
dapat dikatakan sudah terlalu lama terkungkungnagéat pemerintahan orde
baru. Semangat pembaruan hukum menjadi salah gatuda penting setelah
lengsernya Presiden Soeharto. Salah satunya agatabaruan hukum agraria
yang dirasa telah menghapuskan hak-hak para pemégénatas tanah. Dengan
semangat pembaruan tersebut maka pada tahun 18®8liddengan keluarnya
Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Petanahan Nasional
No. 12 tahun 1999 yaitu tentang Pencabutan KeputusaMenteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13ahun 1997 tentang
Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang TerkendJndang-Undang
Nomor 1 tahun 1958 Hal ini merupakan langkah kemajuan untuk
mengembalikan hak-hak para pemilik tanah Hak Eigengiang telah terinjak-

injak pada zaman orde baru. Undang-Undang ini nrabgékan lagi keberlakuan
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ketentuan ganti rugi yang diatur pada Undang-Undslioghor 1 tahun 1958

tentang Penghapusan Tanah Partikelir.

Semangat pembaruan hukum agraria di zaman refornmsijuga

ditunjukan dengan adanygetetapan MPR Nomor IX Tahun 2001Ketetapan

MPR tersebut memerintahkan agar dilakukannya pambaagraria sebagaimana

diamanatkan dalam UUPA. Selain itu juga, beberapeatpran perundang-

undangan tentang pengelolaan sumber daya alamrigggrhkeluarkan sejak

dilakukannya reformasi pemerintahan di tahun 1$98gram penting pembaruan
agraria disebutkan dalam pasal 5 TAP MPR RI NoMRR/2001 bahwa salah

satu arah kebijakan pembaruan agraria adalah:

1.

Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan

penggunaan dan pemanfaatan taflahdreform)yang berkeadilan
dengan memperhatikan kepemilikan tanah oleh rakiget;

Menyelenggarakan pendataan pertanahan melaluitanvessi dan
registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan damargaatan
tanah secara komprehensif dan sistematis dalam kaang

pelaksanaatandreform®?

Dalam rangkat mengimplementasikan Ketetapan MPRwgli#@residen RI

Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan 5 Jlinstruksi, yakni:

1.

Melanjutkan program reformasi agraria, dimana aakerpeluang
memiliki tanah dan akses untuk penggunaan tanah itu
Penertiban tanah terlantar. Jangan sampai ada hamps#aan
hektar tanah tapi tidak bertuan, padahal ada gemai yang tidak
bertanggung jawab dan akhirnya tidak bisa digunaékyat;

3. Melanjutkan penyelesaian konflik dan sengketa tanah

4. Mempercepat legalisasi (sertifikasi) aset-aset hanmilik

masyarakat maupun negara;
Meningkatkan mutu pelayanan sertifikasi tanah kepadsyarakat
dengan balik, yaitu pelayanan yang murah ongkosnyaah, dan

tidak dipersulit, serta akurat.

2 Bernhard LimbongQp Cit hal. 112
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Keseriusan pemerintah ini ditunjukan dengan didenta Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 ti@mg Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan UmuBatu perubahan
yang paling mendasar adalah ditutupnya kemungkiagnPresiden untuk bidang
peruntukan yang dapat dikategorikan sebagai kepgartiumum. Hal ini karena
kategori yang dapat dikatakan kepentingan umunh telatur menjadi dua puluh
satu (21) kategori yang tetap yang tidak dimungkimlntuk ditambah. Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 200%pauda perkembangannya
diubah dengarPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahi2006
yang menambahkan beberapa pasal sebagai penyempui®alah satu pasal

yang paling mendasar dalam pemberian ganti rugahdalanya pasal 18a yaitu:

“Apabila yang berhak atas tanah atau benda-bendagyada di atasnya
yang haknya dicabut tidak bersedia menerima gamgi sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Presiden, karena dianggap jumlatkayang layak, maka yang
bersangkutan dapat meminta banding kepada PengadiEinggi agar
menetapkan ganti rugi sesuai Undang-Undang NomofT@Bun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yataydi Atasnya dan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentangré\denetapan Ganti
Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengamcBbutan Hak-Hak Atas

Tanah dan Benda-Benda yang ada di Atasnya.”

Dengan adanya tambahan pasal 18a ini maka funggiapéan sebagai
badan penyelesaian apabila tidak terdapat kesepatexhadap jumlah ganti rugi.
Dalam hal ini yang ditetapkan sebagai badan pesgile adalah Pengadilan
Tinggi. Penyempurnaan selanjutnya adalah denganberaiok undang-undang
untuk menyempurnakan peraturan presiden ini. Undauagng tersebut adalah
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadadranah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan UmuniUndang-undang nomor 2 tahun 2012
ini  merupakan penyempurnaan dari peraturan presigang mengatur
sebelumnya. Hal ini terlihat lebih lengkap dan Idpéngaturan yang ada pada

undang-undang ini. Untuk penyelesaian sengketa gagit pada undang-undang
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ini menunjuk pengadilan negeri dan dapat dimintakasasi kepada Mahkamah
Agung apabila ternyata para pihak masih belum pgedsadap putusan yang
dikeluarkan pengadilan negeri. Hal ini tentunyagsérmenggembirakan karena
dapat dilihat negara dalam hal ini pemerintah nsgakkan amanat dari UUD

1945 yaitu untuk bertindak seadil-adilnya terhaklegejahteraan masyarakat.

2.2.2.PERMASALAHAN - PERMASALAHAN TANAH
EIGENDOM DAN TANAH PARTIKELIR

Ada beberapa persoalan yang timbul dari tanah dggandan tanah
partikelir yang ada di Indonesia. Menurut Bernhaithbong dalam bukunya
yang berjudul’Konflik Pertanahan”, konflik yang ditimbulkan berkaitan dengan
tanah partikelir adalah lebih disebabkan oleh p#abe persepsi, pendapat,
kepentingan atau nilai mengenai keputusan tentasgdiaan pemerintah untuk
memberikan ganti kerugian atas tanah partikeligyaitikuidasi. Ada dua sumber
konflik berkaitan dengan ganti rugi eks tanah peti:

1) Masalah tuntutan ganti rugi tanah partikelir kepgdenerintah, antara
lain:

a) SK ganti rugi pemerintah berupa tanah;

b) Penerima SK atau ahli warisnya tidak memenuhi ketan
dalam 6 bulan memohon pengukuran tanah yang dikuasa

c) Penerima SK berpendapat pemerintahlah yang menunjuk
tanahnya;

d) Sampai puluhan tahun SK tidak ditegaskan kebatgéann
oleh BPN (BPN tidak tegas), sehingga dianggap masih
berlaku oleh pemegang SK dan diperjualbelikan;

e) Tanah telah dikuasai pihak lain dan diterbitkan ,hak
sehingga SK tidak mungkin direalisasikan;

f) BPN digugat untuk ganti rugi tanah seluas dimakdaldm
SK dengan nilai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tdigk

g) Pengadilan berpendapat SK berlaku karena belum

dinyatakan batal;
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h) Pemerintah tidak dapat mengganti rugi sesuai Nilzl
Objek Pajak (NJOP) mengingat harga tanah sudah
sedemikian tinggi; dan

i) Ketentuan mengenai besaran ganti rugi tanah phrtike

sudah tidak sesuai dan belum dicabut.

2) Masalah tuntutan ganti rugi tanah partikelir kepadesyarakat:

a) SK ganti rugi dari pemerintah berupa tanah;

b) Penerima SK atau ahli warisnya tidak memenuhi ketan
dalam 6 bulan memohon pengukuran tanah yang dikuasa

c) Penerima SK berpendapat pemerintahlah yang menunjuk
tanahnya,

d) Sampai puluhan tahun SK tidak ditegaskan kebatgéann
oleh BPN (BPN tidak tegas), sehingga dianggap masih
berlaku oleh pemegang SK;

e) Tanah telah dikuasai oleh pihak lain, sehingga ikt
mungkin direalisasikan; dan

f) Pemegang SK meminta ganti rugi kepada masyarakat ya
menguasai tanah partikelir dengan berdasarkan &da
pemerintah yang belum dibatalkan.

Beberapa persoalan tersebut menyebabkan banyakamnieatnya
penyelesaian konversi tanah-tanah tersebut. Sedésimasalahan yang ada di atas,
penulis ingin menyoroti beberapa permasalahan yairyang dihadapi mengenai

tanah eigendom dan partikelir, antara lain:

1. Tanah-Tanah Hak Eigendom Memiliki Luas Yang SangaBesar.
Seluruh tanah-tanah Hak Eigendom memiliki luas yaaggat besar.
Sebagai gambaran pada waktu pemulihan kedauldthir, tahun 1949 di Jawa

masih memiliki sisa tanah partikelir berupa:
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1. tanah agraris (tanah perkebunan) : 33 s@R&90 ha
2. tanah bangunan dalam kota : 109ase7000 ha
Dari data diatas kita dapat membayangkan bahwahtalgmgan hak

eigendom tersebut untuk satu bidang tanah sajanbéseapai beberapa hektar.
Tanah seluas tersebut sangat menyulitkan bagi pettagas Badan Pertanahan
Nasional dalam menentukan batas-batas dan dalapehgukuran. Apalagi kasus
tanah-tanah hak eigendom biasanya dalam penyealeyaissangat berlarut-larut
sehingga pada perkembangannya petugas kesulitagnto&an batas luas dan

hal-hal lainnya dalam pembuktian.

2. Kurangnya Pengetahuan Dari Para Pemilik Tanah Mengeali

Ketentuan Konversi.

Pada perkembangan sampai saat ini, pemilik tan&hBiteendom banyak
yang masih awam terhadap ketentuan konversi yaaturdundang-undang.
Indonesia merupakan negara yang makmur akan tetapk tingkat pendidikan
masyarakatnya, dapat dikatakan masih tergolongatendal ini menyebabkan
terjadinya banyak persoalan di segala bidang. Ssddéihnya adalah di bidang
hukum khususnya di bidang hukum agraria (pertanahan

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa persnséum adalah
persoalan yang sangat sulit. Hal ini disebabkard&ktengertian dalam bidang
hukum dan kurangnya informasi mengenai undang-unglang berlaku di negara
ini. Bahkan bagi mahasiswa hukum sekalipun mengumgaim yang berlaku di
Negara Indonesia tidaklah semudah yang dipikirka#al inilah yang
menyebabkan timbulnya berbagai macam permasalabhgn gemegang Hak
Eigendom atas suatu tanah. Banyak sekali pemihlaitayang beralaskan Hak
Eigendom merasa frustasi atas ketidakmengertiangemam hukum pertanahan
sehingga pada akhirnya banyak dari para pemililkahatersebut ditipu dan
diperdaya oleh orang-orang yang ingin mencari kewgdn atas tanah-tanah milik
mereka.

Harus diakui peraturan yang mengatur mengenairigntiak Eigendom

ini jumlahnya tidak sedikit dan mengalami tumpaimnglih sehingga para pemilik

%3 bid, al. 99
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tanah tersebut kesulitan dalam mengetahui peratmam yang masih berlaku
dan peraturan mana yang telah dicabut atau dilzetalBelum lagi persoalan
lainnya adalah bagi orang awam yang tidak mengeemngenai hukum, untuk
membaca suatu perundang-undangan dibutuhkan peraahgamg cukup baik
dalam menterjemahkan undang-undang tersebut kendadaktek di kehidupan
sesungguhnya. Permasalahan ini masih ditambah d&gigan kurangnya
informasi dan penyuluhan yang diberikan oleh Pemteghi Indonesia bagi pemilik
tanah Hak Eigendom.

Kurangnya pengetahuan ini akhirnya berdampak detid&kpatuhannya
para pemilik tanah Hak Eigendom tersebut yang p&tianya para pemilik tanah
tersebut tidak melakukan konversi sehingga tanalg yala dibiarkan saja seperti
tanah tak bertuan karena tanpa adanya konversbigrsanah tersebut tidak bisa
diperjualbelikan dan tidak dapat dipergunakan saipagna mestinya. Timbulnya
hal-hal ini cukup menyulitkan bagi pemerintah dalanmelaksanakan tertib
administrasi dalam pengkonversian tanah-tanah HagknBom menjadi tanah

Hak Indonesia.

3. Tingginya Biaya Pengurusan Untuk Konversi Tanah HakEigendom

Menjadi Tanah Hak Indonesia.

Persoalan lainnya yang tidak kalah penting adalalgginya biaya
pengurusan untuk konversi tanah Hak Eigendom meifijadlah Hak Indonesia.
Hal ini disebabkan karena dalam proses untuk pesgur konversi tanah Hak
Eigendom, para pemilik tanah harus menyiapkan dajurmang. Biaya-biaya
yang timbul dari pengurusan tanah ini antara ldisah: biaya pengukuran, biaya
pemasukan negara, biaya pajak balik nama atau lgaitg dikenal dengan nama
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHIIBYa Pejabat Pembuat
Akta Tanah (Dalam hal ini bisa Notaris atau Pejgeatanahan yang berwenang),
dan biaya-biaya lainnya.

Biaya-biaya tersebut tidak dapat dihindari dan lwajntuk dibayarkan
agar dapat menjalankan proses konversi tanah tdrsdidemang pada
perkembangannya, pihak Badan Pertanahan Nasiomabenid&an potongan bagi

masyarakat yang dalam hal ini tidak mampu secaan$ial, akan tetapi hal ini
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masih dirasakan sangat mahal bagi pemilik tanalunBégi biaya-biaya tersebut
masih ditambah lagi dengan biaya-biaya tidak teadaginya dan pungutan tidak
resmi lainnya yang mau tidak mau harus dibayarkan.

Jika kita benar-benar telaah memang biaya penguttaseah dengan Hak
Eigendom pasti sangatlah mahal. Hal ini dikarenalearah-tanah dengan Hak
Eigendom memiliki luas tanah yang sangat besamgghi otomatis pasti biaya
yang dibutuhkan sangat besar karena perhitungamrubelbiaya pasti selalu
mengacu pada luas tanah yang menjadi objeknyanB&gi harga tanah yang
semakin meningkat dari waktu ke waktu yang makirmimeat melambungnya
biaya kepengurusan tersebut. Tingginya biaya ihi yjang menyebabkan para
pemilik tanah tersebut menjadi enggan dan akhinayaah tersebut menjadi
terlantar dan status tanahnya menjadi terkatungrkatdan pada akhirnya

menimbulkan ketidakjelasan status tanah bagi Selpitak.

4. Banyaknya Tanah dengan Hak Eigendom Yang Diduduki Blam
Jangka Waktu Yang Sangat Lama Oleh Para Penggarap ihr,
Sehingga Menyulitkan Dalam Waktu Eksekusi Tanah.

Efek domino dari ketiga permasalahan yang telahangmaikan
sebelumnya adalah banyaknya tanah dengan Hak Eigengng diduduki
dalam jangka waktu yang sangat lama oleh para peagdiar. Hal ini terjadi
akbat langsung dari ketidakjelasan atas tanah demtgk Eigendom yang
menyebabkan tanah itu biasanya dibiarkan terlasghmgga dianggap sebagai
tanah yang tak bertuan. Hal ini biasanya dijadikeasempatan bagi para
penggarap yang tidak bertanggung jawab. Kebanydigadian seperti ini
melibatkan oknum-oknum masyarakat setempat yandals@tah menjadi
pemilik tanah tersebut atau seolah mereka dibesiekangan atas tanah yang
terlantar tersebut. Lalu oknum tersebut memberikan dengan meminta
sejumlah uang yang dianggap sebagai "uang sewa”.

Pada awalnya hal ini dimulai dengan mengambil setfikan dan mulai
membangun bangunan semi permanen yang dibuat debghan-bahan

seadanya. Lalu perlahan tapi pasti, penggarap meéaibangun dan mengambil
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lahan semakin banyak secara perlahan-lahan. Ketikeeka mulai merasa
nyaman dan tidak adanya tuntutan dari pemilik tamaka perlahan-lahan pula
mereka makin memperluas wilayah yang mereka tendpatimulai membangun
dengan bangunan yang tetap. Bahkan tidak jarang ketamaan tanah tersebut
semakin ramai ditempati oleh para penggarap yandg pakhirnya mulai
membangun komplek perumahan yang biasanya dibatgjugan seadanya dan
menyalahi ketentuan peruntukan atas tanah tersebut.

Apabila sudah begini, lama kelamaan para penggarapbut yang pada
awalnya hanya menumpang akhirnya merasa bahwa at@nekebagai pemilik
sah dari tanah tersebut. Kalau sudah begini, akaairimbul kekacauan yang
menyebabkan terlanggarnya hak dari pemilik tanatgysebenarnya. Hal ini
makin diperparah dengan banyaknya campur tanganpdeak-pihak lainnya
sebagai oknum-oknum yang memberikan seolah-oladli$agi terhadap para
penggarap tersebut.

Ketika pemilik tanah yang sah mengetahui bahwahtayetelah ditempati
oleh para penggarap tanpa sepengetahuan pemilgh taraka akan timbul
pertikaian antara kedua belah pihak tersebut. @itkak penggarap mau dengan
lapang dada membongkar sendiri bangunan merekendagosongkan tanah itu
dengan sukarela maka tidak akan terjadi pertikahkan tetapi pada umumnya
penggarap yang telah lama menempati tanah tergesit merasa tanah itu
sudah merupakan tanah miliknya dan akhirnya akampedgahankan dengan
sekuat tenaga. Pada umumnya kasus penyerobotah {anaberakhir di
pengadilan sebagai jalan keluar terakhir untuk meh@n kepemilikan tanah
tersebut. Akan tetapi bukan berarti putusan yanghtadikeluarkan oleh
pengadilan akan membuat serta merta pihak yandy Kpihak yg tidak dapat
membuktikan hak atas tanah tersebut) akan langamggat kaki dari tanah
tersebut. Umumnya pihak yang kalah tetap memperkaim tanah tersebut
walaupun telah ada putusan pengadilan yang teldkelkgatan hukum tetap.
Banyak kasus di Indonesia yang ketika putusan tedédteluarkan oleh
Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap aapittetap saja tidak bisa

menjalankan eksekusi atas tanah tersebut.
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5. Tumpang Tindihnya Peraturan-Peraturan Yang Mengatur Mengenai

Tanah Hak Eigendom.

Masalah tumpang tindihnya peraturan-peraturan yaeggatur mengenai
tanah Hak Eigendom merupakan masalah serius yans lighadapi oleh para
pemilih tanah Hak Eigendom. Pengaturan mengenarp@m dan penghapusan
tanah dengan Hak Eigendom telah dimulai pada zgmeajajahan Belanda. Hal
ini dmilai dari tahun 1910 ketika pemerintahan Héndelanda menganggap
bahwa kepemilikan tanah partikelir dianggap mengkdiekan bagi
kelangsungan pemerintahan Hindia Belanda di Indandsal ini disebabkan
ditakutkan munculnya "negara di dalam negara” megafi hak pertuanan yang
ada di dalam tanah partikelir memberikan kekuayaag sebegitu besarnya.

Ketika zaman kemerdekaan dibuatlah ketentuan yasgghapus tanah-
tanah hak milik bekas Belanda. Bermunculannya Hapgaaturan dari zaman ke
zaman untuk berusaha mengkonversikan tanah-tankds beak barat menjadi
tanah hak Indonesia. Dalam perjalanannya parajpessturan yang dibuat
semakin banyaknya dari yang berbentuk undang-undaergturan pemerintah,
peraturan pelaksanaan, keputusan presiden, keputusateri negara agraria, dan
lainnya.

Mulai bermunculannya beragam peraturan yang dikiedutamenimbulkan
kebingungan bagi para pemilik tanah dengan Hakriigen. Hal ini diperparah
dengan ketidakmengertian dan kurangnya pengetgraranpemilik tanah dengan
Hak Eigendom tersebut akan pentingnya konvershtamareka ke hak Indonesia.
Lalu akhirnya banyaklah bermunculan kebingunganbenak para pemilik-
pemilik tanah tersebut dan akhirnya membuat merekdus asa akibat
ketidakmengertian mereka. Hal ini sangat wajaratermengingat para pemilik
tanah tersebut tidak seluruhnya memahami mengerangang-undangan dan

peraturan tentang pertanahan.

6. Tidak Berfungsi Sepenuhnya Penegak Hukum dan Aparair Negara
Lainnya di Bidang Pertanahan.
Permasalahan terakhir ini kerap kali menjadi peatadsmn yang paling

pelik diantara permasalahan lainnya. PermasalaBangsalahan yang timbul
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dari berbagai macam konflik mengenai tanah Hak rilgen sangat sulit
diselesaikan dan banyak yang malah pada akhirnygadieberlarut-larut sampai
pada waktu yang lama. Hal ini menimbulkan banydiakeersoalan yang pada
akhirnya banyak merugikan banyak pihak baik dasi ekonomi dan sisi-sisi
lainnya.

Harapan terakhir dari masyarakat yang bersengketagemai kepemilikan
tanah adalah para penegak hukum dan aparatur ndidgasicdang pertanahan. Tapi
tak jarang harapan masyarakat tersebut sirna karexgh banyak kelemahan
yang dihadapi oleh para penegak hukum dan apamagara lainnya di bidang
pertanahan. Beberapa masalah yang dihadapi oledgglerhukum dan aparatur
negara lainnya di bidang pertanahan, antara lain:

a) Tidak seimbangnya antara jumlah personil para pEndmkum
dan aparatur negara lainnya di bidang pertanahagatejumlah
kasus atas tanah hak eigendom. Hal ini menginggtstdari para
penegak hukum dan aparatur negara lainnya di bigangnahan
tidak hanya mengurusi tentang tanah dengan HaknHaye,
sehingga terjadinya tumpukan perkara yang meninaloulk
tersendatnya penyelesaian-penyelesaian perkaedters

b) Para penegak hukum dan aparatur negara lainnyaidadindp
pertanahan tidak mendapatkan dana yang memadaik untu
menghadapi kasus-kasus atas tanah Hak Eigendom. irtal
dikarenakan terbatasnya dana kucuran dari pemierintauk
penyelesaian kasus-kasus atas tanah Hak Eigendah.inH
banyak mengganggu proses penyelesaian masalahngangntuk
tanah-tanah Hak Eigendom yang ada memiliki luagshayang
sangat besar sehingga dalam penyelesaian perkbtdultkan
banyak biaya. Pada kenyataannya akhirnya pihakgaénleukum
dan aparatur negara lainnya di bidang pertanalpakiga meminta
bantuan biaya kepada pihak yang bersengketa. Hiabanyak
menimbulkan peluang korupsi karena menjadi tidakraheya
keberpihakan penegak hukum dan aparatur negarayéaimli

bidang pertanahan.
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2.2.3.KEBERLAKUAN TANAH EIGENDOM PADA SAAT INI

Lalu muncullah pertanyaan bagaimana keberlakuaahtatengan Hak
Eigendom yang dalam hal ini terbentuk setelah sekaana yaitu pada zaman
penjajahan? Bagaimana keberlakuannya setelah pajajgh sudah tidak berdiri
lagi di bumi Indonesia? Apakah haknya masih diakui?

Ini adalah sedikit dari pertanyaan-pertanyaan ysamgpai sekarang masih
sering dipertanyakan bagi masyarakat awam. Memaagishdiakui untuk
pengurusan atas tanah-tanah bekas hak barat sepeatiidengan Hak Eigendom
memiliki jauh lebih rumit dari hak-hak lainnya. Akaetapi kerumitan tersebut
sebenarnya tidak membuat keberlakuan tanah Eigenwosebut diragukan.
Memang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-UnbNangl tahun 1958
mengenai Penghapusan Tanah Partikelir dikatakamwdahnah partikelir dan
tanah eigendom yang dibawah 10 bauw dihapuskanndamadi milik negara.
Akan tetapi hal ini tidak menyebabkan hapusnyaetars secara serta merta
mengigat masih adanya pasal 8 pada undang-undamg sama mengatur
mengenai ganti rugi yang merupakan syarat utamagsagabutan hak ini. Jadi
dapat dikatakan bahwa sebelum adanya ganti rugy yarupakan syarat utama
penghapusan hak tersebut maka tanah Hak Eigendsih bexlaku.

Belum lagi alat bukti Hak Eigendom atas tanah ddakbuah Grosse Akta
yang dalam hal ini merupakan alat bukti kepemilikang sangat kuat. Dapat kita
lihat dari pengertian Grosse Akta yaitu Grosse aki@ah salinan dari suatu vonis
pengadilan atau akta otentik (akta notaris) yangmpumyai kekuatan
eksekutorial, yang berarti Grosse iyu harus memké&pala diatasnya kata-kata
"Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang MBka”, sebagaimana
setiap vonis pengadilan harus memakai kepala putdsda-kata tersebut,
berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No. 14 tahun @19K0 1970 No. 74 L.N.
No. 2951§*

Selain itu menurut Victor M. Situmorang dalam bujaryang berjudul
Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi haldd@takan bahwa Grosse

Akta adalah suatu salinan atau turunan dari aktenélkh, yang memakai kepala

> Achmad IchsanHukum Perdata | BJakarta : Pembimbing Mass, , 1967), him. 323
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diatasnya kata-kata : :Demi Keadilan Berdasarkatulkagman Yang Maha Esa”,
dan pada bagian bawahnya harus dicantumkan sebemsse pertama dengan
menyebutkan nama orang yang atas permintaannyaegitis diberikan dan
tanggal pemberian grosse itu, dimana salinan tetsetempunyai kekuatan
eksekusi yang sama dengan satu putusan pengadiigrtgtapi.

Pengakuan akta Hak Eigendom atas tanah ini dialand penjelasan
pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 ta4B@id, mengenai Pendaftaran
Tanah, yaitu sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 24 Ayat (1):

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri darktiikepemilikan atas
nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dahilaphak tersebut
kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-tisampai ke tangan pemegang
hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alaktib tertulis yang
dimaksudkan dapat berupa:

a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasark
Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-2%)gng telah
dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersaagku
dikonversi menjadi hak milik; atau

b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasark
Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27gjaks
berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran taniaksdinakan
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 196daediah
yang bersangkutan; atau

c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan beatéan Peraturan
Swapraja yang bersangkutan; atau

d. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkarerduran
Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau

e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabag y#erwenang,
baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yatektdisertai
kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikatapietelah

dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamatgy
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f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangag gidoubuhi
tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kedurayang
dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintaltizi

g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat olehTPRéng
tanahnya belum dibukukan; atau

h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat $efreatau sejak
mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 2817d 977;
atau

i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yhegvenang,
yang tanahnya belum dibukukan; atau

J. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah gaerigtanah
yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daetab

k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitiad Verponding
Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Na@thadahun
1961; atau

I. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibledt Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengamaaapapun juga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Il, Pasal VI deal P/l
Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap uatidak ada lagi,
pembuktian pemilikan itu dapat dilakukan denganekaigan saksi atau
pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercapankrannya menurut
pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran taeahra sistematik atau Kepala
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secaraddp Yang dimaksud
dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kasakian mengetahui

kepemilikan tersebut.

Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa tdreh Eigendom masih
mendapat pengakuan akan tetapi ada beberapa cggaharus dipatuhi. Hal ini
terlihat dalam penjelasan tersebut bahwa bukti kkdpean tanah Eigendom yaitu

grosse akta hak Eigendom merupakan alat bukti \amag dan diterima sebagai
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alat bukti dalam pendaftaran tanah akan tetapi alersyarat bahwa grosse akta
hak eigendom yang diterbitkan tersebut harus barllas Overschrijvings
Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27), yang telah kdibu catatan, bahwa hak
eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi haik.ndadi kunci dari
keberlakuan groose akta eigendom adalah adanya uberimén catatan pada
grosse akta eigendom tersebut. Kewajiban pembubcdiatan ini tidak terlepas
dari adanya ketentuan konversi yang diatalam Peraturan Menteri Agraria
No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketean Undang-
Undang Pokok Agraria.

Kewajiban pencatatan ini diatur dalam pasal 3 BeaatMenteri Agraria

No. 2 Tahun 1960, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Hak-Hak Eigendom yang pemiliknya terbukti berkevearggaraan Indonesia
tunggal dicatat oleh Kepala Kantor Pendaftaranapattan (K.K.P.T.), baik pada
asli maupun pada grosse aktanya sebagai dikormergadi hak milik.

Sedangkan mengenai tentang apa yang dicatatkan gsliddan grosse
aktanya tersebut diatur dalam pasal 18 PeraturamdvieAgraria No. 2 Tahun
1960, yaitu sebagai berikut:

Pasal 18
Pencatatan konversi oleh Kepala Kantor Pendaftdé?artanahan (K.K.P.T.)
dengan membubuhi keterangan dengan kata-kata séteaiait:

"Berdasarkan pasal ..... ayat ..... Ketentuan-Keaten Konversi Undang-Undang

Pokok Agraria dikonversi menjadi: hak.................... (isi: milik, guna-

bangunan, guna-usaha, atau pakai) ............dengan jangka waktu................. ”
............................. [€=1g oo - | R

Kepala Kantor Pendedh Tanah
(tanda tangan danjebptan)
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Jadi dapat dikatakan disini bahwa keberlakuandig&kndom ini menjadi
kuat apabila dipatuhinya syarat-syarat yang diatengenai tentang ketentuan

konversi ini.

2.3. ANALISIS ATAS KEPEMILIKAN TANAH EIGENDOM

Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa terjadi pbatan yang sangat
panjang antara kedua pihak yang bersengketa. Masasing pihak dalam kasus
ini tidak mau mengalah dan merasa memiliki hak tdash seluas 332.234 M2
yang terletak di Kampung Parung Serab, Kel. Tiyaja&Kec. Sukmajaya, Kotip
Depok. Dalam kasus ini penulis mencoba menganaksmasalahan ini secara
komperehensif. Berikut adalah analisa penulis d&asus berikut:

2.3.1. Kepemilikan Tanah Garapan Oleh PEPABRI

Dikatakan dalam kasus ini bahwa riwayat tanah garamilik
Penggugat adalah merupakan tanah perkebunan kah&t Belanda yang
kemudian dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942, dkemdigarap oleh anggota
masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi tanaketaut untuk kepentingan
Jepang dan kemudian ditelantarkan oleh Jepang. detklah ditelantarkan oleh
Jepang, H. Muhammad Samin beserta masyarakat yamgukim di sekitar
lokasi tanah kembali menggarap tanah tersebut dengaanam singkong dan
tanah palawija yang hasilnya sangat membantu Kesegan masyarakat yang
tinggal di sekitar tanah garapan tersebut. Laluaptahun 1964, masyarakat
sekitar tanah garapan secara gotong royong menjblzat dan jembatan di
sekitar tanah garapan agar dapat memperlancamptit@ss di daerah tersebut.
Perjalanan tanah ini dilanjutkan sampai pada tab®®0 terbentuklah wadah
Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan rifjsse Republik
Indonesia atau yang disingkat dengan nama PEPABRddah ini aktif
menggarap tanah tersebut karena sebagian besaotamgm telah menggarap
tanah tersebut sejak tahun 1964 yang dikoordinaleh H. Muhammad Samin.
Bahwa pada tahun 1990, tanah garapan tersebuti-tibgidsan kepada anggota
PEPABRI.
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Kalau kita coba lihat dari perjalanan tanah terselatas, jelas sekali
sebenarnyapendudukan dan penggarapan tanah yang dilakukarh dte
Muhammad Samin, dan kawan—kawan adalah melanggasrhuHal ini karena
jelas H.Muhammad Samin dalam menduduki dan mengdarah tersebut tidak
meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik danaha tersebut yang dalam hal
ini adalah Tn. WL. Samoel De Meyyer. Dalam hal Tm. Samoel De Meyyer
memiliki hak untuk menikmati atas tanah kepemilikgam yang dibuktikan
dengan adanya Surat KepemilikBigendom Verponding Nomor 23 Aschrift 209
WL tanggal 9 November 1933 seluas 419.800 M2. Makgdryang mengatakan
bahwa mereka telah menggarap tanah tersebut ssjak 11942 tersebut juga
tidak dapat menunjukkan bukti kewenangan merekalkumbenggarap tanah
tersebut baik dengaHak OpstalatauHak Erfpacht Proses penggarapan tanah
yang ilegal ini jelas tidak sesuai deng@asal 2 Undang-Undang Nomor 51
PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tgma Izin Yang
Berhak Atau Kuasanyayang menyatakan bahwa:

Pasal 2

"Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak ataiasanya yang sah.”

Jadi dapat disimpulkan disini bahwa jika kita meadél dari sisi hukum
maka tindakan dari H.Muhammad Samin, dan kawan-kRay@ag menduduki dan
menggarap tanah tersebut tanpa seiizin pemilikiayay yvah adalah tindakan yang

melanggar hukum.

2.3.2. Kepemilikan Tanah Garapan Oleh DEPARTEMEN PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT RADIO cq PROYEK
MASS MEDIA RRI JAKARTA (RRI), Cimanggis
Dalam kasus ini dijelaskan bahwa pada tahun 1988kgDEPARTEMEN

PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT RADIO @

PROYEK MASS MEDIA RRI JAKARTA (RRI) meminta sebagiatanah

garapan seluas 70.100 M2 kepada H. Muhammad Saamg galam hal ini

bertindak sebagai koordinator penggarap. H. Muhain&smin menyanggupi hal
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tersebut dan memberikan sebagian tanah garapaemg& pihak RRI tersebut.
Lalu pada tahun 1985 tanah seluas 70.100 M2 tersdibwat pagar pada
sekeliling tanah tersebut. Pada tahun 1996 pihalggesrap mendapat undangan
dari Kepala Kecamatan Sukmajaya yang dalam pertenteesebut ternyata
diketahui bahwa telah terbit Sertipikat Hak Pakai M Tahun 1995 oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor atas nama DepartemernaRgan RI cq Direktorat
RRI cq Proyek Perumahan Mass Media RRI Jakartairda@ggis. Akan tetapi
pada pertemuan tersebut Sertipikat Hak Pakai NG@.adun 1995 atas nama
Departemen Penerangan RI cq Direktorat RRI cq Rr&ggumahan Mass Media
RRI Jakarta di Cimanggis tersebut tidak diperlibatkepada penggarap yang
pada waktu tersebut hadir pada pertemuan terselalitini dikarenakan bahwa
sertipikat hak pakai tersebut hilang dan sedangnadadroses penerbitan kembali
Hal inilah yang memicu terjadinya perseteruan anfahak penggarap dengan
Pihak RRI.

Kalau kita lihat dari kasus ini maka ditemukan brapa kejanggalan atas
sertipikat hak pakai tersebut. Kejanggalan tersahtdra lain:

1) Sertipikat Hak Pakai No. 4 Tahun 1995 atas nama aBemen
Penerangan RI cq Direktorat RRI cq Proyek Perumahass Media RRI
Jakarta di Cimanggis yang dikatakan pada perteryaag dilakukan oleh
pihak Kecamatan Sukmajaya tidak dapat diperlihatdangan alasan
hilang.atau telah musnah karena kebakaran Hal inimmbulkan
keganjilan mengapa sertipikat yang dimiliki olehgk RRI yang notabene
sebagai sebuah perusahaan Badan Umum Milik Negea sampai
hilang, apakah memang ada kelalaian dalam penyiampasertipikat
tersebut atau memang ada rekayasa dibalik habtgrsehingga dikatakan
hilang. Menurut fakta yang ada, kebakaran tersetiak pernah terjadi di
kantor Departeman Penerangan atau kantor RRI,ilouktdkan dengan
tidak adanya alasan yang jelas untuk mendukung amng@a sertipikat

tersebut di persidangan.
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2) Menurut pengakuan dari pihak H. Muhammad Samin, ldaman-kawan
sebagai penggarap tanah tersebut bahwa tidak &egesngukuran atas
tanah sengketa tersebut tidak pernah dilangsungladghal jelas sekali
diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. BOntd961 tentang

Pendaftaran Tanah, yaitu:

Pasal 3

i. Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasay2t&2)

semua bidang tanah diukur desa demi desa;

il. Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diasak
a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;
b. penetapan batas-batasnya.

iii. Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ijlainkan oleh
suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agrariaapenjabat
yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorpegawai
Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan duagemggota
Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (setagaudalam
Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Mex Agraria
memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapanhtah
dengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria, PagnBraja
dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pelkamjé&u
Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yabgrtkan
oleh yang berkepentingan;

V. Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batasafaang
bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bengtgkditetapkan
oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanadgéai oleh
anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepegatmatau
wakilnya;

V. Jika ada perselisihan tentang batas antara bebefaigdang tanah

yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentapga yang
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berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitiadsdra

menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingeawraalamai;

Vi. Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang benkipgan
dalam perselisihan batas maupun dalam perselisteatang
siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanalatpat
mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yaegjauli
pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-dafearg
dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan reatuor
pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketgpsam

perselisihan itu diselesaikan;

vil. Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakargde tanda-
tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang gitetaoleh

Menteri Agraria.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana bisa pBadan Pertanahan
Indonesia Kabupaten Bogor yang dalam hal ini mé&milugas dan
kewenangan dalam mengukur bisa sampai tidak diketaleh para
penggarap. Hal ini sangat mengherankan karenagasiakn pengukuran
biasanya dilaksanakan dengan melibatkan beberap®y atan pastinya
akan sangat mencolok ketika kegiatan pengukuraelet dilaksanakan.
Apalagi tanah yang dilakukan pengukuran tersebatahdtanah dengan
luas yang sangat besar, pastilah dibutuhkan baonyakg yang secara
otomatis akan terlihat sangat mencolok. Lalu bagaenbisa kegiatan
pengukuran ini bisa sampai tidak diketahui olehakilpenggarap yang
dalam hal ini menempati tanah tersebut. Salah katnehan lainnya
adalah adanya pelanggaran terhadap pasal 3 ayaru? & Peraturan
Pemerintah no. 10 tahun 1961 tersebut yaitu baloaaya kewajiban bagi
panitia pengukur tanah tersebut untuk menyelidikayat bidang tanah
tersebut. Jika pihak panitia pengukuran tersebutmamg benar
menyelidiki riwayat bidang tanah tersebut maka ipakan diketahui

bahwa tanah tersebut telah diduduki oleh para peagg Dalam hal ini,
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3)

seperti ada kesengajaan untuk mengabaikan pasaiaBuRan Pemerintah
No. 10 tahun 1961 ini.

Menurut pengakuan dari pihak RRI, bahwa riwayagakatersebut adalah
berasal dari jual beli yang dilakukan dari Han Tk kepada Jawatan
Gedung Negara pada tahun 1956. Hal ini didasargateradanya Akta
Jual Beli yang dilakukan oleh kedua pihak tersebiain Tek Nio adalah
pemilik asal dari tanah tersebut yang dibuktikangd@ Asli Eigendom
Verponding Nomor 23 atas nama dirinya sendiri. i8ebakti akta jual
beli, pihak RRI juga menyatakan memiliki Asli Eigemm Verponding
nomor 23 tersebut, kwitansi pembayaran pembeliaahtadari Han Tek
Nio, dan kwitansi pembayaran ganti rugi tanah gamapg\kan tetapi pada
fakta di persidangan ternyata kesemua bukti-bukebut tidak dapat
ditunjukan di muka persidangan. Hal inilah yang mdaulkan kecurigaan
terhadap bukti-bukti tersebut. Selain itu padaigargjan ternyata pihak
H. Muhammad Samin, dan kawan-kawan (penggugat)ykig dapat
membuktikan bahwa Surat Kepemilikan Eigendom Vedowy tersebut
adalah palsu. Hal ini terbukti dengan adanya Swaraggal 8 April 1977
Nomor: JA. 5277 yang dikeluarkan Balai Harta Pegailgn (BHP)
Departemen Kehakiman R.I yang menyatakan “copy neige,
verponding no. 23 atas nhama HAN TEK NIO/NV. MAATSEAPPY
TOT EXPLOITATIE VAN HET LAND CIMANGGIS” tidak terdpat
data-data di Kantor Balai Harta Peninggalan, mi&mnmengenai tanah
Eigendom Verponding Nomor 23 Afschrift Nomor : 2081 tanggal 9
November 1933 luas 419.800 M2 yang terletak di C®samajaja Depok
tercatat atas nama "WL. SAMOEL DE MEYYER”, yang lolpenggugat
dijadikan sebagai bukti baru (novum) dalam perkg@mohonan
Peninjauan Kembali Nomor: 588 PK/Pdt/2002 adalatR&8U PALSU.
Hal ini ditegaskan oleh KETUA BALAI HARTA PENINGGAAN H;.
HERMANY NURSIWAN, S.H, NIP. 040028710 dalam Surattanggal
19 Juni 2002 Nomor: W7.CA.HT.05.15-293-2002, pdrihaformasi
Kebenaran Surat yang ditujukan kepada Sdr. Kastdadinoto, S.H.
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Kuasa Hukum Lembaga Informasi Nasional, dengan tear kepada

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum DeparéenKehakiman

dan Hak Asasi Manusia Rl dan Kepala Kantor Wilayaé&partemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, yang mengatakbagai berikut:

Setelah diteliti di Register/agenda berkas suraaswudimaksud
tidak ditemukan arsipnya;
Stempel Dinas (Cap) yang digunakan hanya berlakukusebelum
tahun 1972 (Ejaan Lama) , sedangkan untuk tahury dah 1979
berlaku stempel Dinas dengan tulisan "Departemerhd@man
Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangarekiorat
Perdata Balai Harta Peninggalan Jakarta” dengan &jaBaru;
Tanda tangan Anggota Tehnis Hukum Syaiful Anwar tiBAk
sama (berbeda) dengan tanda tangan pada berkasbeskrat
yang lain yang dikeluarkannya secara resmi danHitiercantum
NIP nya;
Menurut ketentuan Administrasi surat keluar padauta 1977 dan
1979, surat tanggal 27 Juni 1979, seharusnya merkode nomor
surat JA/BE/26-79 bukan JA/BC/26-79, karena sumatsdbut
termasuk Budel Eropah, sedangkan Surat tanggal fd A977,
tidak memuat sama sekali kode surat tersebut.
surat diatas tersebut merupakan Novum yang menramtokgi Majelis
Hakim PK Mahkamah Agung Rl untuk memenangkan PegaiguHal
ini diterangkan oleh Majelis Hakim PK dalam Pertangan Hukum
Putusan PK No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 Septe2@@4 hal. 26
alinea 1-2 yang berbunyi:
Bahwa dari dan tanggal ditemukannya novum tersdimyatakan di
bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Beritaa Adamor:
01/Pdt/P/PK/2002/PN.Bgr, disahkan oleh Hakim (Pajalyang
berwenang), dan novum tersebut bersifat menent@adnagaimana
yang ditentukan dalam pasal 67 huruf a Undang-Ugdéomor: 14
tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004;
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertinapatgysebut
diatas maka permohonan Peninjauan Kembali yangukdigj oleh
Pemohon I. H. MUHAMMAD SAMIN, yang telah meninggdunia

pada tanggal 28 Juli 1999 sesuai dengan Surat dfejen tentang
Kematian dari a.n Lurah Sukmajaya, Kecamatan Sukyaauharto
No. 010202934 tanggal 7 Juni 2002 Nomor: 472.3Mddra yang
dalam hal ini digantikan oleh 2. A. KARIM, 3. UDJg, 4. ADMIN.

Sehingga putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pd@28Aggal:
23 Maret tidak dapat dipertahankan dan harus dKzata serta
Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan mebdaatih

oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 281499 Nomor
: 603/Pdt/1998/PT. Bdg yang sudah tepat dan bestangga seluruh

amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibami.

4) Jika dirunut kembali waktunya maka akan ditemukaanehan dalam
pemilikan tanah oleh pihak RRI tersebut. Hal inidke pihak penggarap
telah menempati tanah garapan tersebut sejak tB@ dan telah sangat
aktif dalam mebuat jembatan dan jalan sebagai strfritur penunjang
tanah tersebut pada tahun 1964. Sedangkan merengéaluan dari pihak
RRI bahwa pihaknya melakukan jual beli pada tah8861dengan Han
Tek Nio. Hal ini terlihat sangat aneh karena jikamnang telah terjadi jual
beli pada tahun 1956 maka berarti kepemilikan tddafpindah kepada
pihak Jawatan Gedung Negara. Jika ternyata tamsdbiet sudah dikuasai
oleh pihak Gedung Jawatan Negara maka seharusingk @iawatan
Gedung Negara mempublikasikan kepemilikannya tetséan langsung
memberitahukan kepada pihak penggarap untuk s@gedah dari tanah
tersebut. Lalu pada persidangan juga dikatakan #alpihak RRI
memperoleh hak pakai dari Jawatan Gedung Negamtphdn 1981 yang
dibuktikan dengan adanya sertipikat Hak Pakai NdaHun 1981 atas
nama Departemen Penerangan RI cq Direktorat Raglid’moyek Mass
Media RRI Jakarta. Lalu mengapa pihak RRI baru nesitahukan
kepada penggarap pada tahun 1995 dengan mengguSakifikat Hak
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Pakai No. 4 tahun 1995 sebagai buktinya yang m&earpaengganti dari
sertipikat Hak Pakai No, 1 tahun 1981 yang dinyatatelah musnah oleh
kebakaran.

5) Jika memang tanah tersebut telah dimiliki olehagildawatan Gedung
Negara dan telah diberikan hak pakainya kepadakPRRI yang
dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai No. 4 tah@85 yang dikatakan
adalah pengganti dari sertipikat hak pakai No.nhumal981, lalu mengapa
di bukti-bukti persidangan terdapat fakta yang diaikan dari pihak H.
Muhammad Samin dan para penggarap bahwa pada &80y pihak
RRI meminta sebagian tanah garapan melalui H. Muiehn Samin
sebagai koordinator penggarap tersebut. Pernyataaidak disanggah
oleh Pihak RRI. Jika memang Pihak RRI ingin menkgju izin
seharusnya Pihak RRI mengajukan kepada Pihak Jawsdung Negara
sebagai pihak pemilik. Jika dilihat dari waktunyaemang ada
kemungkinan bahwa ada keterkaitan yaitu setelah intamzin dari
penggarap, pihak RRI baru membuat sertipikat h&iaip@tapi dalam hal
ini pihak penggarap bukanlah pemilik yang sah temah tersebut, jadi
jika pihak RRI ingin memperoleh tanah tersebut madagajuan ke pihak
penggarap adalah salah alamat.

Dalam kasus ini penulis mencoba menganalisa kasugddri sudut
pandang perundang-undangan yang ada sehingga RRBklalam hal ini bisa
sampai melakukan penyerobotan atas tanah tersebupemilik aslinya yaitu
WL. Samoel De Meyyer sebagai pemilik eigendom tarseAnalisa penulis
adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan bukti-bukti yang ada di persidangak dari Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan mjanan Kembali, Penulis
berpendapat bahwa memang kepemilikan tanah yandikiimieh Pihak RRI
yang dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Pakai 1 tahun 1981 yang
digantikan dengan Sertipikat Hak Pakai No. 4 tall995 adalah melanggar

hukum. Hal ini karena memang di persidangan tidagatl dibuktikan karena
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ternyata pembelian tanah tersebut yang dilakukah &lihak Jawatan Gedung
Negara dari Han Tek Nio adalah tidak ada. Hal iareka Akta Eigendom
Verponding yang dimiliki Han Tek Nio tidak pernaérdaftar di Balai Harta
Peninggalan. Balai Harta Peninggalan dalam hahemang sebagai badan yang
berwenang untuk membuktikan asli atau tidaknya d&itgendom Verponding
yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana pihak RRi b&@npai memilik tanah
tersebut dengan hak pakai? Bagaimana mungkin gka mendapatkan tanah
tersebut sudah melanggar hukum akan tetapi pihak Risa memperoleh
sertipikat Hak Pakai yang sah dari Kantor Badartahahan Kabupaten Bogor.
Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan bagi semuangrdntuk menjawab
pertanyaan tersebut, penulis ingin kembali lagiakigpteori yang telah penulis
paparkan sebelumnya, yaitu bahwa Pada tahun 1@r@ad dalih kepentingan
umum dikeluarkanlah oleh Presiden Soeharto yaistruksi Presiden Nomor 9
Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hakas Tanah dan
Benda-Benda yang Ada di Atasnyalnstruksi Presiden ini dicabut dengan
adanyaKeputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pad@an Tanah
bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentangdél@an Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdilmentuk untuk
memenuhi kebutuhan akan tanah dalam usaha-usahiaapgoman, baik yang
dilakukan oleh instansi/badan pemerintah, mauputukukepentingan swasta,
khususnya untuk keperluan pemerintah dirasa peldunya ketentuan mengenai
pembebasan tanah sekaligus menentukan besarnyargginttas tanah yang
diperlukan secara teratur, tertib dan seragam. Beguman untuk kepentingan
umum berdasarkan Pasal 5 Keppres ini dibatasi W#giatan berikut:

1. Kegiatan pembangunan yang dilakukan, selanjutngalii pemerintah
serta tidak digunakan untuk mencari keuntungannidddaberapa bidang
berikut:

a. Jalan umum dan saluran pembangunan air;
b. Waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnyaaselk
saluran irigasi;

c. Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan maayarak
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d. Pelabuhan atau bandar udara atau terminal;

Peribadatan;

N )]

Pendidikan atau sekolah;

Pasar umum atau pasar inpres;

= «Q

Fasilitas pemakaman umum;

Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain gitdng

penanggulangan bahaya banijir, lahar, dan laindancana;

J. Pos dan telekomunikasi;

k. Sarana olahraga;

. Stasiun  penyiaran radio, televisi, beserta sarana
pendukungnya;

m. Kantor pemerintah;

n. Fasilitas angkatan bersenjata RI.

2. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sgkaig dimaksud
dalam angka 1 ditetapkan dengan keputusan presiden.

Jika kita melihat dari pasal tersebut, maka jelatsilu mendirikan stasiun
penyiaran radio beserta sarana pendukungnya tekmksudalam kategori
kepentingan umum. Jadi menurut penulis memang adgdsi yang sangat erat
antara penyerobotan tanah yang dilakukan oleh FRRkatas tanah Eigendom
milik WL. Samoel De Meyyer. Dalam hal ini memangnmgintah bisa saja
mengambil tanah tersebut dengan dalih kepentinganmrudan hal ini dibenarkan
dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 55 tahud té@§ebut. Akan tetapi
yang harus menjadi catatan adalah dalam Keputusssiden Nomor 55 tahun
1993 tersebut ada pengaturan ganti rugi yang leraladap pemilik yang sah atas
tanah tersebut. Ganti kerugian tersebut diaturndaasal 15 Keppres Nomor 5
tahun 1993. Sedangkan untuk kepentingan gantiteusgbut diebentuklah Panitia
Pengadaan Tanah yang diatur pada pasal 6 Keppme®ri® tahun 1993. Lalu
pada pasal 8 Keppres Nomor 55 tahun 1993, tugdsdeéBlah menaksir dan
mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yangyha#ikan dilepaskan atau
diserahkan. Akan tetapi, sesuai padal 18 dan 19, bB&dPwenang mengeluarkan
keputusan mengenai bentuk dan besarnya gantiBagiaitan dengan tugas PPT,

tampaknya antara pasal yang satu dengan yangdiang $ertentangan sehingga
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posisi PPT tidak lagi sebagai mediator yang netaal independen. Terlebih lagi,
pasal 45 PMNA/Ka. BPN Nomor 1 tahun 1994 menetapkahwa PPT

mendapatkan honorarium sebesar 1 % dari jumlahiréamkganti rugi yang

dibebankan kepada instansi pemerintah yang menaerianah.

Satu hal lagi yang menjadi keganjilan dari Keppnes 55 tahun 1993
adalah apabila PPT telah mengeluarkan rekomendasi ganti rugi tanah
tersebut, maka rekomendasi itu diajukan kepadargubheGubernur dalam hal ini
memang diberikan kewenangan untuk menetapkan gagitiatas tanah tersebut
sehingga setelah gubernur mendengar dan mempgbajadapat dan keinginan
pemegang hak atas tanah serta pertimbangan PPTErngubmengeluarkan
keputusan yang mengukuhkan atau mengubah kepuRRB&mmengenai bentuk
dan besarnya ganti rugi (pasal 20 ayat 3). Apalglaya yang ditempuh oleh
gubernur juga tidak diterima oleh pemegang hak atasah dan lokasi
pembangunan yang bersangkutan tidak dapat ditermaa gubernur yang
bersangkutan mengajukan usul penyelesaian denganpeacabutan hak atas
tanah sebagaimana diatur dalam UU nomor 20 tah@h B€pada Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusaglg®eberkonsultasi dengan
menteri dalam negeri, menteri dari instansi yangnerukan tanah, menteri
kehakiman, menteri negara agraria / kepala badatarahan nasional maka
permohonan pencabutan hak tanah tersebut disamgekada presiden.

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa Kepbwoesor 55 Tahun
1993 menempatkan posisi gubernur sebagai penendgisibn Maker) yang
sangat menentukan proses pengadaan tanah maupetagsnganti rugi. Dalam
hal ini, gubernur berwenang mengukuhkan atau metglteputusan Panitia
Pengadaan Tanah (PPT) dan dapat menempuh acam@bptrc hak atas tanah
berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 1961. iMekatentuan pasal 22
Keppres Nomor 55 tahun 1993 pengadaan tanah skalh untuk kepentingan
umum yang luasnya tidak lebih dari satu hektar ddpakukan secara langsung
oleh onstansi pemerintah yang memerlukan tanahashepgra pemegang hak atas
tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar demgan cara lain yang

disepakati oleh kedua belah pihak.
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Jika kita amati maka sebenarnya memang ada kemrmangliagi Pihak
RRI untuk mengambil tanah tersebut tanpa haruskulkda ganti rugi terhadap
pemiliknya yang sah. Hal ini karena memang adardaskum bagi Gubernur
untuk mencabut hak atas tanah tersebut. Pada zardenbaru hal seperti ini
memang biasa terjadi, hal ini memang terjadi akikesewenang-wenangan
pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Pres&tsharto. Terlebih lagi pada
era orde baru ini tepatnya pada tahun 1997, dikemaoleh pemerintahan orde
baru yaituKeputusan Menteri Negara Agraria (KBPN) No. 13 tahul997
tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah Yang TerketJndang-Undang
Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Paelik Yang dalam

konsiderannya menyebutkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-giidiamor 1 Tahun
1958, sejak tanggal 24 Januari 1958, sejak berigkiimdang-undang
Nomor 1 Tahun 1958 semua tanah-tanah partikelirtailaah eigendom
yang luasnya lebih dari 10 bouw hapus dan tanatayana hukum

seluruhnya serentak menjadi tanah negara;

b. Bahwa ganti rugi diberikan kepada bekas pemilitanah yang
tanahnya sudah berstatus tanah negara tersebut,useketentuan
Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 hanya apabatas
bagian-bagian tanah-tanah pada waktu mulai berlakya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1958, digunakan atau diusahakableh
bekas pemiliknya, bila tidak digunakan atau diusaken oleh bekas
pemiliknya karena alasan-alasan yang tidak dapabenarkan, tidak

diberikan ganti rugi;

c. Bahwa mengingat ketentuan mengenai ganti rugig yditetapkan
berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 TahuB #9Sebut
perhitungannya tidak lagi dapat direalisasikan, anp&rhitungan ganti
ruginya ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi téfierKepala
Departemen Agraria Nomor SK.15/Depag/1966 tanggaM&i Tahun
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1966, yang kemudian dalam perkembangannya hinggguga sudah

tidak sesuai lagi;

d. bahwa sejak tanggal 24 Januari 1958 sejak nheldakunya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1958 hingga kini 39 tahurghtehelampaui
jangka waktu/kadaluarsa dan karenanya bagi bekaunlipganahnya
dikuasai negara tidak lagi diberikan ganti rugieker telah lampau
jangka waktu/kadaluarsa;

Hal ini jelas semakin menguatkan bagi badan-badanepintahan yang
ingin memiliki tanah dengan dalih kepentingan umiishak perlu membayarkan
ganti rugi pada pemilik yang sah. Dengan dalih képgan umum ini maka
penerbitan ijin mengajukan sertipikat bisa ditddit oleh Gubernur melalui Surat
Keputusan Gubernur setempat. Hal ini memang memial&a bagi Gubernur
untuk memberikan ijin tersebut secara sepihak. #&gpalada Keppres No. 5 tahun
1993, dihilangkan fungsi pengadilan sebagai badadependen untuk
menyelesaikan permasalahan ganti rugi atas tarmahiggin dipergunakan untuk
kepentingan umum.

Lalu timbul pertanyaan mengapa kalau memang ada tagkum tersebut,
Pihak RRI tidak pernah mengajukan bukti tersebutpkagadilan baik pada
tingkat pertama di pengadilan negeri sampai paugkait Peninjauan Kembali.
Jawabannya adalah bahwa pihak pemerintah menybdhwa peraturan yang
dibuat bertentangan dengan peraturan yang adasiyataHal ini menyebabkan
pemerintah tidak pernah mengajukan bukti-buktieleus ke muka pengadilan.
Selain itu hal ini juga tidak terlepas dari tidakaknya bukti tersebut akibat telah
dihapusnya peraturan-peraturan tersebut pada feraneesi. Keputusan Menteri
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional bl 12 tahun 1999
yaitu tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara fraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 1997 temg Peniadaan Ganti
Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nwmor 1 tahun
1958 Hal ini merupakan langkah kemajuan untuk mengdikdrahak-hak para

pemilik tanah Hak Eigendom yang telah terinjak#nj@gada zaman orde baru.
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Undang-Undang ini mengembalikan lagi keberlakuaierkean ganti rugi yang
diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tgnRenghapusan Tanah
Partikelir.

Selain itu untuk pengadaan tanah bagi kepentingaonu juga telah
diganti dengarPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan PembangundJntuk
Kepentingan Umum Satu perubahan yang paling mendasar adalah jointyeu
kemungkinan bagi Presiden untuk bidang peruntukargydapat dikategorikan
sebagai kepentingan umum. Hal ini karena kategamgydapat dikatakan
kepentingan umum telah diatur menjadi dua pulub §€2t) kategori yang tetap
yang tidak dimungkinkan untuk ditambah. Peratureesiélen Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2005 ini, lalu pada perkembangarpgraturan presiden ini
disempurnakan deng&teraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tamu
2006 yang menambahkan beberapa pasal sebagai penyemapurBalah satu
pasal yang paling mendasar dalam pemberian gagitadalah adanya pasal 18a
yaitu:

“Apabila yang berhak atas tanah atau benda-bendagyada di atasnya
yang haknya dicabut tidak bersedia menerima gamgi sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Presiden, karena dianggap jumlalkuyang layak, maka yang
bersangkutan dapat meminta banding kepada Pengadilenggi agar
menetapkan ganti rugi sesuai Undang-Undang NomofT@Bun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yataydi Atasnya dan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentangrédenetapan Ganti
Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengamcBbutan Hak-Hak Atas
Tanah dan Benda-Benda yang ada di Atasnya.”

Dengan adanya tambahan pasal 18a ini maka funggiapéan sebagai
badan penyelesaian apabila tidak terdapat kesepatexhadap jumlah ganti rugi.
Dalam hal ini yang ditetapkan sebagai badan pesgele adalah Pengadilan
Tinggi. Penyempurnaan selanjutnya adalah denganbergiok undang-undang
untuk menyempurnakan peraturan presiden ini. Undawigng tersebut adalah
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadadranah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umuntndang-undang nomor 2 tahun 2012
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ini  merupakan penyempurnaan dari peraturan presigang mengatur
sebelumnya. Hal ini terlihat lebih lengkap dan Idpéngaturan yang ada pada
undang-undang ini. Untuk penyelesaian sengketa gagit pada undang-undang
ini menunjuk pengadilan negeri dan dapat dimintakasasi kepada Mahkamah
Agung apabila ternyata para pihak masih belum pgedsadap putusan yang
dikeluarkan pengadilan negeri. Hal ini tentunyagssrmenggembirakan karena
dapat dilihat negara dalam hal ini pemerintah nsgakkan amanat dari UUD
1945 yaitu untuk bertindak seadil-adilnya terhakleagejahteraan masyarakat. Jadi
kesimpulannya adalah memang terjadi banyak kesewewmanangan dari
pemerintah yang dalam hal ini secara arogan mekeatappaya paksa baik dari

sisi peraturan dan perundang-undangan maupun pakizlp di lapangan.

2.4  KASUS SENGKETA TANAH HAK EIGENDOM
Kasus Posisi
Sebelum kita mulai membahas mengenai Putusan BeamjKembali
Mahkamah Agung No. 588 PK/Pdt./2002 maka ada baikata melihat kasus
posisi dari sengketa tanah ini. Adapun data-datiskdaus ini adalah:
a. Penggugat
H. Muhammad Samin yang dalam hal ini telah menihgigaia
pada tanggal 28 Juli 1999 sehingga digantikan ddeliKarim dan
Udje. S.
b. Tergugat (Tergugat I)
Departemen Penerangan Republik Indonesia cq Dnak®adio
cq Proyek Mass Media RRI Jakarta.
c. Turut Tergugat (Tergugat Il)
Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor.
d. Objek Sengketa
Tanah seluas 332.234 m2, dengan batas-batas séleaiat:
SebelalUtara Tanah milik Kaming, H. Umar dan Tanah Garapan
Himang.
Sebelah TimurKali Kumpa, Jalan RRI.
Sebelah Selatafanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI.
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Sebelah BaratTanah sawah milik Kicang.

e. Letak Objek Sengketa:
Kampung Parung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamata
Sukmajaya, Kotip Depok, Jawa Barat.

Kasus ini berawal dari adanya sengketa pertanafianadd. Muhammad
Samin dkk sebagai Penggugat melawBepartemen Penerangan Republik
Indonesia cq Direktorat Radio cq Proyek Mass Mediakarta sebagai Tergugat.
Kasus ini adalah kasus sengketa tanah garapan seiitias 332.234 m2 yang
terletak di kampung Parung Sarap, Kelurahan Titgjkecamatan Sukmajaya,
Kotip Depok, Jawa Barat.

Tanah yang bersengketa ini merupakan tanah gargpag dikatakan
adalah milik dari penggugat yang pada awalnya adaah perkebunan milik
Belanda yang kemudian dikuasai oleh Jepang padantd®42. Tanah ini
kemudian tanah ini digarap oleh penggugat yangwdial ini memberikan hasil
buminya kepada pemerintahan Jepang yang berkudsdatiesia pada waktu itu.
Lalu tanah tersebut ditelantarkan oleh Jepang gghinpenggugatlah yang
menggarap tanah tersebut.

Pada tahun 1980 terbentuklah sebuah wadah orgagmag dinamakan
PEPABRI yaitu Persatuan Purnawirawan dan Warakafngkatan Bersenjata
Republik Indonesia. Organisasi ini mendapat limpakenah garapan tersebut
yaitu seluas + 33 ha yang kemudian dibagikan kepedmota PEPABRI. Pada
tahun 1980 juga, tergugat | meminta sebagian tg@ahpan penggugat kepada
penggugat yang dalam hal ini merupakan seorangdkwipr penggarap yaitu
seluas 70.100 m2 untuk dipergunakan sebagai Idk&@sgunan pemancar RRI
Bogor. Pada tahun 1985, dibuatlah pagar atas tamsébut oleh tergugat I. Lalu
pada tahun 1988, penggugat mendapatkan saranaaeriptah/camat/lurah agat
penggugat membuat surat pernyataan bahwa benagasepanggarap tanah
seluas kurang lebih 20 ha yang terleteak di kam@Raging Serap, Kelurahan
Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok, JawaraB dan kemudian
pernyataan tersebut diketahui dan disetujui olepake Kecamatan Sukmajaya,

Danramli Sukmajaya dan Kepala Desa Sukmajaya.
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Adapaun pada tahun 1990, tanah garapan yang dimpéikggugat mulai
dibagi-bagikan kepada para anggota PEPABRI, dimastiap anggota
mendapatkan satu kavling tanah dengan luas 200Per2bagian tanah garapan
ini dilakukan oleh pengurus PEPABRI kepada anggi¢mgan dasar surat
pernyataan over garapan yang telah dilegalisir p&dator Notaris R.N.
Sinulingga, SH, sebagai notaris dan PPAT pada ta4Ba6. Lalu pada tahun 1996
juga, penggugat diundang oleh Kepala Kecamatan Sjalan, Kotip Depok,
untuk hadir pada pertemuan dimana pada pertemusebteg Kepala Kecamatan
tidak hadir dan hanya diwakili oleh Pamong Prajacdfeatan Sukmajaya.
Adapun dalam pertemuan tersebut Pamong Praja mgathd&an kepada
penggugat bahwa telah diterbitkan oleh Kantor Raftan Kabupaten Bogor atas
nama Departemen Penerangan RI cq Direktorat RArogiek Perumahan Mass
Media RRI Jakarta yaitu sebuah sertipikat Hak Phkai4 Tahun 1995 atas tanah
garapan PEPABRI tersebut.

Akan tetapi ditemukan kejanggalan dalam pertemeesebut yaitu bahwa
Pamong Praja tersebut tidak dapat menunjukkan lkekiemilikan Tergugat atas
tanah garapan penggugat tersebut. Pamong Pragbuéreanya menyebutkan
nomor sertipikat tergugat tersebut dan menyatakasaa bahwa sertipikat
tergugat hilang dan masih dalam proses penguri3alam hal ini penggugat
tidak dapat menerima penjelasan tersebut dan nekamatkeberatan karena
pemberian hak kepada tergugat diatas tanah gana@aggugat tidak melalui
prosedur hukum khususnya yang mengatur tentangaftarah tanah PP No. 10
tahun 1961.

Lalu pada bulan Aplril 1996, penggugat mengecek ekaban dari
kepemilikan sertipikat tergugat pada Kantor KelamhSukmajaya kemudian
Kelurahan mengeluarkan surat pernyataan yang megleaa bahwa berdasarkan
kutipan buku Letter Desa / Buku Induk, tanah teejuglak tertera dalam buku
Induk maupun Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajakik mengenai luas
maupun mengenai riwayat tanah, adapun yang tet@raya dalam buku
rincian/varifikasi tanah tahun 1994 Nomor urut 7drdugat memiliki luas tanah

70.100 m2 yang saat ini telah dipagar tembok. Dateiini pihak kelurahan
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tidak mengetahui secara jelas, kapan proses pamalttek dari tanah eks
perkebunan menjadi tanah hak pakai No. 4 atas tengagat.

Bahwa pada bulan Juli 1996 melalui Walikota Kotippbk, penggugat
menerima sertipikat tergugat atas tanah garapaggpegat. Akan tetapi menurut
penggugat, keabsahan sertipikat tersebut oleh pgaggangat diragukan karena
proses penerbitannya bertentangan dengan pergberandang-undangan yang
berlaku, hal ini terlihat beberapa kejanggalan madertipikat tersebut seperti :

a. Masih tertulis Cimanggis seharusnya produk tahu@51Sudah
harus tertulis Kecamatan Sukmajaya;

b. Pengisian sertipikat terkesan direkayasa dibuat-diara ada tulisan
tangan;

c. Tercatat pembukuan tanggal 1 April 1981 sedangkambagr
situasi tanggal 18 Mei 1995, hal ini jelas tidaksoia akal bahwa
proses sampai 14 tahun lamanya;

d. Tertulis penggantian luas sertipikat HP No. 2/Cukagena hilang
dicoret dan tertulis tangan dan diganti denganINBukmajaya;

e. Tidak tertulis siapa penunjuk batas;

f. Tidak disebut batas-batas tanah tersebut;

g. Jika Luas ada maka tentu saja gambar/peta harusladaama
sekali dalam proses penerbitan tidak melibatkanraapdari
Desa/Kelurahan yang bersangkutan sesuai dengarl Bag?)
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.

Lalu pada tanggal 25 April 1996, Kepala Kelurahaok8ajaya
memberikan keterangan/pernyataan bahwa “dari kaimakpkelurahan tidak
mengetahui secara jelas, baik proses peralihan dek tanah milik RRI
(Deppen)”. Hal ini berarti pemerintah desa / kehara Sukmajaya sama sekali
tidak diikutsertakan dalam proses penyelidikan yatdanah sampai pada proses
penerbitan sertipikat hak pakai No. 4 tersebut,inggja dapat dikatakan
keabsahannya sangat diragukan. Adapun pada tarighabeptember 1996,
penggugat melaporkan kepada Bakorstanasda Jawa Batak memohon

bantuan menyelesaikan masalah tanah garapan pexgigrggan pihak tergugat
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melalui instansi yang berwenang seperti Pemerinedeerah Tingkat |l
Kabupaten Bogor atau Badan Pertanahan Nasionalg&adu Bogor.

Lalu pada tanggal 22 Desember 1996, penggugat magapenerbitan
SPPT tahun 1996 dan SPPT tahun 1997 telah ditaerbitheh Kepala Kantor
Pertanahan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bagas permohonan
penggugat yang didukung, atas Bakorstanasda Java 8an oleh penggugat
telah melaksanakan kewajiban pembayaran PBB. Radpyal 20 Januari 1999
penggugat telah mengajukan permohonan pengakuakdpaida Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor. Pada tanggal 23 Jaifi@ifi Bakorstanasda Jawa
Barat menyatakan dukungannya dengan menyampaikeat kapada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor agar dapat membantugygaig dalam proses
pengakuan hak tersebut diatas. Dukungan itu dis&apaBakorstanasda Jawa
Barat pada tanggal 1 Februari 1999. Dukungan tatsibampaikan dengan surat
kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yangysiagar dapat membantu
penggugat dalam proses pengakuan hak tersebuin Sel8akorstanasda telah
mengeluarkan surat perintah kepada penggugat pempemugaran dan
pemasangan papan nama diatas tanah garapan penggngadidasarkan pada
Surat Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979, dama jogmerintahkan
penggugat untuk segera mengajukan permohonan pakl&eegara.

Seiiring perjalanan menunggu proses pengakuan Hak &antor
Pertanahan Kabupaten Bogor, pada tanggal 1 Juli7,19&rgugat malah
mendatangkan alat berat/bulfoser di lokasi tanalglsta tersebut dengan alasan
akan mengadakan persiapan latihan. Akan tetapi pemteyataannya, alat
berat/buldoser tersebut malah digunakan untuk rakeak pengurungan sampai
meratakan lokasi yang dimulai dari lokasi pemanB&l seluas 70.100 m2
kemudian merubuhkan tembok pembatas tanah milguggt dengan penggugat
dan kemudian masuk ke lokasi tanah garapan penggedga meratakan tanah
tersebut.

Untuk meminta pertolongan, penggugat memohon keBtknasda Jawa
Barat dengan surat tertanggal 2 Juli 1997 yangyasimemohon perlindungan
hukum. Permohonan ini segera direspon oleh pihakoBtanasda dengan

mengeluarkan surat tertanggal 3 Juli 1997 yang matabkan kepada pimpinan
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proyek perumahan Departemen Penerangan agar mesnbkam pembuldoseran
tanah garapan penggugat sampai menunggu penyeldshih lanjut. Lalu pada
tanggal 18 Agustus 1997, penggugat melihat tanalgksea tersebut telah
dipasangkan papan nama yang bertuliskan "Akan dioarkantor pemerintahan
Kelurahan Tirtajaya bekerja sama dengan Perumna®dppen RIl.” Penggugat
segera menurunkan papan tersebut dan menanyakterdeddut kepada beberapa
pegawai Kelurahan Tirtajaya yang memasangnya, &kapi mereka menjawab
yang menyuruh mereka memasang papan tersebuteiadatemen Penerangan.

Pada tanggal 3 September 1997 dengan memperhatikan perintah
Bakorstanasda Jawa Barat tertanggal 1 Februari &8 perihal pemagaran dan
pemasangan papan nama diatas tanah garapan petyggegggugat telah
melaksanakan pemasangan papan nama diatas taregargarang bertuliskan
"Tanah milik PEPABRI dalam perlindungan hukum kantAdvokat dan
Pengacara Mr. Rendrea Serungallo & Associates”,unagampai saat ini belum
ada pihak manapun yang menyampaikan keberatan tiadakan penggugat
dalam melakukan pemasangan papan nama diatas tmrapan penggugat
tersebut.

Pada tanggal 8 September 1997, kuasa hukum periggetsh
mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan niladdogor untuk
melakukan pengecekan sertipikat pada buku tanaddieergugat Il namun tidak
ada tanggapan yang baik dari tergugat 1l dan pegajgialam suratnya tersebut
melampirkan fotocopy sertipikat hak pakai no. 4sataama Departemen
Penerangan RI cqg Direktorat Radio cq Proyek MasddiMeRRI Jakarta
Cimanggis yang ada diatas tanah penggugat. Daldmnh#ergugat Il yang
menerima surat permohonan tersebut hanya menjae@dras lisan. Dikatakan
oleh tergugat Il bahwa pada tanah tersebut memelag terbit sertipikat hak
pakai atas nama Departemen Penerangan RI cq DmélRadio cq Proyek Mass
Media RRI. Penggugat tidak puas mendengar jawadraeliut dan meminta agar
tergugat Il menjawab pertanyaan penggugat secataigebukan lisan, karena
kuasa hukum tergugat menanyakan hal tersebut demgamgajukan surat
permohonan. Dalam hal ini kuasa hukum penggugatatakan bahwa tindakan

tergugat Il ini adalah menyimpang dari tugas damgéinya untuk memberikan
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pelayanan kepada masyarakat tanpa harus membedkabedan juga terkesan
sangat menyepelekan arti dan peranan pengacamgas&bhasa hukum penggugat.
Bahkan tergugat Il seakan-akan mengenyampingkargsfurdan maksud

kadaster/pendaftaran tanah yaitu untuk memudahleg mmasyarakat umum
untuk mengetahui status atas bidang tanah.

Pihak Departemen Penerangan RI cq Direktorat Regi®royek Mass
Media RRI dalam hal ini menyatakan bahwa tanakebersadalah milik mereka
yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai No.akhuh 1981 yang diganti
dengan sertipikat Hak Pakai No. 4 tahun 1995 yaikglwhrkan oleh kepala
badan pertanahan / tergugat Il. Bahwa diatas tdeedebut telah dibangun
pemancar Radio Republik Indonesia milik Departenféenerangan RI cq
Direktorat Radio cq Proyek Mass Media RRI/ tergugddn unit-unit rumah oleh
PERUM PERUMNAS bekerja sama dengan tergugat | yangndapat
persetujuan dari Departemen Keuangan Republik slan No. S-
1503/A/54/0497 tanggal 7 April 1997 vyang ditindadflai dengan
ditandatanganinya perjanjian kerjasama pembangp®mmahan (perjanjian
KSPP) antara PERUM PERUMNAS dengan tergugat I.

Pihak Tergugat | mengklaim bahwa mereka mendapatkaah tersebut
dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Pilnglges | mengatakan bahwa
mereka memperoleh tanah tersebut dengan melakukbhbgli dengan seseorang
yang bernama Han Tek Nio sebagai pemilik asli taleatebut yang dibuktikan
dengan Surat Kepemilikan Eigendom Verponding No&&rDalam hal ini yang
melakukan pembelian adalah Jawatan Gedung Negdeatphun 1956. Setelah
pembelian tersebut maka diajukan untuk penerbgaipgkat Hak Pakai ke Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor.

Putusan Pengadilan Mengenai Sengketa Tanah Hak Eigdom Di

Parung Serap

Untuk memperjelas permasalahan ini maka sebeluralipemenganalisa
tentang Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung588 PK/Pdt./2002,
penulis memberikan ringkasan putusan dari Pengadikegeri sampai Putusan

Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung serta ditand&igan putusan gugatan
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kembali oleh pihak ketiga di Pengadilan Negeri. puta ringkasan putusan

tersebut adalah sebagai berikut:

a.

Putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara idgket pertama
memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan tuntutan Provisi yang diajukan oleh ugeg | tidak dapat
diterima;

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi yang diajukan tergugat | dan teayjudy untuk

seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Juru Ftagadilan Negeri
Bogor, tanggal 6 Nopember 1997, dan Berita Acarayi@n No.
18/Pdt/1997/PN.BGR, dinyatakan tidak sah dan tloerkarga;
Menghukum penggugat membayar ongkos perkara seBgsa®63.000
(sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tingqi

Adapun karena ketidakpuasan atas putusan Pengadggeri Bogor,

pihak penggugat melakukan banding ke PengadilaggliBandung sebagaimana
terdaftar dalam register perkara No. 603/Pdt/19B8B&g. Selanjutnya

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkarsetaut di tingkat Bandung,

memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

— Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat hgndari
para penggugat/pembanding;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, tggain 10
Agustus 1998 No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr yang dimé&hon
Banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :
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- DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat | dan Tergugat Il ;

- DALAM PROVISI :
- Menyatakan tuntutan PROVISI yang diajukan oleh
Tergugat | tidak dapat diterima;

- DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dari tanahpgara
seluas 332.234 M2 yang terletak di Kampung Parung
Serab, Kel. Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kotip Depok,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Tanah Milik Kaming Abdi, H. Umar dan
tanah garapan Nimang;

Sebelah Timur: Kali Kumpa, Jalan RRI;

Sebelah Selatan:Tanah Garapan Nasir, Bambang Nelan,
RRI

Sebelah Barat: Tanah Sawah milik Kicang;

- Menyatakan penggugat sebagai pihak yang berhak
mendapatkan hak dari Negara (Badan Pertanahan
Nasional).

- Menyatakan Sertipikat Hak Pakai No. 4 yang dité&enit
BPN Bogor, tanggal 24 Agustus 1995 atas nama
Departemen Penerangan Republik Indonesia cq Dnagkto
cq Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakar
Cimanggis, batal demi hukum;

- Menyatakan surat-surat yang dimiliki maupun yang
dipergunakan Tergugat | selama ini yang berkaiemgen

tanah garapan pengganti, batal demi hukum;
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- Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang
diletakkan dalam perkara ini, dengan penetapan &etu
Majelis Hakim tertanggal 6 Nopember 1997 No.
161/Pdt.G/1997/PN.Bgr dan Berita Acara Penyitaan
Jaminan No. 18/Pdt/CB/1997 jo No. 161/Pdt/G/1997/PN
Bgr, tertanggal 22 Nopember 1997 atas tanah semgket
seluas 332.234 M2 yang terletak di Kampung Parung
Serab, Kel. Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kotip Depséh
dan berharga;

- Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk
meletakkan kembali Sita Jaminan atas tanah senglaig
telah diangkat dengan tidak sah dan melawan hukum
dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggapi@ A
1998 No. 196/Pdt/Bth/1997/PN. Bgr dan Berita Acara
Pencabutan Sita jaminan No. 02/Pdt/Penc.CB/1998/PN.
Bgr jo No. 19/Pdt/CB/1997/PN.Bgr jo No.
161/Pdt/G/1997/PN.Bgr jo. No. 196/Pdt/Bth/1997/Pgt;B

- Memerintahkan kepada Tergugat | agar membongkar
semua bangunan yang berada di atas tanah garapln mi
Penggugat;

- Menghukum Tergugat | untuk membayar uang paksa
(Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat | ilala
melaksanakan Keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang
ditimbulkan dalam perkara ini di kedua tingkat Pafitan
yang untuk tingkat banding ditaksir Rp. 50.000jmé
puluh ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
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c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Setelah disidangkan di Pengadilan Tinggi dan teb@mperoleh putusan
pengadilan yang dalam hal ini memenangkan Penggpdek tergugat merasa
tidak puas dengan keputusan tersebut sehingga watakjutnya mengajukan
permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Insianesebagaiman
terdaftar dalam register perkara No. 511 K/Pdt/2@#anjutnya oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang mengadili perkaradbut di tingkat Kasasi,

memutus perkara tersebut dengan amar putusan séeagat:

MENGADILI:
Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohsaska
1. DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq
DIREKTORAT RADIO Cqg. PROYEK MASS MEDIA RRI JAKARTA,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Cecep Ahmas&le S.H,
2. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dalam hal
ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: Jaja YudhafragaH. tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung &ngg Mei 1999
No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg yang membatalkan putusargd&tilan Negeri Bogor
tanggal 10 Agustus 1998 No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bqgr;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi :

— Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Tgged | tidak dapat
diterima;

Dalam Eksepsi :

— Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat | dan Temguly untuk
seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,;
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— Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan JuruPeitgadilan Negeri
Bogor, tanggal 6 Nopember 1997, dan Berita Acarayi®an No.
18/Pdt/CB/1997/PN.Bgr, dinyatakan tidak sah daaktiderharga;

d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Setelah kembali kalah di Kasasi Mahkamah Agungalpipenggugat
mendapatkan bukti baru untuk diajukan ke Mahkamaung. Untuk itu
Pihak Penggugat mencoba melakukan upaya hukum jBgam Kembali.
Akan tetapi karena Penggugat yaitu Muhammad Sastah tmeninggal dunia
pada tanggal 28 Juli 1999 sesuai dengan Suratdfegan tentang Kematian
dari Lurah Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamddgpok Nomor:
472.3/144-Kesra yang digantikan oleh dua oranguyait Karim, Udje S, dan
Admin. Adapun putusan tersebut adalah sebagaiuierik

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dariMUHAMMAD
SAMIN, DKK yang telah meninggal dunia pada tangg8l Juli 1999 sesuai
dengan Surat Keterangan tentang Kematian dari L&w@majaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kotamadya Depok Nomor: 472.3/144-Kearggydigantikan oleh 2.
A. KARIM, 3. UDJE S, 4. ADMIN, tersebut;

Menyatakan batal putusan Mahkamah Agung Nomorl KPdt/2000
tanggal 22 Maret 2000;

MENGADILI KEMBALI

DALAM EKSEPSI:
— Menolak eksepsi Tergugat | dan Tergugat II;

DALAM PROVISI:
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— Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Tged | tidak dapat

diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Penggugat adalah pemilik dari tanahpgara

seluas 332.234 M2 yang terletak di Kampung Parung

Serab, Kel. Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kotip Depok,

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Tanah Milik Kaming Abdi, H. Umar dan
tanah garapan Nimang;

Sebelah Timur: Kali Kumpa, Jalan RRI;

Sebelah Selatan:Tanah Garapan Nasir, Bambang Nelan,
RRI

Sebelah Barat: Tanah Sawah milik Kicang;

Menyatakan penggugat sebagai pihak yang berhak

mendapatkan hak dari Negara (Badan Pertanahan

Nasional).

Menyatakan Sertipikat Hak Pakai No. 4 yang dité&enit

BPN Bogor, tanggal 24 Agustus 1995 atas nama

Departemen Penerangan Republik Indonesia cq Dnakto

cq Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia lakar

Cimanggis, batal demi hukum;

Menyatakan surat-surat yang dimiliki maupun yang

dipergunakan Tergugat | selama ini yang berkaitmgen

tanah garapan pengganti, batal demi hukum;

Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang

diletakkan dalam perkara ini, dengan penetapan &Ketu

Majelis Hakim tertanggal 6 Nopember 1997 No.

161/Pdt.G/1997/PN.Bgr dan Berita Acara Penyitaan

Jaminan No. 18/Pdt/CB/1997 jo No. 161/Pdt/G/1997/PN

Bgr, tertanggal 22 Nopember 1997 atas tanah semgket
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seluas 332.234 M2 yang terletak di Kampung Parung
Serab, Kel. Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kotip Depséh
dan berharga;

- Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk
meletakkan kembali Sita Jaminan atas tanah senglaig
telah diangkat dengan tidak sah dan melawan hukum
dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggap@ A
1998 No. 196/Pdt/Bth/1997/PN. Bgr dan Berita Acara
Pencabutan Sita jaminan No. 02/Pdt/Penc.CB/1998/PN.
Bgr jo No. 19/Pdt/CB/1997/PN.Bgr jo  No.
161/Pdt/G/1997/PN.Bgr jo. No. 196/Pdt/Bth/1997/Pgt;B

- Memerintahkan kepada Tergugat | agar membongkar
semua bangunan yang berada di atas tanah garaplan mi
Penggugat;

- Menghukum Tergugat | untuk membayar uang paksa
(Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat | ilala
melaksanakan Keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali
(Tergugat 1) untuk membayar biaya dalam semua #nhgk
peradilan yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ini
ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta liatas
ribu rupiah);

Bahwa setelah menerima turunan putusan Peninjagarb&li Mahkamah
Agung tersebut Penggugat mengajukan Permohonankidis&epada Ketua
Pengadilan Negeri Bogor, yang memutus perkaralietsalam peradilan tingkat
pertama, dan setelah menerima permohonan terseitut KPengadilan Negeri
Bogor telah mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusio. N
04/Pdt/Eks/2005/PN.Bgr jo 161/Pdt/G/1997/PN.BgiNo.603/Pdt/1998/PT.Bdg
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jo No. 511 K/Pdt/2000 jo No. 588 PK/Pdt/2002 tadgta Februari 2005, yang
menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;

2. Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negerirt3akRausat untuk
dapat memerintahkan Jurusita Pengadilan Negerirtdak2usat guna
melakukan pemanggilan Jurusita Pengadilan Neg&artda Pusat guna
melakukan pemanggilan dengan sepatutnya menurunitdgrhadap:
DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA cq
DIREKTORAT RADIO cq PROYEK MASS MEDIA RRI JAKARTA,
Cimanggis, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H.A. &adin, NIP.
050010825, Kepala Lembaga Informasi Nasional, berat di jalan
Medan Merdeka Barat No. 9 , Jakarta Pusat, selaERMOHON
EKSEKUSI I;

3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Cibinongag melakukan
pemanggilan dengan sepatutnya menurut hukum tgehada
KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, beralamat
dahulu di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 41, Bogekarang beralamat
di Cibinong Kabupaten Bogor, selaku TERMOHON EKSEXU;
Supaya IA/MEREKA datang menghadap kepada Ketuadiiag Negeri
Bogor, di kantor Pengadilan Negeri Bogor beraladhatalan Pengadilan
No. 10, Bogor, pada:
Hari: SELAS A, tanggal 8 M AR E T 2005 jam.Q0 Wib.
Guna diberikan teguran (Ammaning) supaya dalam te@p(delapan)
hari, sejak tanggal peneguran tersebut mau mememelaksanakan
sendiri secara sukarela isi/bunyi Putusan MahkaAwing RI tertanggal
22 September 2004, No. 588 PK/Pdt/2002 ;

4. Menetapkan pula bahwa biaya-biaya yang timbul dapsmetapan ini

menurut hukum;
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e. Putusan Pengadilan Negeri Yang Diajukan Kembali Degan
Menghadirkan Pihak Ketiga

Setelah Putusan Peninjauan Kembali mengalahkak gieegugat, Pihak
Tergugat kali ini mengajukan gugatan kembali ke gadian Negeri dengan
menghadirkan pihak ketiga yaitu dalam hal ini addP&ERUSAHAAN UMUM
PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUMNAS). Adapun

putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah:

DALAM PROVISI:

— Menolak Permohonan provisi Pembantah (Tergugat 1)

DALAM POKOK PERKARA:
— Menolak bantahan Pembantah (Tergugat I) seluruhnya.
- Menghukum Pembantah membayar biaya perkara seaaggung
renteng dengan Pembantah Intervensi (Pihak Ketiga) Turut
Terbantah (Tergugat Il).

DALAM INTERVENSI:
— Menolak bantahan Pembantah Intervensi (Pihak Ketiga
seluruhnya.
— Menghukum Pembantah Intervensi (Pihak Ketiga) meabliaya
perkara secara tanggung renteng.

ANALISA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH

AGUNG NO. 588 PK/Pdt./2002

Pada putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agpihgk penggugat
dimenangkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dikarenakata beberapa novum baru
yang menguatkan kepemilikan dari penggugat. Novuaru ktersebut adalah
berupa sertifikat asli HakEigendomyang dihibahkan dari ahli waris pemegang
Hak Eigendomatas tanah tersebut yaitu Tn Hidayat Faber kepadadje Selaku
wakil dan koordinator dari pihak penggarap,
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Dengan adanya bukti baru ini maka posisi dari paragg menjadi kuat
karena mendapat dukungan dari ahli waris yang sategang hakigendomatas
tanah tersebut. Adapun Akta Eigendom tersebut dilkark dengan adanya surat
keterangan dari Balai Harta Peninggalan yaitu ysertera dalam surat yang
dikeluarkan oleh Ketua Balai Harta Peninggalan Hgrmany Nusirwan, S.H.
tertanggal 19 Juni 2002 Nomor. W7.Ca.HT.05.15-2932 yang menyatakan
bahwa copy Eigendom verpondingNo. 23 atas nama Han Tek NW
Maatschaappy Tot Exploitatie Van Het Land Cimandglak terdapat data-data
nya di kantor Balai Harta Peninggalan. Melalui suia juga dinyatakan bahwa
tanah Eigendom Verponding No. 23, Afschrift No. 2@0@L tanggal 9 November
1933 seluas 419. 806 m2 yang terletak di Desa Sjakmdepok tercatat atas
nama WL. Samoel De Meyyer.

Hal ini jelas memberikan bukti yang cukup kuat bptfiak penggarap.
Selain itu akteEigendomini didukung dengan adanya beberapa saksi-sakg ya
menguatkan kepemilikan akEigendomtersebut oleh WL. Samoel De Meyyer.
Dengan adanya bukti baru ini maka terungkap bahemerkilikan dari pihak
Radio Republik Indonesia ini adalah rekayasa kasstara jelas bahwa tidak
pernah terjadi jual beli antara Pihak Jawatan Ggdiagara dengan Han Tek
Nio.

Lalu apakah sepenuhnya putusan Majelis Hakim Paunam Kembali itu
benar? Menurut hemat penulis bahwa putusan Majelism Peninjauan Kembali
tidak sepenuhnya benar karena Majelis Hakim PeamamaKembali tidak
memperhatikan ketentuan-ketentuan konversi yangdaderaturan Menteri
Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Bebgra Ketentuan
Undang-Undang Pokok Agraria yaitu tentang adany&iewajiban pencatatan
pada grosse akta Hakigendomyang diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri

Agraria No. 2 Tahun 1960, yang berbunyi sebagakber

Pasal 3
Hak-Hak Eigendom yang pemiliknya terbukti berkevearggaraan Indonesia
tunggal dicatat oleh Kepala Kantor Pendaftaranapatian (K.K.P.T.), baik pada
asli maupun pada grosse aktanya sebagai dikonmergadi hak milik.
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Sedangkan mengenai tentang apa yang dicatatkan gsiddan grosse
aktanya tersebut diatur dalam pasal 18 PeraturamdvieAgraria No. 2 Tahun
1960, yaitu sebagai berikut:

Pasal 18
Pencatatan konversi oleh Kepala Kantor Pendaft&artanahan (K.K.P.T.)

dengan membubuhi keterangan dengan kata-kata séteaiait:

"Berdasarkan pasal ..... ayat ..... Ketentuan-Keagen Konversi Undang-Undang

Pokok Agraria dikonversi menjadi: hak.................... (isi: milik, guna-

bangunan, guna-usaha, atau pakai) ............dengan jangka waktu................. ”
............................. tanggal e.oeevveeiiininnnn.

Kepala Kantor Pendedh Tanah
(tanda tangan danjebptan)

Jika kita lihat pada grosse alEggendomyang dihadirkan di persidangan
maka, dapat dikatakan bahwa pada grosse Eigendomtersebut tidak terdapat
pecatatan yang disyaratkan pada ketentuan kontezssibut, padahal kewajiban
pencatatan tersebut adalah wajib untuk dipenul ysabagai pembuktian bahwa
pemilik tanah Hak Eigendom adalah Warga Negaranasdia. Akibat dari tidak
dicatatkannya Asli atau grosse akta Hak Eigendomdiatur dalam Pasal 4

Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960, yaitu:

Pasal 4
Hak-Hak Eigendom yang setelah jangka waktu 6 budamsebut pada pasal 2
lampau pemiliknya tidak datang ke Kepala Kantordaftaran Tanah (K.K.P.T)
atau yang pemiliknya tidak dapat membuktikan, balvéerkewarganegaraan
Indonesia tunggal, oleh K,K,P,T. Dicatat pada a&fianya sebagai dikonversi

menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktuh2 ta

Jika kita hitung berarti akibat tidak didaftargelbut maka sertifikat hak

Eigendom atas nama WL. Samoel De Meyyer dikonverenjadi hak guna
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bangunan yang jika dihitung berakhir pada tahun0198leh karena itu dapat
dikatakan bahwa WL. Samoel De Meyyer telah keh#enpak Eigendom atas
tanah tersebut. Lalu mengapa, dalam kasus ini pieaiggarap yang membawa
bukti baru berupa sertipikat h&gendomatas nama WL. Samoel De Meyyer ini
dapat dimenangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan k@i Penulis
beranggapan bahwa hal ini ada kaitannya denganpesegadilan perdata yang
sifatnya pasif dalam melakukan penemuan hukum. dadhang berbeda dengan
pengadilan pidana dimana adanya keaktifan hakimmkuntelakukan penemuan
hukum dalam suatu perkara. Karena bersifat pagidamaajelis hakim dalam hal
ini tidak mencari hukum-hukum lainnya selain yanmgjukan di persidangan oleh
para pihak yang bersengketa.

Kalau kita lihat dalam persidangan, kedua pihak gydrersengketa
mengajukan bukti-bukti. Pihak penggarap mengajukakii akta HakEigendom
yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan Kdpalai Harta Peninggalan,
sedangkan pihak RRI memberikan bukti sertifikat Ipakai yang didapat dari
hasil jual beli antara Perusahaan Jawatan Gedug@grblelengan Han Tek Nio
yang dalam hal ini dikatakan sebagai pemilik aldgpondingno. 23. Lalu dalam
pembuktian ternyata terkuak bahwa jual beli yangkdkan oleh Perusahaan
Jawatan Gedung Negara dengan Han Tek Nio ternyktiabarekayasa karena
setelah dilakukan pengecekan ke Balai Harta Pealaggbahwa akta hak
Eigendom yang dikatakan milik Han Tek Nio tidak e tercatat dan tidak
pernah ada. Dengan bukti kunci ini maka pihak Msjélakim Peninjauan
Kembali berkeyakinan bahwa akta Eigendom atas nainaSamoel De Meyyer
yang dimiliki oleh penggarap lah yang benar dan bemarkan kepemilikan
mereka. Menurut penulis sesuai dengan asas pakimhpada kasus-kasus
perdata, maka Mejelis Hakim Peninjauan Kembali kidaerlu melakukan
penemuan hukum lagi dan tidak perlu lagi membuktikemhwa bagaimana
sertifikat hak Eigendom milik WL. Samoel De Meyyebih lanjut. Karena dalam
hal ini Majeli Hakim juga terikat dengan asas hukbahwa hakim tidak boleh
memutus lebih dari apa yang dimintakan oleh pahalpioleh karena itu dalam
hal ini menurut penulis Majelis Hakim Peninjauannimli telah melakukan

tugasnya sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
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BAB III
PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Nilai kegunaan tanah yang banyak menyimpan potba#{ dari segi
kegunaan langsung maupun sebagai sebuah investagisangat menggiurkan
bagi kehidupan manusia menempatkan tanah sebagadona yang menjadi
bahan rebutan bagi seluruh manusia. Karena betmiggi inilah maka banyak
sekali kasus-kasus mengenai perebutan dan penyanoterhadap suatu tanah.
Apalagi terhadap tanah-tanah bekas hak barat s¢peahEigendomyang dari
sisi luas tanah memiliki luas tanah yang sangaargstunya makin dianggap
menggiurkan semua orang. Adapun yang menjadi keganpglalam pembahasan
ini adalah:

1. Yang dapat ditarik dari pembahasan ini adalah babnah yang memiliki
bukti kepemilikan dengan hakigendommasih memiliki posisi yang
sangat kuat dan sangat diakui dalam peraturangpamtyang masih
berlaku sampai saat ini, dengan catatan bahwa uh@lkEigendom
tersebut juga harus mengikuti ketentuan-ketentuamg yberlaku dalam
peraturan-peraturan mengenai ketentuan konversi.

2. Dapat disimpulkan juga pada pembahasan ini bahwandikan tanah
oleh Pihak Radio Republik Indonesia (RRI) terhatla@h yang terdapat
di daerah Parung Serab tersebut adalah dilakukagadanelawan hukum.
Hal ini dikarenakan adanya peraturan-peraturan yhbgat pada zaman
tersebut yaitu pada zaman orde baru yang mendukepgmilikan tanah
tersebut dengan melanggar asas-asas hukum selpitgdapihak yang
dengan dalih kepentingan umum dapat melakukan peigen tanah
secara paksa terhadap rakyat yang dalam hal ingaepemilik sah tanah

tersebut.
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3. Sedangkan untuk penyelesaian dalam kasus yangipemgkat, dapat
disimpulkan bahwa keputusan Majelis Hakim Peninjalgéembali di
Mahkamah Agung menurut hemat penulis masih terd&pltirangan
yaitu bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkahvea Grosse Akta
Eigendom harus tetap mengikuti ketentuan yang kenteada ketentuan-
ketentuan konversi yaitu Peraturan Menteri Agrédia 2 Tahun 1960
tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-tmtkok Agraria.
Bahwa terdapat syarat-syarat di dalam peratureseliet seperti adanya
kewajiban pencatatan di Kepala Kantor Pendaftarmmai pada asli dan

grosse akta Hakigendom

Bahwa banyaknya kasus pertanahan yang terjadi giernéni adalah
akibat dari banyaknya ketidakjelasan peraturantpera yang mengatur
masalah pertanahan tersebut. Ketidakjelasan atestupn-peraturan ini
terjadi akibat terjadinya tumpang tindih peratuyamg satu dengan peraturan
lainnya sebagai dampak langsung dari perubahan kepemerintahan.
Terlebih pada era orde baru yang banyak mengelugrkeaturan-peraturan
yang tidak sesuai dengan apa yang pernah dicdkarit oleh pemerintahan
sebelumnya yaitu keadilan bagi para pemegang lesktahah. Dengan dalih
investasi dan pengembangan perekonomian, hasipdarerintahan ini malah
menyebabkan timbulnya kesewenang-wenangan terhaklagus-kasus
pertanahan pada umumnya dan kasus tagigendompada khususnya.
Tentunya kita semua berharap agar penyelesaiarkdsuis mengenai tanah
Eigendom baik dari sisi peralihan hak, penggantieyh sampai penyerobotan

tanah bisa segera diselesaikan dengan baik.
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3.2. SARAN

Sebagai penutup, penulis memberikan beberapa sammmasukan atas
permasalahan ini, yaitu:

1. Bahwa perlunya diadakan penegasan terhadap pergieraturan yang
mengatur mengenai tanah-tanah Hak Eigendom ini &dak terjadi
kesimpangsiuran yang pastinya akan merugikan bagiruh pihak
terutama pihak pemegang hak atas tanah Eigendspbter

2. Badan Pertanahan Nasional yang sampai saat inrusslya menjadi
badan verifikasi pertanahan akan tetapi pada keagatya malah Badan
Pertanahan Nasional ini banyak melakukan kelaldialam melakukan
verifikasi pertanahan yang menyebabkan terjadinyapang tindih hak
atas suatu tanah, oleh karena itu diperlukan adpeysbenahan sistem
pendaftaran tanah yang saat ini telah diterapkeh 8ladan Pertanahan
Nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kepekait tanah. Salah satu
contoh riilnya adalah dengan segera membenahi damperbaharui
sistem komputerisasi dalam hal pendaftaran tanahg yierintegrasi
sehingga tidak terdapat kepemilikan yang tumpangiii dalam satu
bidang tanah yang sama.

3. Perlunya perhatian khusus dalam pengawasan yarakukdn oleh
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Kormhinya karena
sampai saat ini pengawasan yang dilakukan oleh mpetae dan DPR
melalui Komisi Il nya masih jauh dari apa yang dépkan dari
masyarakat sehingga pada kenyataanya permasalattanghan dari hari

ke hari menjadi semakin rumit
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BAGAN 1
PERKEMBANGAN TANAH HAK EIGENDOM

DILIHAT DARI PERATURAN YANG DIBENTUK

Adanya tuntutan dari para pengusaha untuk bisa mendapatkan hak eigendom atas suatu tanah, sehingga dibentuklah
Agrarische Wet dan Agrarische Besluit untuk dapat mengakomodasi kepentingan tersebut. Akan tetapi setelah beberapa
waktu berjalan, ternyata pemberian hak eigendom tersebut menimbulkanbanyak permasalahan dimana terdapat hak-hak
istimewa yaitu berupa hak pertuanan pada sebagian besar hak eigendom dengan disebut sebagai tanah partikelir. Akibatnya
pemerintah menganggap perlu untuk menarik kembali tanah-tanah partikelir tersebut dengan melakukan jual beli dan
membentuk beberapa peraturan sebagai acara khusus sehingga dapat menarik kembali tanah-tanah partikelir tersebut.

N —

Pada masa ini digiatkan pengembalian dan konversi terhadap tanah-tanah kolonial yang tidak sesuai dengan prinsip
Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya dibentuk lah beberapa peraturan. Pada masa ini dibentuk UU 1 tahun 1958
yang menghapuskan tanah partikelir dengan pemberian ganti kerugian. Undang-undang ini dilaksanakan dengan peraturan
Pemerintah No. 18 tahun 1958. Lalu sebagai langkah selanjutnya dibentuklah suatu undang-undang induk dari
permasalahan pertanahan yaitu UU No. 5 tahun 1960 yang sering disebut dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
UUPA ini mengatur juga mengenai ketentuan konversi atas tanah-tanah bekas hak barat. Dengan adanya UUPA ini maka
dimulailah era baru pertanahan di Indonesia. Setahun setelah itu keluarlah Undang-Undang No. 20 tahun 1961 tentang
pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Peraturan ini dibentuk dengan maksud untuk
mendahulukan kepentingan umum yang lebih mendesak sehingga negara dapat mencabut hak atas tanah yang diperlukan
dengan memberikan ganti rugi yang dihitung berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Undang-Undang ini juga
memberikan jalan penyelesaian di pengadilan tinggi apabila ternyata pemilik tanah tidak menyepakati uang ganti rugi
yang diberikan pemerintah.

ERA ORDE LAMA .

Peningkatan ekonomi dan perkembangan perdagangan adalah prioritas dari era orde baru. Hal ini ditunjukkan dengan
dibentuknya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 untuk memberikan fasilitas kepada investor asing. Pada tahun 1973,
dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1973 sebagai pelaksanaan pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang
ada diatasnya. Lalu dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan
mengenai tata cara pembebasan tanah yang pada tahun 1993 digantikan dengan Keputusan Menteri Nomor 55 tahun 1993

q tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangungan untuk kepentingan umum. Keputusan menteri ini banyak
menginjak-injak hak dari para pemegang tanah yang berhak mendapat ganti rugi yang layak apabila tanah mereka diambil
untuk digunakan sebagai kepentingan umum. Keputusan menteri ini menempatkan gubernur pada posisi yang kuat karena
gubernur dapat melakukan pencabutan atas hak tanah apabila dirasa perlu. Selain itu fungsi pengadilan sebagai tempat
untuk menyelesaikan sengketa harga ganti rugi dihilangkan pada keputusan menteri ini. Belum lagi masalah lainnya adalah
presiden memiliki hak prerogatif yang dapat menentukan bidang peruntukan pembangunan kepentingan umum tersebut,
padahal secara jelas ada pembatasan pada keputusan menteri ini dalam bidang peruntukan. Pada zaman orde baru ini juga
dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Agraria. KBPN No. 13 tahun 1997 yang meniadakan ganti rugi atas tanah partikelir
yang diatur dalam UU no. | tahun 1958. Hal ini jelas melanggar aturan hukum karena berarti Keputusan menteri ini
bertentangan dengan undang-undang yang secara hierarki lebih tinggi. Selain itu hal ini jelas merupakan upaya
penyerobotan terhadap tanah-tanah partikelir.

ERA ORDE BARU w10

Pada era reformasi ini terdapat keinginan kuat untuk membenahi peraturan pertanahan yang bisa dikatakan telah
menginjak-injak hak rakyat pada umumnya dan hak para pemegang tanah pada khususnya. Pada tahun 1999, dibentuklah
Keputusan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 12 tahun 1999 yaitu tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara
Agraria/KBPN Nomor. 13 tahun 1997 tentang peniadaan ganti rugi atas tanah-tanah yang terkena undang-undang nomor. 1
tahun 1958. Hal ini merupakan suatu langkah untuk mengembalikan hak-hak dari pemegang tanah eigendom yaitu ganti
rugi atas tanah mereka. Pada era ini diutamakan kepentingan rakyat sehingga jangan sampai hak rakyat dihilangkan.
Sebagai langkah selanjutnya adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden RI No, 36 tahun 2005 yang akhirnya disahkan
dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-
undang ini kembali menerapkan prinsip-prinsip keadilan yaitu dengan memberikan pembatasan bidang peruntukan yang
dikategorikan dalam kepentingan umum dan mencabut kuasa presiden untuk menentukan bidang peruntukan tersebut. Lalu
hal lainnya adalah dikembalikan fungsi pengadilan sebagai penengah apabila tidak tercapainya kesepakatan dalam ganti
rugi . Jadi tidak ada lagi kekuasaan gubernur untuk mencabut hak atas tanah yang sangat merugikan bagi pemilik tanah
tersebut.

ERAREFORMASI [
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SKEMA SENGKETA PERTANAHAN ATAS TANAH EIGENDOM

Lokasi Sengketa: Kampung Parung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok
Luas Tanah: 332.234 M2
Pihak Yang Bersengketa: H. MUHAMMAD SAMI, DKK (PEPABRI) sebagai Penggugat MELAWAN DEPARTEMEN PENERANGAN INDONESIA Cq DIREKTORAT RADIO Cq PROYEK MASS MEDIA RI sebagai Tergugat

- -

Sejarah Tanah Sengketa Tersebut Latar Belakang Masuknya Tergugat Ke Tanah Penggugat Awal Sengketa Tanah Terjadi
Penyelesaian Kasasi di Mahkamah Agung Penyelesaian Banding di Pengadilan Tinggi Penyelesaian di Pengadilan Negeri

- -

Penyelesaian Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Masuknya Pihak Ketiga Pada Sengketa Pertanahan Ini Putusan Pengadilan Negeri Dalam Gugatan Yang Melibatkan Pihak Ketiga
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